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Webverlising Melalui E~Commerce Di Indonesia 

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab portal terhadap webvertising meJalui e~ 
commerce di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi in casu internet merupakan 
tulang punggung bagi e-commerce. Potensi yang ditawarkan e-commerce sangat besar 
salah satunya a.dalah melalui webvertising yaitu ildan melalui web yang erat 
hubungannya dengan dunia usaha yaitu sebagai jembatan bagi polaku usaha daa 
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1.1 Lalor belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Perkembangan teknoJogj lnfonnasil yang pesat dan sangat maju telah 

mengubah wajah dunia Secara umum, kebadiran teknologi informast in casu 

internee· telah melakukan lima perubahan mendasar bagi dunia ekonomi, bisnis, 

dan perdagangan, baik negara-negara yang menganut sistem common law maupun 

civil law. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Pertama, teknologi infonnasi mengubah situasi pasar (market place), 

texmasuk mengubah cara masyarakat dalam menjalank:an bisnis. Contohnya, 

hilang atau tergantikannya fungsi-fungsi perantara tradisional, berkembangnya 

berbagai macam produk dan pasar baru, terciptanya hubungan yang lebih dekat 

antara penjual dan konsurnen, serta meningkatnya fleksibilitas dan adaptabilitas di 

dalam orgt>11isasi atau perusahaan. Serangkaian perubahan tersebut terjadi, akibat 

dari perdagangan e!ektronik yang dilaksanakan melalui mediwn teknologi 

informasi in casu internet memlliki pengaruh cukup besar dan telah tampil sebagai 

kekuatan pendorong (cata/yc effect).' 

Kedua, semakin cepat dan luasnya praktik electronic banking, sistem 

pemesanan tiket direct booking> dan sistem pemasaran one to one marketing, 

lT elomlogi informasi adalah sejenis teknologi aplikasi (ap!lied technalagy) yang dapat d!gun.akan 
untuk merekayasn data (dalam bentuk: apapun) menjadi suatu infonnasi. Dalam Pasal 1 Butir 3 
Undang~undang-No.ll Tahun 200& tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan 
bahwa Teknologi Infonnasi adalah suatu teknik mengumpu1kan, menyiapkan, menyimpan, 

memproses. mengumumkan, menganalisls, danlatau menyebarkan infunnasi. 
2Incernet merupakan sekwnpula.n jalur ioformasi dunia dan sumber telah memuogldnkan dunia. 
menjadi mas.yarakat infannasi yang sesungguhnya. l.ihat: Kamlesh K.Bajaj dan Debjani Nag 
ditetjemahkan o.Ieh lman Mawardi, E~Commerce Revolusi Ban~ Dunia Bisnis, (Surabaya; 
PT.Aksara Press, 2000), hlm.l8.Dapat disimpulkan bahwa layanan utama internet sebagai media 
untuk (I) Menyebarkan dan mempcroleh informasi, umumnya disajik.an dalam bentuk website, 
infarmasi dapat berupa teks, grafil; suara, video a1au dalam bentuk file yang dapat didownlo.ad, 
(2)Berkomunikasi, baik melalui media chamng berbasis teks (IRC), graftk (Yahoo Messe1Jgcr), 
maupun berko!llllllikasi suara (Skype), !ayaknya menggunakan te!epon kabel (3) Berkidm surat 
(email), (4) Berlukat data. salah satunya dengan menggunakan ap!ikasi FfP, websiJe, maupun 
koneksi peer to peer. {5) Remote Login, mampu mengekselrusi komputer dari jauh (telnet},Uhat: 
YuhefJZM. 10 Jam Meng. Internet, Teknologi, dan Aplika3i, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 
1992), hlm.2. 
JPeter Keen, Craig Balance, On~line Profits; A Manager's Gnide to Eleclronic Commerce, Harvard 
Business School Press, Boston, Massachusetts, 1997, hlm.l09, sebagalmana diambli dari M. 
Arsyad Sanusi, Konvergensi Hukum &: Teknolagi lnfmmasi, (J11e Indonesian Reach, Jakarta, 
2007), h.144 
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Ketiga, meningkatnya interaktivitas dalam perekonomian. Artinya, jika 

selama ini interaktivitas lebih banyak terjadi antara keluarga atau rumah tangga 

sebagai konsumen dengan perusahaan-perusahaan keciJ sebagai produsen, maim 

hadimya e-commercel tetjadi pergeseran sedemikian rupa, misalnya teijadi 

interaktivitas yang semakin intens antara individu-individu dengan dunia secara 

luas. Dalam perkembangan selanjutnya, dimana perangkat yang digunakan untuk 

melakukan akses atau intera.ktivitas tersebutjuga mengalarni pergeseran, yatu dari 

perangkat Personal Computer (PC) yang relatif mahal dan rumit berganti dengan 

perangkat-perangkat lain yang lebih murah dan lebih mudah digunakan, seperti 

pesawat televisi~ telepon maupun perangkat-perangkat teknologi infonnasi 

lainnya. Meningk:atnya interaktivitas serta pcrge..'>eran perangkat yang 

dipergunakan ini, secara luas, masyarakat rnemflik:i kemampuan yang semakin 

besar untuk berkomunika.si dan bertransak:si kapan dan d!mana pun. Intinya, 

komunikasi serta transaksi tidak lagi hams terhambat oleh batas-batas dan ruang 

waktu. 

Kecmpat, meningkatnya keterbukaan dan transparansi dalam proses bisnis. 

Hal ini dimungkinkan terjadi karena perangkat teknologi informasi yang 

digunakan sebagai media e-commerce membuka peluang bagi mitra-mitra bisnis 

serta konsumen untuk lebih mudah mengakses berbagai infonnasi dan database. 

Dimana keterbukaan dan transparansi ini berkemhang menjadi strategi yang 

menentukan keberhasiian-keberhasi1an perusahaan-perusahaan bagi yang 

melakukan hisnis e-commerce. 

Kelima, e~commerce telah mengikis arti penting yang dimiliki oleh ruang 

dan waktu. Berkw:angnya arti penting waktu ini> antara lain tercermin dari 

kecenderungan bahwa e-commerce dapat mempercepat siklus produksi, 

mernungkinkan perusahaan~perusahaan untuk melakukan kordinasi yang lebih 

4Sampai saat ini pengamat belwn menemukan ~esepakatan uotuk merumuskan definisi <!­

commerce, Namun dapat dipahami bahwa e~commerce merupakan salah satu bentuk tnmsaksi 
perdagangan yang paling banyak dipengaruhl oleh perkembangan teknofogi infolliW:si. Black's 
Law Dictilmary mendefinisikan e~ccmmen:e sebagai "The practice cf buyiJTg and selling good:, 
and suvices through online custonu:r services and internet. The e, a sfwrftmed form of electronic, 
has beeome a popular prefil for other terms associated with electronic transaction." Tetjemahan 
bebasnya adalah praktek jw:il beli barang dan jasa melalui konsumen secara onJine di internet E 
yang tnerupakan Jst:iJab elektronik. telah menjadi awalan yang populer untuk istilah lain yang 
berh.ubuogan dengan 1ransaksi elektronik 

Universitas Indonesia 
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erat, serta memungkinkan konsumen-konsumen dan perusahaan-perusahaan untuk 

melakukan transaksi bisnis selama 24 (dua puluh empat) jam penuh. 5 

Eksistensi internet sebagai salah sa.tu institusi dalam arus utama budaya 

dunia lebih ditegaskan dengan maraknya e-commerce yang diprediksikan sebagai 

"bisnis besar masa de:pan .. (the next big thing).6 John Nielson, salah seorang 

plmpinan perusahaan Microsoft menyatakan, bahwa dalam kurun waktu 30 tahun, 

30% transaksi penjualan kepada konsumen akan dilakukan melalui e-commerce.1 

Menurut flashcommerce.com, nHai rata-rata transaksi online sekitar 300 

dollar AS, di antara sesama pebisnis, rata-rata nilai transaksi mencapai 4600 dollar 

AS. Sementara itu. nilai transaksi pada. tahun 2000, menurut 

www.activemediaresearch.com, e~commerce menghasilkan 100 milyar doHar AS 

dan sebuah penelitian yang dilakukan olah WEFA Group bagi kepentingan Visa 

Intemasional, memperkirakan bahwa pasar dunia untuk perdagangan komersial ini 

akan melampaui sam triliun dollar AJ3 pada tahun 2003.8 

Dari data Internet World Stats, dalam satu dasawa.rsa terakhir jumlah 

pengguna internet (netter) di dmria meningkat drastls. Dari 0.4% pengguna dari 

seluruh penduduk dunia di tahun 1995, kini naik hampir 60 kali lipat pada 2008. 

Dan sejak tahun 2000, pertumbuhan netter dunia naik rata-rata 2% terhadap total 

populasi dunia. Dengan tren pertumbuhan internet da1am beberapa tahun terakhir 

ini, Indonesia menjadi pangsa pasar netter yang sangat potensial. Diperkirakan 

untuk tahun 2008, 2009, dan 2010 tren pertumbuha:n netter Indonesia akan 

meningkat rata-rata 20%. Diawal tahun 2008, jumlah netter Indonesia sekitar 25 

juta pengguna. Dan diakhir 2008 dipelkirakan Ielah mencapai 30 juta pengguna.9 

Demikian pula halnya pada transaksi e-commerce di Indonesia menunjuk.kan tren 

yang akan terus naik dengan pesat. Nilai transaksinya mencapai I 00 jut a dollar 

AS pad a tahun 2000 dan akan naik menjadi 200 j uta dollar AS pacta tahun 2001. 

sM. Arsyad Sanusi, ibid., hlm.145-l46. 
(>f'enjelasan atas Rancangan UndangMundang Nomor. .. Tabun ... tenlang Pemanfaatan Tek:nologi 
Infonnasi, Junwl Hukum Bisru"s, Vol.18, Maret 2002, h.96 . 
. ,Abu Bakar Munir, "Cyberlaw: Policies anrl Challrmges (Millaysia, Singaputa, Hongkong, 
Buiterworths Asia)", dalam Huala. Adolf, Hukum Perr!agangan fniernasionaf, (Jakarta~ 
Rajagrafindo Pe:rsada, 2004}, hlro.16l. 
'"Volume Perdagangan Elektmnik Tumbuh Pesat", Kompas, 5 Juli 2000, hlm.28. 
9 http:liwww.intemetwor1dstats.com diakses !anggal12 April2()09. 
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Deugan kehadiran dan pemanfaatan internet perusahaan-perusahaan 

rnemperoleh banyak keuntungan, misalnya, area atau ruang Hngkup aktivitas 

bisnis mereka menjadi semakin luas dan berjangkauan global sehingga 

memungkinkan mereka untuk mengkomunlkasikan ide-ide baru dan berbagai hal 

tentang perusahaan mereka kepada konsumen atau klien-klien baru di seluruh 

penjuru dunia. Disamping itu, bagi perusahaan-perusahaan tersebut, internet juga 

menawarkan peluang lklan yang tanpa batas. Dengan demikian, sekalipun 

perspektif yang digunakan berbeda-beda, namun tetap disepakati bahwa internet 

merupakan tulang punggung bagi e~commerce dan potensi yang ditawarkan 

internet dane-commerce sangat besar.10 

Periklanan sangat erat hubungannya dengan dunia usaha, karena media 

iklan merupakan jembatan yang penting antara peJaku usaha dan konsumen. 11 

Iklan yang dipasang di media internet untuk selanjutnya disebut webvertising 

sebagai media baru dinilai memitiki prospek yang cerah dalarn dunia bisnis baik 

di masa sekarang yang sedang mengalami krisis ekonomi global maupun masa 

yang akan datang. 

Pertama, dampak dari sistem perekonomian kapitalis liberal telah 

merekonstruk.si kultur masyarakat untuk ikut serta terlibat dalarn lalu lintas 

perdagangan barang dan jasa~ khususnya negara-negara berkernbang. Budaya 

ma."'>yarakat konsumtif adalah cennin dari konstruksi masyarakat baru (new 

society) yang tidak lain rnerupakan implikasi dari era industrialisasi. 

Kecenderungan rnasyarakat konswntif merupakan lahan sekaligus tantangan bagi 

pelaku usaha untuk mengeksploitasi minat beli tersebut dengan memasarkan 

sebanyak-banyaknya produk barang atau jasa. Salah satu alat yang sering dipakai 

dalam lalu lintas tersebut adalab iklan (promo)." Webverlising dinilai lebih 

efektif untuk menarik para pembeli. 

Kedua, webvertising mampu menjangkau masyarakat yang sangat luas. 

Mengingat bahwa internet tidak terbatas pacta ruang dan waktu maka dapat 

1°Kamiesh K.. Bajaj dan Debjani Nag, E~commerce:The Cutting Edge of Business, McGrnw~Hill, 
New Delhl.. 1999, hlm.74, dalamM. Arsyad Sanusi. ibid.,hlm14L 
11N.H.T Siahaan, /Jukum Konsumen:Perlindungem Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, 
(Jakarta: Pamai Rei,2005), hlm.l26. 
1"Taufik H.Simatupang, Aspek Hukum Periklamm, {Ban dung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004),h.17. 
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diakses secara bersamaan dari berbagai pengguna di seJuruh dunia kapan pun dan 

dimana pun. 

Ketiga. webvertising rendah pengeluaran. Apabila dibandingkan dengan 

iklan media konvensional seperti media televJsi, dimana dalam produksi iklannya 

dapat menghabiskan dana puluhan juta bahkan ratusan juta. 

Di Indonesia webvertising termasuk masih reJatif baru dl Indonesia. Kasus 

penipuan konsumen melalui webvertising memang belum marak: ditemukan di 

Indonesia dan dampak negatifuya mungkin masih kurang dirasakan, sehingga 

kurangnya kesadaran konsumen atas hak-haknya dan kurangnya pemahaman 

konsumen atas mekanisme dalam penuntutan bahkan ditengarai para pelaku 

usahanya pun demik.ian. Selain itu webvertising merupakan salah satu tampilan 

bentuk penawaran da1am suatu medla internet. 

Pengaturan ikla.n pada media konvensiona! dicoba untuk diterapkan dalam 

media internet dan masih diatur secara parsiaJ yaitu pengaturan Undang~undang 

No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang tidak mengatur 

perlindungan konsumen dalam e-commerce, Dimana UUPK mengenal konsumen 

sebagai pemakai akhir (end user) bukan konsumen antara. Begitu pula halnya 

Undang-undang No. II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagai payung hukum pertama bagi pengaturan di bidang teknologi inforrnasi 

yang bet urn mengatur mengenai webvertising. 

Permasalahannya adalah terkait dengan iklan yang ditayangkan dalam 

suatu website tidak sesuai denganjanji yang ditawarkan kepada konsumen. Kasus 

webvertisillg yang menarik misalnya kasus iklan akses internet yang tidak jelas 

yaitu seperti yang dialami o1eh Frans Sidarta dengan provider internet telkomnet 

instan. Fn!l1S kecewa dengan iklan tersebut bahwa teJkomnet instan mampu 

melakukan akses "termudah, cepat~ dan dimana-mana·~ temyata tidak terbuktL 

Frans mendapati bahwa di tempatnya tidak dapat mengakses internet milik telkom 

tersebut> padahal dalam iklan tidak dibatasi area mana saja yang masih bel urn bisa 

rnengakses telkomnet instan. 13 

13Pcngaduan YLKl seputar informasi a.kses internet yang tidak jeJas, sebagnimana dlambil dari 
Edmon Makarim, Pengontar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, (Jakarta: Raja Grafrndo 
Persada, 2005), hlm.393. 
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Pada hakikatnya iklan in casu webverJising merupakan janji dad semua 

pihak yang mengumumkannya dan mereka bertanggungjawab atas setiap akibat 

hukumnya. Seperti dalam wehverJising terdapat tanggung jawab pengiklan, 

perusahaan perikJaru.m~ penyedia jasa layanan iklan atau portal-portal di internet. 

Maka diharapkan terdapat pengaturan yang jeias mengenai pembedaan dan 

pemisahan yangjetas antara tanggungjawab para pe1aku usaha in casu portal. 

Berdasarkan iatar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik 

untuk mengarnbil judul "TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB 

PORTAL TERIIADAP WEBJIERTISING MELALUI E-COMMERCE Dl 

INDONESIA". 

1.2 Perumusan Permasalahan 

Dari Jatar belakang masalah diatas, rnaka penelitian ini difokuskan pada 3 

(tiga) pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah webvertising dalam e-commerce di Indonesia? 

2. Bagaimanakah tanggong jawab hukrnn portal sebagai agen elektronik 

dalam webvertising? 

3. Bagaimanakah keterkaitan Undang-undang No.ll Tahun 2008 tentang 

lnfonnasi dan Transaklli ElektrOIUk dengan Undang-undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap portal sebagai agen 

elektronik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adap!ID yang rneojadi tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui lebihjauh mengenai webvertising dalam perkembangan 

e~commerce di Indonesia. 

2. Untuk mengetabui seberapa jauh tanggung jawab hukum portal sebagai 

agen elek:tronik dalam webvertising. 

3. Untuk mengetahui keterkaltan antara UUPK dengan Pasal 15 UU ITE 

berkenaan dengan portal sebagai agen elektronik dalam konteks "andal, 

arnan, serta bertanggongjawab". 

Universitas Indonesia 
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1.4 Tiojauao Pustaka 

lA. I Landasan Teori 

7 

Untuk menganalisis data mengenai tanggung jawab portal terhadap 

webvertising melalui eMcommerce di Indonesia, penulis menggunakan beberapa 

teori hukum yaitu teori sistem hukum, teori ekonomi, dan teori pembaharuan 

hokum. Pengaturan hukum webverlising seyogyanya berupa pengadaan peraturan 

perundang-undangan yang mencakup perangkat hulrnm yang berkaitan sehingga 

merupakan satu sub-sistem di daJam suatu sistem hukum nasional. Namun sampai 

saat ini perikJanan in casu webvertising belum diatur secam khusus daJam 

undang·undangnya sendiri. 

Tujuan hulrnm yang kompleks itu hanya mungkin diwujudkan secara baik 

dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan stabil. Proses yang baik 

dan stabil ini hanya mungkin berlangsung jika setiap komponen hukwn berfungsi 

dengan baik dan benar. Maka, ketika pernbahasan menyentuh kedua aspek hukum 

ini, aspek fungsi dan prosesnya, pembicaraan tidak lagi dapat dihindarkan dari 

keharusan untuk membicarakan totaJitas dari keseluruhan komponen slstem itu, 

dan satu-satunya pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan ini adalab 

pendekatan sistem atau teori sistem hukum. 14 Soedikno Mertokusumo 
15menyatakan bahwa: 

"Ht'tkum itu merupakan suatu tatanan, yaitu suatu kesatuan yang utuh yang 
terdiri dati bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaltan erat 
(berinteraksi) satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan 
kesatuan. Dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konllik, 
pertentangan atau kontradiksi antara bagian yang satu dengan bagian yang 
lainnya. Dalarn hal terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh dan 
di dalam sistem itu sendiri. Masing-rnasing bagian dari kompleks unsur­
unsur itu (peraturan hukurn, asas huk:um, dan pengertian hukum) tidak 
berdiri sendiri lepas hubtmgannya dengan satu dengan yang lain, di luar 
kesatuan tiap bagian itu tidak memiliki arti." 

Mengenai sistem hnlrnm (legal system), Friedman menyatakan bahwa 

sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (structure). substansi 

1
'1-1.Solly Ltibis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), 

hlm55-56. 
1 ~Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suaru Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, Tanpa 
Tahun), Wm 115. 
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(substance), dan budayn hukum (legal culture)Y'J Aspek struktur (stnlclltre) oleh 

Friedman dirumuskan sebagai berikut: 

"The structure of legal system consist of elements of this kind: the number 
and size of courts: their yuridiction (that is, what ldnd of cases they hear, 
and how and why), and modes of appeal from one court to another, 
Structure also means how the legislature is organized, how many members 
sit on The Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or 
not do, what procedures the police department follows an so on. '' 

Dengan demikian Friedman mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 

struktur hukum adalah struktur yang terdiri dari elemen-elemen jumlah dan besar 

badan peradiJan~ bagaimana peraturan perundang-undangannya dan prosedur apa 

yang harus dilaksanakan oleh para penegak hukum. 

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (substance). 

Penjelasan Friedman terhadap suhstansi hukum adalah sebagai barikut: 

"By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people 
inside the system. This is, first of ali, "the law" in the popular sense of the 
terms- the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that buglars 
can be sent to prison, that "by law" a pickle maker has to list his 
ingredients on the label of the jar. " 

Dengan demikian Friedman mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 

substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan 

tentang perilaku manusia, atau yang biasa dikena! orang sebagai "hukum" itulah 

substansi hukum. Sedangkan mengenai budaya hukurn, Friedman mcngartikannya 

sebagai sL<ap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang 

keyakinan~ nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Daiam 

tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut: 

"By this we mean people's attitude towards law and the legal system their 

beliefs. values, ideas. and expectations. In other words, it is that part of 

the general culture which concerns the legal system" 

16Lawrence M.Friedman, Americon Law, hJm. 5, Sebagaimana diambil dalam lnosentius Samsul, 
Perlindungan Konsumen KemrJ.ngkinan Penerapan Tauggung Jawab Mutlak, Cetl, (Jakarta, 
Universitas Indonesia, 2004), hlm.22. 
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Friedman menyatakan: "The system is constantly changing,· but parts of il change 

at different .speed.s, and not every part changes as fast as certain parts." Friedman 

berbicara mengenai perubahan elemen-elemen slstem hukum ketika menjelaskan 

tentang elemen struktur~ yang menurut Friedman. sesuai dengan pendapatnya 

yang mengatakan hahwa perubahan dari elemen-elemen tersebut dalam kecepatan 

yang berbeda-beda, perubahan struklur lebih lambat dibandingkan dengan 

perubahan substansi sistem hukwn. Artinya sangat relevan kalau penelitian ini 

mengangkat pernbahan substansi hukum mengalami perubahan yang relatif lebih 

cepat dibandingkan kedua elemen lainnya. 17 

Di banyak negara berkernbang penegakan hukum dianggap sangat lemah. 

Faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tidak hanya semata-mata 

pada dominannya korupsi dan kolusi rnelainkan juga pernahaman aparat hukum 

terhadap suatu produk peraturan perundang-undangan. Kekurangtahuan aparat 

penegak hukum dalam peraturan perundang-undangan di bidang teknologi 

infonnasi in casu webvertising akan berakibat pada tidak diberinya keadilan oleh 

mereka. D~ samping itu budaya hukurn masyarakat turut menentukan penegakan 

hukum suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan 

yang mengatur nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat akan sulit ditegakkan dibandingkan dengan peraturan perundang­

undangan yang memuat nilai-nilal yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di 

suatu rnasya.rakat. 

Teknologi Informasi dan periklanan in casu webvertising belum dikenal 

secara luas oleh masyarakat Indonesia yaitu konsumen dan para pelaku 

periklanan, sehingga ketidaktabuan mereka dapat berakibat pada lemahnya 

penegakan hukum peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum. Di 

sini peran dari pihak yang menginisiati!kan peraturan perundang-undangan DPR 

atau Pemerintah di bidang teknologi infonnasi dan periklanan in casu. 

webvertising sangat penting, Mereka harus dapat mengukur tingkat perkembangan 

masyarakat pada kegiatan webvertising. HaJ ini penting agar terhindar suatu 

peraturan perundang-undangan yang sangat bagus namun karena tidak rnengikuti 

nlbid, hlm. 25. 

UnWersltas lndonesJa 

' ' ' 
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perkembangan masyarakat dapat menjadi hukum yang mati atau rnenjadi simbol 

bel aka 

Teori ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith yang menyebutkan 

produsen selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan 

konsumen, Menurut teori Adam Smith kedudukan dan peran konsumen di pasar 

sangatiah dominan. Konsumenlah yang mengatur pasar dan hubungan antara 

konsumen dan produsen, Teori ini berpengaruh terhadap pembentukan toori 

hukum perlindWlgan konsumen yang kemudian melahlrkan dua teori bcsar, yaitu 

perlindungan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah (unregulated 

market place) yang dijiwai o1eh prinsip laissez-faire yang menjoojung tinggi 

kebebasan herusaha dan lcakuatan pasar atas peraturan perundang-undangan 

sebagai ala! untuk mengawasi kegiatan ekonomi dan perlindungan konsumen 

dengan intervensi pernerintah terl:tadap pasar (government regulated market 

place). Dickey dan Ward, mengunglcapkan kondisi pasar yang membutuhkan 

adanya peraturan sebagai berikut~ 

"Competition acts as a purifying agent within a free enterprice market: it 
provides an impersonal force which purges such markets of inefficient 
business and with thwm all form anti consumer practices, particularly the 
manipulation of the price and quality of goods for the sole benefits of the 
inviJlved. Accordingly, all other things being equal, the best consumer 
legislation is that which creates the most favourable condition w1der 
which effective competition can thrive .. >I a 

Dalam UUPK pada Konsideran menimbang huruf c menyebutkan 

bahwa:" ... dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses 

globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat 

serta kepastian atas mutu, jwnlaht dan keamanan barang dan/atau ja.sa yang 

diperolelmya di pasar." Selain itu dalam Pasal 4 butir c UUPK konsumen berhak 

mendapatkan infonnasi yang benar, jelas. dan jujur serta bertanggungjawab. 

Dimana hal tersebut berpengaruh terhadap penentuan pilihan atas produk yang 

diinginkan konsumen tersebut Dalam webvertising, posisi konsumen dapat 

13Dickey and Ward. "Consumer Legislation in Sosio-Econmnic PerspecUve:Observationfrom rhe 
Enactment of One State,"13 UWALR(1978). blm.. 378 dan him. 381 dalam A.A Tarr, Consumer 
Protection. him. 405. Sebagaimana diambil daJam Inosentius Sa:msul, Lee. Cit. 
1albid., hlm. 25. 
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dikatakan 1emah maka ia harus dilindungi o!eh hukum. Salah satu sifat sekaligus 

tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada 

masyarakat.19 

Munculnya pameo "het recht hinkt achter de feiten ann" yang artinya 

bahwa hukum ketinggalan dengan peristiwa yang diatumya, Memang demikian 

sifat apabiJa hukum dikaltkan dengan teknologi, karena tidak mungkin manusia 

dapat memprediksi teknologi apa yang akan diketemukan di masa depan 

kemudian mengaturnya dalam suatu produk hukum. Namun. hal yang penting 

untuk diperhatikan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pada 

akhimya hukum terbentuk setelah muncul teknologi baru. 

Cepat lambatnya pembentukan huknm akan berpengaruh pada kestabilan 

masyataka·:, kedamaian, dan ketertiban yang hendak dituju oleh hukum dengan 

adanya perkembangan teknologi baro. Pernbentukan hukum yang lambat akan 

berdarnpak pada banyakuya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan karena 

tidak adanya huknm yang mengatur. 20 Pembaharuan bidang hukum perlu 

dilak:sa.nakan guna menentukan strategi pembangunan ekonorni yang tepat arab 

dan tepat sasaran. 

Pembaharuan tersebut berfungsi untuk mendorong pembangunan ekonomi 

dan juga menghindarkan akibat negatif yang timbu1 dari industrialisasL Salah satu 

wujudnya adalah dengan mengembangkan fungsi hukum kedalam kegiatan 

pembangunan ekonomi. Peranan hukum disini sangat penting dalam menghadapi 

berbagai permasalahan di era perdagangan dan persaingan behas. Hukum dituntut 

memainkan perannya dalam menghadapi pasar bebas. Dalam hal ini fungsi hukum 

tidak 1agi hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi hukum dapat berfungsi sebagai 

alat pembaharuan masyarakat. 21 

Teori hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahw~ nLaw is a tool 

of social engineen·ng." Keistimewaan gagasan Pound tentang fungsi hukum 

sebagi alat perubahan sasial terlihat dari pandangannya mengenai masyarakat 

yang terus-menerus berkembang dan maju melalui peranan hukurn. Jadi hukum 

1 ~Sidharta. Hukum PerliJJdungan J(oruumen lndf>nesia. (Jakarta:PT.Grasindo,2000), hlm 9 
1'1lik:mahanto Juwana, Aspek Penting Pembentukan Hukum Teknologi Infonnasi Di Indonesia, 
Junal Hukum Bisnis, Vol J&, November, 2001, hlm.SO. 
21Mochtar Kusum.aatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembanguna11 Nasional, 
(Bandung:Bilacipta, 197 6), him, 11. 
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tidak saja memelihata peradaban yang sudaJ1 ada {hukum sebagai social control) 

tetapi hukum juga menciptakan peradaban (hukum sebagal alat social 

engineering). Untuk itu para ahli hukum dituntut untuk menciptakan hukum, 

bukan saja untuk mengatur dan menyusun atau mensistemasikan bahan~bahan 

hukum yang telah ada ka.rena pada zaman yang modem ini teljadi perkembangan 

teknologi yang pesat dan pola perubahan perilaku dalam masyarakaL Maku 

hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia dan secara terus-rnenerus 

berfungsi sebagai social engineering. 22 

Anggapan yang lerkandung dalam kolll!epsi hukum sebagai dasar 

pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturao hukum 

memang dapat berfimgsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembmgunan dalam 

arti penyalur arah kegiatan manusia ke arab yang dikehendaki oleh pembangunan 

at au pembaharuan. 23 Di Indonesia dimana undang-undang mernpakan cara 

pengaturan yang utama pembabaruan masyarakat dengan jalan hukum berarti 

pembaharuan hukum terutama melalui peraturan perundangMundangan?4 Dengan 

dernikian dengan ketersediaan hukum yang mengatur mengenai periklamm in casu 

webvertising dapat membawa angin segar bagi perkembangan hukum di Indonesia 

atas terciptanya kepastian hukum. 

1.4.2 Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan kesatuan pemaharnan terhadap obyek penelitian ini. 

dipersepsi secara herbeda~ sehingga. dapat rnenimbulkan kesalahpahaman. Dimana 

hal ini dilakukan untuk memperoleh kesamaan pemahaman terhadap beberapa 

pengertian konsepsional dalam istilah-istilah sebagai berikut: 

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data e]ek:tronlk, 

termasuk Mapi tidak terbatas pada lutisan, suara, garnbar, peta, rancangan, foto, 

electronic data interchange (EDI)1 surat elektronik (electronic mail). telegram, 

teleks# telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol. atau 

1~lltias Hetharia, Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound, (Jakarta:Progm.m PaS<:a Satjana UI, 
1996), him. I 59. 
nMochtar Kusumaatmadja, Hulrum, Masyarakat dun Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: 
Dinacipta, 1976), hlm.l4. 
24Jbid. 
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perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami olch orang 

yang mampu memahaminyn.25 

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan Komputer. danlatau media elektronik lainnya,26 

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan~ 

menyiapkan, mcnyimpan, memproses, mengumumkan, menganatisls, danlatau 

menyebarkan infonnasi.21 

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik 

yang berfungsi mempersiapkan~ mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 

menyimpan, menampllk:an~ mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan 

Infonnasi Elektronik. 28 

Penye/enggaraan Sistem Elektronik ada!ah pemanfaatan Sistem Elektronik 

oteh penyelenggara negara. orang. badan usaha. dan atau masyarakat;29 

Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang rlibuat 

untuk melakukan suatu tinda.kan terhadap suatu informasi elektronik tertentu 

secara otomati y3tlg diselenggarakan o1eh orang. 30 

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik~ magnetik, opti~ 

atau sistern yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika) dan penyimpanan?1 

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang 

berdiri sendiri atau dalamjaringan.32 

Kontrak Elektro11ik ada[ah petjanjian para plhak yang dibuat melalui 

Sistem Elektronik. 33 

Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan lnformasi Elektronik 

danlatau Dokumen Elektronik.34 

Penerima adalah subjek hukum yang menenma Informasi Elektronik 

danlalau Dokumen Elektronik dari Pengirim.35 

uUndang·umiang No.ll Tahun 200& len tang Ioformasi dan Tran.saksi Elektronik Pasa.l l buiir (I) 
16/bid., Pasall butir (2) 
21/bid., Pasal1 butir (3) 
nfbid., Pasa.ll butir (5) 
29Jbid., Pasal 1 butiJ (6) 
10/bid., Pasa! J bntir (S) 
11/bid., Pasall butir (14) 
12lbid., Pasall bulir ( 15) 
33/bid., Pasall butir ( 17) 
34/bid., Pasall butir (18) 
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lklan, termasuk da!am pengertian ik!an ialah:ikJan korporal, iklan layanan 

masyarak:at. iklan promo program; tidak termasuk dalam pengertian iklan ialah 

pemerekan(branding), ajang(event), dan pawikraya(merchandising).16 

Konsumen adalah pengguna dari sesuatu produk yang digunakan.37 

Media dapat berbenluk surat kabar, majalah, televisi, radio~ papan iklan, 

poster, pos langsung~ petunjuk penjualan, selebaran, pengantar penawaran, 

halaman kuning. alat peraga, novelti, internet, dan sebagainya. 38 

Pelak.u adalah pengiklan~ pernsahaan periklanan, atau media periklanan.39 

Periklanan adalah mencakup penjualan atau pemasaran langsung (direct 

sellinglmad!eting).publisitas,promosi penjualan, adventoriallinfotorial/inspitoriai) 

dsb., huwara (adlib}t sisipan media (media insert), text beJja1an (running text)) 

logolmerek beranimasi, serta semua bentuk bam komunikasi pemasaran, terrnasuk 

yang menggunakan teknologi informasi. 40 

Portal adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan fasilitas akses dari 

satu titik terhadap sumber-sumber infonnasi online terdisttibusi> seperti dokumen 

yg didapat melalui pencarian, kanal berita dan link ke situs khmms. Untuk 

mempermudah user~ blasanya disediakan kemampuan pencarian dan 

pengorganisasian infunnasi.41 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normati( metode penelitian yang 

mengacu kepada nonna-norma hukum yang terdapat di dalarn peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dalrun hal ini adalah Undang-undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No.ll Tahun 

2008 tentang lnfonnasi dan Transaksi E1ektronik serta sumber hukum lainnya 

yang berkaitan dengan pennasalahan yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif, 

yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang 

1~/bid., Pasall butir (19) 
J

6Etika Prawarn Indonesia, ibid,, hlm54 
'

1Ibid.,hlm.55. 
,l8Jbid. 
19 lbid.,hlm-51. 
40Jbid.,hlm.5&. 
41b.ttJt;Umuchlas.ee.uad.ac.idJ?downloact:nort?.lmuhammadinh.p!!!- diakses tanggal 10 Juni 2009. 
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objek sudah ada kernudian dipakai untuk rnernberikan gambaran tentang objek 

penelitian secara lebih lengkap, Sedangkan dipandang dari sudut bentuknya. 

penelitian ini tennasuk penelitian preskriptif 

Metodologi dalarn penyusunan tesis ini adalah dengan menggunakan 

penelitian hukum nonnatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau library research. Adapun tipe penelitian yang 

di1akukan dari sudut bontuknya merupakan ponolitian preskriptif yang ditujukan 

untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk 

mengatasi masa1ah-masa1ah tertentu.42 Berdasarkan sudut penerapannya, 

penelitian ini termasuk penelitian yang berfokuskan masalah. Dengan demikian 

obyek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah noiTJ1a hukum, yaitu mengk:aji 

peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan webvertising di Indonesia. 

Per'e1iti menggunakan pendekatan yuridis yaitu pene!itian Undang-undang 

No, II Tabun 2008 tentang Infurmasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang 

No 8 Talmn 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Etika Pariwara Indonesia dan 

peraturan perundang-undang lainnya. Dalam pene!itian ini pendekatan yuridis 

dipakai sebagai pendekatan pokok atau utama. 

15.2 Data yang digunakan 

Sebagai penelitian normatif. penelitian lni menitikberatkan pada studi kepustakaan 

yang berdasarkan pada data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini meliputi'0 : 

a. Baban Hukum Primer yaitn bahan-baban yarlg memiliki kekuatan 

mengikat kepada masyarakat dalam hal ini adalah peraturan perundang­

undangan yang berlaku dan berkaitan dengan webvertising di Indonesia 

yaitu undang-undang No.I I Tabun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Undang-Wldang No 8 Tabun 1999, beserta peraturan 

perundangan lainnya peraturan pelaksanaannya. 

b. Baban Hukum Sekunder yaitu baban-baban yang menjelaskan bahan 

hukum primer seperti buku-buku, naskah akademik rancangan undang­

undang, basil penelitian, surat kabar> majalah, makalah, internet, dan data-

42Soerjono Soekanto, Penga11tar Penelitia11 Hukum, (Jakarta:UI-Press,2006), hlm.lO • 
.oSri Mamudji dan Hang Rabatdjo, Tefmik Menyusun Karya Tulis Jlmi!lh, Jakarla: Fakullas Hukum 
Universitas Indonesia, 200!, bhn.3. 
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data lainnya yang masih berkaitan dengan webvertfsing dalam e­

commerce. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan badan huk.um sekundeL 

Bahan ini didapat dllri kamus hukum dan ensiklopedia. 

1.5.3 Cma Pengumpulan Data 

Dalmn mengumpulkan data yang digunakan untuk menyusun penelitian 

ini~ penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca tulisan~tulisan yang 

berhubungan dengan topik yang dibahas yaltu webvertising dalam e-commerce 

yang terdapat dul&n peraturan perundang-undangan, buku, sural kahar, majalah, 

makalah seminar, karnus dan ensiklopedi. Data-data yang diperoleh kemudian 

diolah melalui analitis dan konstmksi data dengan maksud memberikan gmnbaran 

yang komperensif mengenai tema penelitian ini. 

1.5.4 Melode Analisis Data 

Analisis yang digunakan penelitian ini adalah secara kualitatif. Hal ini digunakan 

untuk memperoleh deskripsi rnengenai objek yang diteliti. Dengan mendapatkan 

jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dalarn penelitian. 

1.6 Sistematika PenuUsan 

Untuk kejelasan penulisan yang logis dan teratur. Peneliti :menguraikan 

materi penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan akan mengumikan Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah. Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Landasan Teori dan Definisi Operasional} Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II: 

BABill: 

Dalam Bab ini akan dibahas dan dianatisa mengenru 

tinjauan Ultlllffi dalam e-commerce dan webverlising serta 

pengaturan hukumnya. 

Dalam Bab ini akan dibahas dan di.analisa mengenai 

tanggung jawah portal terhadap iklau yang dipasang di 

websitenya ditinjau dari tanggung jawabnya terhadap 

Universitas Indonesia 
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BAB rv: 

BABV: 

!7 

sistem infonnasi yang tidak beroperasi sebagaimana 

mestinya. iklan yang menyesatkan, dan produk yang cacat. 

Dalam Bab ini akan dibahas dan dianalisa mengenai 

keterkaitan Pasal 15 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan 

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen mengenai portal sebagai agen elektronik dalam 

kontekll "andal, aman, serta bertanggungjawab". 

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran, yang merupakan Bab 

Penutup. Penutup akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian 

yang telah dituangkan dalam bab-bab sebelwnnya dan 

mengajukan saran sebagai implikasi teoritis maupun praktis 

penelitian ini 
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BAB2 
WEBVERTISING DALAM E-COMMERCE 

2.1 E-Commer<.·e Dalam Dunia Bisnis 

Paradigrna bisnis barn yaitu e-business atau yang lebih dikenal dengan 

istilah e-commerce akan terns berkernbang dan berdampak besar bagi praktik 

dunia bisnis. E~oommerce rnerupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan 

yang paling banyak dipengarutii oleh perkembangan teknologi infonnasi. 

lmplementasi e-commerce menuntut pergeseran paradigma secara fundamental,. 

dari yang semuJa traditional market place yang menekankan interaksi secara fisik 

antara penjual dan pembeli, lalu lintas infonnasi, produk barang danljasa, dan 

pembayaran bersifat fisik (location based} dan atom based product menjadi 

market place yang mengandalkan transaksi elektronik yaitu transaksi bisnis yang 

bersifat paperless dan pertukaran informasi melalui Electronic Data Interchange 

(ED I), E~mail, electronic bulletin boards, electronic fund transfer, dan teknologi 

laiMya yang juga berbasisjaringan. 

Dalam dunia virtual market place, aliran informasi produk. proses 

komunikasi antara produsen dan konsumen, distribusi barang/jasa dan tra.nsaksi 

berlangaung dalarn dunia maya/virtual Dalam dunia virtual, batas"batas geografis 

sudah tidak lagi relevan (borderless}. market place justru lebih berupa bit-based 

products ( seperti kode"kode instruksi atau bahasa komputer, perangkat lunak 

semacam netscape atau internet explorer) yang rlidistribusikan secara elektronik 

da1am ruang maya, Setiap orang yang memiliki akses ke internet dapat mengambll 

bagian dalam model bisnis mutakhir ini, misalnya dengan melakukan browsing di 

internet untuk mencari infonnasi mengenai produk, produsen, dan harga. 

mendownload perangkat lunak atau data tertentu, mengirim e-mail kepada 

produsen. melakukan chatting dengan konsurnen lain, melak:ukan transaksi 

pembayaran dengan aneka fasilitas mutakhir (seperti kartu k:redit, smart card, 

internet interface maupun automatic ordering), dan sebagainya. 

Sel.lin disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi yang 

meliputi singkatnya usia siklus hidup produk dan teknoJogi, inovasi yang muncul 

hampir setiap waktu, information overload, dan berkurangnya rasio biaya 

teknologi terhadap kinerja, e-comrnerce lahir dari tuntutan masyarakat terhadap 

18 Universitas Indonesia Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FH UI, 2009
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pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis. Mela1ui internet, masyarakat 

memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memHih produk (barang dan jasa) 

yang akan dipergunakan tentunya berbagai kua1itas dan kuantitas sesuai dengan 

yang diinginkan-' 

Faktor~faktor yang mendorong perkembangan yang pcsat dari e-ccmmerce 

itu sendiri, antara laln:2(1) e-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau 

lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh 

infonnasi secara terus-menerus hal tersebut berkaitan dengan sifat internet yang 

borderless sehingga dapat dilakakan dimanapun dan kapanpun, (2) •·commerce 

dapat rnendorong kreatifitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan 

pendistribusian infonnasi yang disarnpaikan berlangsung secarn periodik, (3) e­

commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif, (4) e.­

commerce dapat meningkatkan kepuasan pehmggan dengan pe1ayanan yang cepat, 

mudah. aman, dan akurat 

E-commerce merupakan bidang yang multidisipliner (multidisplinary 

field) yang mencaknp bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, 

pengarnanan, penyimpanan, dan pengambilan data (retrieval) dari multimedia; 

bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (marketing), pembelian dan penjualan 

(procurement and purchasing), penagihan dan pemhayaran (billing and payment), 

dan manajemen jaringan distribusi (supply chain management}; dan aspek-aspek 

hukum seperti information privacy, hak milik intelektual (intellectual property)~ 

perpajakan (taxation), pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.3 

E~Commerce adalah konsep yang menjelaskan proses pembelian dan 

penjualan dari suatu produk barang, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer 

yang me!ingknpi internet. Undang-undang No. II Tahun 2008 Pasal I Butir (2) 

mendefinisikan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hokum yang dilakukan 

1Es!.her Dwi Magfirah, PerUndungan Konsumen Dalam £-Commerce, sebaga!mana diambil dalam 
http://www.soll,lSjhukum,cQmiartikelLart:ike131 ,pbA, diakses langgal 12 April 2008 
2 Riyckc Usladiyanto, Framework £-Commerce, (Yogyakarta: Andi, 2001},hlm.l38. 
:~ Sutan Remy Sjahdeini, "E~Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum", Junwl Hukum BiJmis, 
Vo1.12, 2001, hltal7. 
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dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik 

lainnya. Black's Law Dictionary definisi e-commerce sebagai berikut4
: 

The practice of buying and selling good's and services through online 
customer services or the internet. The e, a shortened form of electronic, 
has become a popular prefrf for other terms associated with electronic 
transaction. 

Terjemahan bebasnya adalah: 
Praktek jual beli barang dan jasa melalui pelayanan konsumen secara 
onEne di internet. E yang merupakan singkatan dari elektronik, telah 
menjadi awalan yang populer untuk istilah lain yang berhubungan dengan 
transaksi elektronik. 

Sampai saat ini para pengamat belum menemukan kesepakatan untuk 

merumuskan definisi e-commerce. Namun dapat dipahami bahwa meskipun 

demikian, istilah e-commerce sebenamya dapat di definisikan berdasar 5 (lima) 

perspektit yaitu (1) On-line purchasiiig perspective yaitu sistem yang 

memungkinkan pembelian dan penjualan produk dan informasi melalui internet 

dan jasa online lainnya. Terfokus pada transaksi online, (2) Digital 

communications perspective yaitu sistem yang memungkinkan pengiriman 

informasi digital produk, jasa dan pembayaran online. Terfokus pada komunikasi 

secara elektronis, {3) Service perspective yaitu sistem yang memungkinkan upaya 

menekan biaya,menyempumakan kualitas produk dan informasi instan terkini, 

dan meningkatkan kecepatan penyampaian jasa. Terfokus pada efisiensi dan 

layanan pelanggan, (4) Business process perspective yaitu sistem yang 

memungkinkan otomatisasi transaksi bisnis dan aliran kerja. Terfokus pada 

otomatisasi proses bisnis, dan (5) Market ofone perspective yaitu sistem yang 

memungkinkan proses customization produk dan jasa untuk diadaptasikan. 

Terfokus pada proses custornization pada kebutuhan dan keinginan setiap 

pelanggan secara efisien. 

E-commerce adalah suatu jenis transaksi perdagangan yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 6 terjadinya transaksi antara kedua belah pihak, 

4 Bryan A. Garner et.al.(eds). Black's Law Dictionary. Seventh Edition, (West Group, St. Paul 
Minn, 1999),h.530 
5 PerspektifDefinisi £-Commerce, http:l/www.scribd.com/doc/2083958/ecommerce, diakses 
tanggal15 Juli 2009. 
6Richnrdus Eko lndrajit, E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Cet.l, 
(Jakarta:PT.Eiex Media Komputindo,2001),hlm.2. 
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adanya pertukanm barang dan jasa dan menggunakan internet sebagai medium 

utama dalam proses dan mekanisme perdagangan. Terdapat 6 (enam) komponen 

da1am kontrak dagang elektronik yaitu: 

1. ada kontrak dagang; 

2. kontrak dilaksanakan dengan media elek:tronik (digital); 

3. kehadiran fisik dari para pihak tidak diper1ukan; 

4. kontrak itu terjadi dalamjaringan puhlik; 

5. sistemnya terbuka yaitu dengan internet atau www; 

6. kontrdk itu terlepas dari batas, yurisdiksi nasional.7 

2.1.1 Karakteristik £-Commerce 

• Transaksi Business to Business (B to B) 

Transaksi business to business atau yang sering disebut dengan B to B 

adalah transaksi antar perusahaan (baik pemheli maupun penjual adalah 

perusahaan). Biasanya diantara mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan 

sudah tC!jalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran lnformasi hanya 

berlangsung di antara mereka, dan pertukaran infonnasi itu didasarkan pada 

kebutuhan dan kepercayaan. 

Merupalam sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. B to B 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

L Trading pamers yang sudah saJing mengetahui dan antara mereka sudah 

tetj alin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi 

hanya berlangsung di antara mereka dan karena sudah sangat mengenal, 

maka pertukaran informasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan 

kepercayaan (trust); 

2. Pertukaran data (data interchange) dilakukan secara berulang-ulang dan 

berskala dengan format data yang telah disepakati. Jadi, service yang 

digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar 

yang sarna; 

3. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk 

mengirim data; 

7Mariam Darus, Kootrak Dagang Eleklronik Tiu)alllln dari Aspck Hukum Perdata. dalam 
Kompilasi Hukum Perikatan, op.cil, hlm.2&6. 
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4. Model yang umum digunakan adalah peer to peer4
• dimana processing 

intelligence dapat dldistribusikan di kedua pelaku bisnis. 

Para pihak yang mengadakan kontrok tentu saja adalah para plhak yang 

bergcrak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dJdalam 

suatu kontrak untuk rnelakukan suatu kegiatan untuk melakukan suatu usaha 

dengan pihak pebisnis lainnya. 

Pihak-piliak yang mengadakan kontrak dalam hal ini adalah Internet 

Service Provider (ISP) dengan websife/kcybase (ruang elektronik). Bahwa ISP itu 

sendiri merupakan pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Internet 

adalah suatu jalan bagi komputer~komputer untuk mengadakan komunikasi. 

Internet itu bukan tempat, tetapi adalah suatu jalan untuk dilalui. 9 

Website!keybase mengadakan perjanjian dengan ISP dalam rangka 

mengembangkan konsepnya. Website/keybase membantu ISP tersebut untuk 

mengembangkan konsep site-nya agar akses terhadap pemakainya misatnya akses 

terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk pemeliharaan (maintenance) dari 

perangkat lunak, menayangkan site tersebut serta infrasUuktur teknis. Untuk 

website/keybase adalah penting bahwa ia harus melakukan site yang dibedakan 

dengan site lainnya, Disamping itu site-nya tersebut hams online selama 24 ( dua 

puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari per minggu agar dapat 

dikunjungi para cal on konsumer/pemakai (Customer). 

Dlsamping itu ditentuk:an prosedur untuk mengaktifkan online situs 

tersebut ISP pada tanggal tertentu barns mengudara bersama situsnya untuk: 

memenuhl janji..janji terhadap para investor. Disamping aktivitas tersebut, ISP 

mengembaOgkan intelligent agent. Agen ini membantu ISP untuk mempenn.udah 

tugas-tugasnya. Lazimnya kontrak antara ISP dengan keybase dituangkan didalam 

take it or leave it contract. fQ. 

&Peer artinya rekan sckcrja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dati 
bcberapa komputer (biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1-2 printer). Dalam s.istem 
jaringan inl yang diu!amakan adalah peoggunaan program, data dan printer secara bersarna­
sama.Lihat; Topologi Peer~to-peer Network, sebagaimana diambil dalam E:/category 26 _l.htm 
~ariam Darus Badrulzaman,. "E-commerce Tinjauan dar.i Hukum Kontrak Indonesia", Jurnal 
Hukum Bisnis, VoLl2, 2001, him 30. 
H1Take it or leave it C(mfroct adalah nama lain dari peljanjian baku (standard contract), Dimana 
pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (f(l.fre it) atau menolak perjanjian yang 
diajukan kepadanya (leave it}, Di dalam prak:rek, pe!janjian baku tumbuh sebagai perjanjian 
tertulis, da:lam bentuk formulir. Lihat Sukanni, Cyberlaw: Kcntrak Elekrronik Dalam Bayang· 
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• Transaksi Business to Consumer (B to C) 

Merupakan transaksi juat-beli melalui internet antara penjual barang dan 

konsumen (end user). B to C datam e-commerce lebih banyak d!temui 

dibandingkan dengan B to B. Dalam transaksi e-commerce jenis B to C, hamplr 

semua orang dapat melakukan transaksi baik dengan nilai transaksi kecil maupun 

besar dan tidak: dibutuhkan persyaratan yang rumit. Konsumen dapat memasuki 

internet dan meiakukan pencarian (search) terhadap apa saja yang dibeli, 

menemukan website, dan melakukan transaksi. 

Dalam transaksi ini~ konsumen memi1iki bargaining position yang lebih 

baik dibanding dengan perdagangan konvensional karena konsumen mempe;roleb 

informasi yang heragam dan mendetail. Kondisi tersebut memberi banyak 

manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan 

dapat terpenuhl. Selain ini juga terbuka kesempatan untuk memilih aneka jenis 

dan kua!itas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan finansiai 

konsumen da1am waktu yang relatif efisien 11
• 

Karakteristik transaksi e-commerce B to C adalah terbuka untuk umum, 

dimana infomasi disebarkan secara umum pula, service yang di1akukan juga 

bersifat umum (generic) sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh banyak 

orang, Contohnya, karena sistem web sudah umum dikalangan masyarakat:, maka 

yang digunakan adalah basis web, service yang diberikan berda.sarkan pennintaan 

dimana konsurnen berinisiatif sedangkan produsen hams siap memberikan respon 

terhadap inisiatif konsumen, dan sering dilakukan pendekatan client~server, yang 

mana konsumen di pihak klien menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) 

dan pihak penyedia banmg atau jasa {business procedure) berada pada pihak 

server. 12 

Contoh dari Transaksi B to C adatah amazon.com sebuah situs internet 

yang terkenal. Pada jenis ini~ transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen 

yang berinisiatif melakuk:an transaksi. Produsen hams siap menerima respon dari 

bayang Pefaku Usaha, {Baodung: Puslaka Sutra, 2008), hlm.A6, sebagaimnna iliamb1l da!am 
Mariam Darus Badrulzaman, ibid. 
11 /bid. 
12Budi Rahardjo, "Jenis E-Commerce", Internet Newsletter, Febnmri 2005, him. L 
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konsumen tersebut Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web1
J karena 

sistem ini sudah umum dipakai di kalangan masyarakat. 

Jenis e~commerce yang telah diuraikan diatas adalah jenis e-commerce 

yang paling umum dan popular. Namun selain itu terdapat beberapa jenis lainnya, 

yaitu Customer to Cu.Ytomer a.daiah transaksi dimana individu sailng menjual 

barang pada satu sama lain. Contohnya adalah e-bay, Customer to Business adalah 

transaksi yang memunglcinkan individu menjual barang kepada perusahaan. 

Contohnya adalah priceline.com, dan Customer to Government adalah transaksi di 

mana indfvidu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti 

mernbayar pajak. 14 

2.1.2 Transaksi E-Commerce 

Transaksi elektrorrik antara e-merchant (pihak yang menawarkan barang 

atau jasa melalui internet) dengan e-customer, (pihak. yang membeli barang atau 

jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya 

berlangsung secara: paperless transaction, sedangkan dokumen yang digunakan 

daiam transaksi ters:ebut bukanlah paper document. melalnkan dokumen 

elektronik (digital document). Titik awal penawaran dan penerimaan (transaksi) 

dalam e-commerce adalah infonnasi atau iklan yang ditempatkan (posting) atau 

dikirimkan melalui e-mail dan dibaca atau diterima oleh penanya. 

• Penawaran(Offer) 

Penawa.ran merupakan suatu "invitation to enter into a binding 

agreement."1s Suatu offer harus dibedak:nn dengan invitation to treat, offer adalah 

suatu keadaan dimana apabifa sudah mendapat persetujuan dari offeree maka ia 

m.empunyai kekuatan hukum yang mengikat Sedangkan invitation to treat adalah 

undangan/ajakan bagi pihak yang lain unluk melakukan penawaran. Suatu 

t~Web adalal:. nama lain untuk website yaitu sebuah ternpat di internet, siapa saja orang rli dunia 
bisa mengunjunginya. Internet bagaikan sebuab pusat perdagangan tcdx:sar di dunia dan websiJe 
adalah salah satu toko di pusat perdapngall terseblli, sebagaimana diambil rlalam 
b!1t~_://WW"W.ampemwel?J::omfu;m itu website.php, diakses 15 Juli 2009. 
14Edmon Mak:arh~ cp.cit., h1m. 260. 
15MariarnDarus Barlrulzaman. Op.Cit, blm.33 
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penawaran menjadi efektif pada saat offer ltu sampai pada offeree, Jslilah sarnpai 

ini kita akan mengacu pada article 15 Uncitral model law one-commerce 1996, 16 

Tawaran merupakan sebuah tawaran jika pihak lain memandangnya 

sebagai suatu tawaran. Suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu 

sendiri sebagai ajnkan untuk masuk ke dalam suatu ikatan petjanjian dapat 

dianggap sebagai tawaran, Dalam transaksi e-commerce, khususnya jenis B to C, 

yang melakukan penawaran adalah merchant atau produsen/penjual. Para 

merchantlpenjual tersebut memanfaatkan website untuk menjajakan produk dan 

jasa pelaya:nan. Para penjual menyediakan storefront yang berisikan katalog 

produk dan pelayanan yang diberikan dan para pembeli seperti berjalan·jalan di 

depan toko-toko dan me!ihat barang-barang di dalam etalase. 

Keuntungannya jika melakukan belanja di toko online adalab kita dapat 

melihat dan berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh jam buka 

toko dan juga tidak akan risih dengan pandangan penjaga toko yang mengawasi 

kegiatan kita. Dalam website tersebut biasanya ditampilkan barang-barang yang 

ditawarkan, harganya, nilai ratingnya atau poll otomatis tentang barang tersebut 

yang diisi oleh pembeii sebelunmya, spesifikasi tentang barang tersebut, dan 

menu produk yang berhubungan. Penawaran ini terbuka bagi semua orang. Semua 

orang yang tertarik dapat melakukan window shopping di toko-toko online ini 

Dan Jika ada barang yang menarik perhatian dapatlab transaksi dilakukan. 

• Penerimaan (Acceptance) 

Penawa:ran dan penerimaan sating teikait untuk menghasilkan suatu 

kesepak:atan, Dalam menentukan suatu penawaran dan penerirnaan datam 

cybersystem ini digantungkan pada keadaan dari cybersystem tersebut. 

Penerimaan dapat dinyatakan melalui website~ e-mail, atau juga melalui EDI. 

Penjual biasanya bebas untuk menentukan suatu cara penerimaan. Misalnya 

penjual menentukan bahwa dalam hal penjualan melalui website atas barnng 

dagangannya, penawaran dapat ditujukan pada halaman dari e~mail address calon 

pembelinya. 

1 ~erang.ka Hukum Digital Signatures Dalam Electronic Commerce, 
http://onnQ. vlsm.orglyQ ~ tOnno WPurbo/contribfaplikasilh.J;!kumlkerangka-hukum·digita~::!iignature· 
dalam-e:commen;:e~J999.doc.J!iakses langgall21uni 2009. 
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Jadi dalam hal ini penerimaan melalui e-mail cukup karena penawaran ini 

dlkirimkan pada e-mail tertentu sehingga sudah jelas hanya pemegang e-mail 

itulah yang dituju. Akan tetapi~ jika penawaran dilakukan me!alui website atau 

news group, dapat dianggap penawaran tersebut ditujukan untuk khalayak ramai. 

Dengan demikian, setia.p orang yang berminat dapat membuat kesepakatan 

dengan penjual yang menawarkan. 

Dalam transaksi e-commerce melalui website, biasanya pengunjung/calon 

pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual. Jika memang 

eaton pembeli tertarik, shopping cart akan menyimpan terlebih dahulu barang 

yang eaton pembeli inginkan sampai caJon pembeli yakin akan pilihannya. Setelah 

yakin dengan pilihannya, calon pembeH akan memasuki tahap pernbayaran. 

Dalam e-commerce terdapat banyak metode pembayaran yaitu melalui 

ATM. kartu kredit online, dan check online. Dengan menyelesaikan tabapan 

transaksi ini pengunjung toko online telah melakukan penerimaan!acceptance 

sehingga t~ah terciptalah kontrak online. Apabila proses pembayaran tersebut 

telab diotorisasi, maka proses selanjutnya adalab pengiriman barang. Cara 

pengiriman barang tersebut disesuaikan dengan macam produk yang 

diperdagangkan. Untuk produk yang berupa barang-barang bOIWujud, maka 

pengirimannya dilakukan melaJui pengiriman biasa, sedangkan untuk barang­

bar.rng tak berwujud seperti jasa. software atau produk digital lainnya maka 

pengirimannya meJalui proses download. 

Suatu Perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepak:atan1 maka perjanjian 

itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (offerte). Artinya dengan 

diterimanya suatu penawaran maka dapat disimpulkan babwa kedua belab pihak 

telah mengetahui tentang adanya penawaran tersebut, dan pihak penerima 

penawaran melakukan penerimaan terhadap penawar tersebut sehingga lahirlah 

petjanjian, Dengan tidak bertemunya antara orang yang memberikan penawaran 

dan orang yang menerima penawaran dalam suatu transaksi elektronik, rnaka 

penawanm baru dianggap disepakati jika diterimanya jawaban atas penawaran 

(acknowledgement) oleh pemberi penawaran. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 

8 Undang-undang !nfonnasi dan Transaksi Elektronik. 
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Dalam proses terjadinya transaksi e~commerce, menurut Julian Ding 

sebagaimana dikutip oleb Mariam Darus Badrulzarnan menentukan bahwa; "A 

contract is a struck when two or more persons agree to a certain course of 

conduct ... Maksudnya, kontrak adalah sebagai perternuan dalam dua atau lebih 

pihak setuju melakukan tindakan tertentu, sehingga pada saat itulah kesepakatan 

tercapai. 

2.1.3 Pilihan Hukum (Choice of Law) dan Yurisdiksi Pengadilan (Choice of 

Forum) 

Hubungan-hubung!Ul hukum yang terjadi katena transaksi e-commerce 

bukan saja merupakan hubungan-hubungan kepetdataan nasional yang tunduk 

pada hukum perdata dari suatu negara tertentu, dalam hal ini Indonesia tunduk 

pada KUHPetdata, tetapi merupakan hubungan-hubungan keperdataan 

internasional yang tennasuk daJam ruang lingkup Hukum Perdata I.ntemasional. 

Mengingat transaksi e-commerce terjadi di dunia maya yang tidak mengenal batas 

negar~ maka akan sulit menentukan di negara mana peristiwa hukum itu teljadi. 

Masalah diatas dapat dipecahk.an apabila perjanjian antara pembeH dan penjual 

dlrnuat kJausul yang menentukan hukum dari negara mana yang akan 

diberlakukan apabila timbul pernelisihan diantara mereka kelak. Dalam hal tidak 

dicantumk:annya pilihan hukum daiam perjanjian e-commercenya. ada beberapa 

teori yang berkembang untuk mencntukan hukum mana yang digunakanlberlaku, 

diantaranya: 

l. Mail Box Theory (Teori Kotak Pas) 

Dalam hal transaksi e-commerce, maka hukum yang berlaku adalah hukum di 

mana pembeli mengirimkan pesanan melalui komputemya. Untuk ini 

diperlukan konfirmasi dari penjual. Jadi perjanjian atau kontrak terjadi pada 

saat jawaban yang berisikan penerimaan tawaran tersebut dimasukkan ke 

dalarn kotak pos (mail box); 

2. Acceptance Theory (Teori Penerimaan) 

Hakum yang berlaku adalah hukum di mana pesan dari pihak yang menerima 

tawaran tersebut disampaikan. Jadi hukumnya si penjual~ 

3. Proper Law of Contract 
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Hukum yang berlaku adulah hukum yang paling sering dipergunakan pada 

saat pembuatan petjanjian, Misalnya, bahasa yang dipakai adalah Bahasa 

Indonesia, kemudian mata uang yang dipakai dalam transaksinya Rupiah, dan 

arbitrase yang dipakai menggunakan BANI, maka yang menjadi pilihan 

hukumnya adalah hukum Indonesia; 

4. The Most Characteristic Connection 

Hukum yang dipakai adalah 1\ukum pihak yang paling banyak melakukan 

prestasi. 

Kesulitan-kesulitan yang timbul apabila terjadi sengketa antara para pihak 

di dalam transaksl e-commercet bukan saja menyangkut pilihan hukum yang akan 

diterapkan untuk dijadikan dasar menyelesaikan sengketa yang timbul tetapi juga 

mengenai pilihan pengadilan yang akan memeriksa sengketa tersebut. Hal itu 

dapat dihindari apabila para pihak menentukan di dalam perjanjian di antara 

mereka pengadilan mana yang akan mereka pilih untuk menyelesaikan sengketa 

yang rnungkin timbul di kemudian hari berkenaan dengan pelaksanaan dan 

penafsiran pexjanjian diantara mereka. Para pihak dapat pula menentukan didalam 

perjanjian itu bahwa sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari diselesaikan 

oleh suatu badan arbitrase, baik badan arbitrase institusional maupun badan 

arbitrase ad hoc. K.Iausul dalam perjanjian yang mengatur mengenai hal ini 

disebut arbitration provisions atau klausul arbitrase. 17 

2.1.4 Model Pengaturan E-Commerce 

Terdapat beberapa model pengaturan e-commerce yaitu sebagai berikut : 

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, UNC!TRAL telah 

menetapkan suatu model law untuk e~commerce pada tahun 1996 yang kemudlan 

direvisi pada tahun 1998. Model hukum tersebut berisi panduan-panduan yang 

disarankan diikuti oleh negara-negara anggota saat mereka mernbuat legislasi 

untuk e-commerce. Adapun yang tennaktub dalam model law tersebut antara Jain 

adalah masalah keberadaan dan pengakuan hukum transaksi elektronik, 

pengakuan konsep incorperation by reference, jaminan keamanan atas keaslhin 

transaksi eiektronik dengan tanda tangan elektronik ataupun dengan cara lainnya 

yang dapat dipen:aya dan diaadalkan, penggunaan salinan transaksi elektronik, 

11Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm.25. 
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pengarstpan transaksi elektronik, otomasi transaksi eklektronik, hak dan 

kewajiban pengirim transaksi elektronik dan penerima transaksi elektronik, tanda 

penerimaan tanda bukti (acknowledgement of receipt) sebagai tanda untuk 

mengeksekusi transaksi, kapan dikirirn, dit:erima. terjadi dan berlakunya transaksi 

elektronik. 

UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, konvensi ini merupakan 

instrumen yang sangat penting dalam e-commerce karena banyak negara di dunia 

sudah menggunakan tandatangan digital dalam melakukan transaksi maupun 

kontrak-kontrak eiektronik. Pada PasaJ 2 model law mengatur tentang definisi, 

antara lain: 

a. Electronic signatures adaJah data dalam bentuk elektronik yang berkaitan atau 

secara logika berhubungau dengan pesan data, yang dapat digunakan unluk 

mengidenti:fikasi si pemilik tanda tangan yang berkaitan dengan pesan data 

dan sebagai tanda persetujuan pemilik tanda tangan atas infonnasi yang 

terdapat di dalam pesan data tesebut. 

b. Certificate adalah pesan data atau bentuk lain yang dapat membuktik:an 

hubungan antara pemitik tanda tangan dan data tanda tangan tersebut. 

c. Data Message adalah pengiriman, penerimaan dan penyimpanan informasi 

melalui cara-cara elektonik, optik atau cara-cara lainnya seperti electronic 

data interchange (ED!), electronic mail, telegram, telex atau telecopy. 

d. Signatory adalah orang yang memiliki tanda tangun dan bertindak atas dirinya 

sendiri atau atas dirl orang lain yang digantikannya. 

e. Certification Service Provider adalah pihak yang melakukan verifikasi 

terhadap identitas pemilik tanda tangan elektronik. 

f. Relying party adalah pihak -- pihak yang bertindak atas dasar tanda tangan 

elektronik tersebut. 

UN Convention on The Use of E-communication for International 

Contract, konvensi ini berlaku untuk untuk penggunaan komunikasi elektronik 

sehubungan dengao fonnasi atau kinerja sebuah kontrak pihak yang tempat usaha 

di negara-negara. Arlapuo yang tennaktub dalam konvensi ini adalah pengakuan 

hakum komunikasi elektronik, bentuk persyaratan,waktu dan tempat peuerimaan 

dan penerimaan elektronik komunikasi, undangan atau ajakan bagl pihak yang 
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lain untuk melakukan penawaran (invitation to treat), penggunaan pesan otomatis 

sistem kontrak untuk fonnasi, ketersediaan isti1ah kontrak. dan kesalahan dalam 

komunlkasi elektronik. 

Uniform Computer lnformalion Transaction Act (UCIT A )t UCIT A secara 

khusus dimaksudkan untuk mengatur pertukaran infomasi dan jasa melalui 

transaksi elektronis~ tidak rnengatur tentang barang-barang nyata. Tujuannya 

antara lain menempatkan semua aspek standar pemberian izin dalam landasan 

undang·undang dan menyediakan aturan baku yang mengatur hubungan antar 

kedua belah pihak. Fakta bahwa perusahaan-perusahaan peranti lunak dapat 

membatasi atau menglrindari tanggung jawab alas kerusakan, menghentikan 

segala bentuk penggunaan tanpa izin (bahkan penggunaan secara jujur), 

menelapkan yurisdiksi atas pilihan mereka, bila teijadi pertentangan, akan dirasa 

sebagai kelemahan yang mencolok bagi si penerima lisensi. 

UCIT A menyediakan langkah-langkah perlindungan konsurnen baik 

secara langsung dengan mengaeu kepada konsumen yang bersangkutan dan tidak 

langsuug melalui perlindungan yang diberikan kepada "kalangan pemegang 

lisensi pas.ar". NamWl demikian, pilihan undang-undangnya condong kepada 

konsumen yang tinggal di AS karena UCIT A memherlakukan kesepakatan anatara 

Jisensor (pernberi lisensi) dan konsumen dan bila tidak ada kesepakatan itu, yang 

menjadi yurisdiksi baknnya edalah wilayah usaha si pembuat lisensi (bila memang 

ada lokasinya). Ketentuan mengenai salinan yang secara fisik diterima oleh 

lisensee (penerima lisensi) untuk tempat dimana salinan itu berada atau hubungan 

yang paling khusus terhadap konlmk yang sepertinya tidak berbeda dari praktik 

sekarang sebagaimana transaksi yang berlangsung di "dunia nyata''. 13 

2.2 Webvertising Dalam E-Commerce 

Perkernbangan e-commerce tidak lerlepas dari iklan yang merupakan 

media promosi yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan suatu produk. 

Periklanan merupakan media yang sangat penting dalarn rangka promosi atau 

pemasaran suatu produk, Media ini dipandang sebagai sarana terpenting dari 

sejumlah media pemasaran yang dikenal dalam perdagangan, Dengan demikian1 

18 Assafa Endeshaw, Hufmm E-Commerce dan lntenet Dengan Fokus di Asia Pasijik, (Cet 
l;Bandung~ Pustaka Pclajar, 2007), hlm.445-446, 
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periklanan sangat erat hubungannya dengan dunia usaha, karena media iklan 

merupakan jembatan yang penting antara pelaku usaha dan konsumen. 1
? TJdak 

blsa dipungkiri bahwa iklan merupakan kontrak sosial pelaku usaha dengan 

konsumen dan pelaku usaha dengan calon konsumen. Ketika masyarakat sudah 

membeli produk atau layanan jasa berdasarkan iklan. kontrak sudah teljadi. Maka 

mestinya pengusaha tidak hanya mencari keuntungan1 tapi juga wajib mernberikan 

edukasi lew at ikJan. 20 

Kemunculan e-commerce memberikan beberapa dampak positif bagi 

aktivitas pemasaran, diantaranya: (1) memudahkan promosi produk dan jasa 

secara interaktif dan real time melalui saluran komunikasi langsung via internet, 

(2) menciptakan saluran distribusi baru yang bisa menjangkau lebih banyak 

pelanggan di hampir semua belahan dunia, (3) memberikan pengbematan 

signifikan dalam hal biaya pengiriman informasi dan produk terdigitalisasi 

(contohnya: perangkat lunak dan musik), (4) menakan waktu siklus dan tugas­

tugas administratif (terutama untuk pemasaran intemasional) mulai dari pesanan 

hingga pengiriman produk, ( 5) layanan pelanggan yang lebih responsif dan 

memuaskan, karena pelanggan bisa mendapatkan informasi lebih rinci dan 

merespon cepat secara online, {6) memfasilitasi mass cu.stomization yang teJah 

diterapkan pada sejumlah produk seperti komputer (Dell Computer Inc.), 

kosmetik (www.reflect.com), mobil, rumah, pennata, bingkisan hadiah, kartu 

ucapan. bunga, asuransi,jasa petjaJanan wisata, buku" compact disk, mebel. arloji> 

t-shirt~ dan berbagai macam produk lainnya> (7) memudahkan apiikas:i one-to-one 

atau direct advertising yang lebih efektif dibandingkan mass advertising, (8) 

menghemat biaya dan waktu dalam menangani pesanan, karena sistem pemesanan 

elektronis memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan akurat, (9) 

menghadirkan pasar mayafvirtual (marketspace) sebagai komplemen pasar 

tradisional (market place). 

2.2. 1 Webverlising Sebagai Media Barn 

Salah satu tren yang dijumpai pada perkembangan media global adalah 

webvertising. Pada hakikatnya Webvertising hampir sama dengan iklan pada 

19 N.H.T Siahaan, Hukum Konsumen:Perfindr.mgan Konsumen dan Tanggung Jawab Protluk. 
(Jakarta:Pantai Rei,2005), hhn.l26. 
20"YLKI Ingatkan Operator Soal Iklan", Karcm Tempo (8 apri1200SJ 
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umumnya, hanya saja. media yang dipergunakan dalam webvertising adalah 

inten1et sebagai alat pemasaran terhadap suatu produk barang dan/atau jasa. 

!klan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk 

memotivasi seseorang pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu 

produk atau jasa, untuk mernpengaruhi pendapat publik. rnemenangkan dukungan 

publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. 

Sedangkan menurut Paul Copley, advertising is by and large seen as an 

art- the art of persuasion -and can be defined as any paid for communication 

designed to iriform and! or persuade. Dimana iklan adalah sebuah seni dari 

pen;uasi dan dapat didefinisikan sebagai desain komunikasi yang dibiayai untuk 

menlnformasikan dan atau membujuk. 

Dmi beberapa pengertian diatas, pada dasamya iklan merupakan sarana 

komunikasi yang digunakan kornooikator dalam hal ini perosnhaan atau produsen 

untuk menyampaikan inforrnasi tentang barang atau jasa kepada publik, 

khususnya pelanggannya melalui suatu media massa. Se1ain itu. semua ikJan 

dibuat dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberi inforrnasi dan membujuk 

para konswnen untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut1 

dapat berupa aktivitas mengkonsumsi produk danjasa yang ditawarkan?1 

Media periklanan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (I) media 

1is3!'4 (2) media cetak, seperti surat kabar, majalah~ brosur, pam let. selebaran, dan 

(3) media elektronik, sepertl televisi, radio, komputer atau internet. Dari sejumlah 

jenis media tersebut, media yang paling efektif dan paling berpengaruh adalah 

media internet. Internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat infonnasi 

karena disetiap lini kehldupan mayarakat tersebut selalu melibatkan internet, yaitu 

e-shopping, e-banking, e-govero.ment, e-business, dan sebagainya. 

Dimana hal tersebut dapat menghasilkan jumlah pengguna yang tidak 

sedikit sehingga memiliki pasar yang jelas. Selain itu, penggunaan media internet 

lebih mengbemat biaya apabila dibandingkan dengan biaya pemasangan iklan di 

media televisi yang dapat menghabiskan puluhan bahkan ratusan juta. 

21
Definisi lklan, Efek, dan Iklan Korporat, htto://definisi-iklan-efek..dan~iklan~korporat.htrul. 

Diakses tang~a15 Mei 2009. 
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Dibawah ini adalah contoh dari webvertfsing rlalam suatu portal: 

,. 

G8rnbar 2.1 

Webvertising adalah media baru. Yang dimaksud dengan media baru yaitu 

suatu saluran komunikasi nonkonvensional yang secara elektronik menyampaikan 

pesan periklanan berupa teks, tanda citra1 atau panduannya, baik secara daring 

(online) ataupun secara laring (o.ffline), serta dengan atau tanpa pengenaan harga 

premium. Ia melibatkan pihak-pihak Penyedia Layanan Akses Intemet (Internet 

Access Service Provider), !nang lsi Internet (Internet Content Host). Pengembang 

isi (content developer), Penglrimpun Penyedia Jasa Aplikasi (ASP Aggregator), 

Penyedia tautan (Link Provider), dan Perusahaan Telekomunikasi 

(Telecommunication Company). Media baru dapat berbentuk rentangan (banner), 

milis terhimpun (bulk e-mail list), telusur konteks (contextual search), pemasanln 

sure! (e-mail marketing), pertukaran tautan (link exchange), bayar per klik (pay 

per click), layanan pesan singkat (SMS), layanan multimedia (MMS).22 

Pesan pada media barn in casu webvertising harus dapat dibedakan antara 

inti pesan, dengan unsur satir atau parodi, maupun dengan berlta karikatw· atau 

fiksi. Webvertising tidak: boleh ditampilkan sedemikian rupa sehingga 

mengganggu kebisaan atau keleluasaan khalayak untuk merambah (to browse) 

dan berinteraksi dengan situs terkait, kecuali telah diberi peringatan sehelumnya, 

wajib mencantumkan secara jelas alasan mengapa penerima pesan dikirimi iklan 

22Etika Pariwara Indonesia, (Jakarta: Dewan Perildamm Indonesia, 2005), him 55 
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tersebut, petunjuk yang jelas dan mudah tentang cara untuk tidak lagi menerima 

kiriman ikJan dari alamat dan atau pihak yang sarna. alamat lengakap dari 

pengirim iklant serta jaminan atas hak-hak dan kerahasiaan pribadi penerima 

pesan iklan tersebut.23 

Secara garis besar, terdapat 6 metode webvertisinfl 11 yaitu banners, splash 

screen, spot leasing, URL (Universal Resource Allocators), e-mail, dan chatting 

room. SeJtJn keenam roetode utama ini, mnsih ada beberapa metode lain yang 

masih dalam tahap perkembangan, misalnya iklan di newsgroups, iklan di internet 

radio. iklan di internet televisi. dan lain~Iain. 

a. Banners. 

Banners nterupakan bentuk iklan di internet yang paling sering dijumpai. 

Jika kita masuk ke salah satu search engine, situs berita, atau fasilitas e-mail 

gratis~ bisa dipastikan ada beberapa banner di sebelah atas, bawah, kiri dan/atau 

kanan halaman situs bersangkutan. Biasanya uk:u.ran file untuk: sebuah banner 

berkisar antara 7 kilobyte hingga 10 kilobyte. Tentu saja semakin kecil ukuran 

:fi1enya, akan semakin cepat aksesnya. 

Pada urnumnya para perancang banner sanga! memperhltungkan ukuran 

filenya, karen a wak:tu download yang lama ak:an membuat pengakses menj adi 

tidak sabar dan pindall ke situs lain sebelum banner yang bersangkutan tampil 

secara utuh. Biasanya sebuah banner berisikan teks atau pesan gratis singkat dan 

atraktif untuk mempromosikan suatu produk. Seiring dengan kemajuan 

pemrograman internet. sudah mulai banyak banner yang menggunakan klip video 

dan sua.ra. 

Banner membuat link yang bila di klik akan membawa pengakses ke 

homepage pengiklan. Ada dua jenis banner, yaitu keyword banner dan random 

banner. Keyword banner akan muncul apabila predetermined word (kata kunci 

tertentu) diklik pada search engine. Tipe ini sangat cocok untuk perusahaan yang 

ingin mempersempit target audiensnya. Sedangkan random banner, sesuai dengan 

narnanya, akan tampil secara acak. Tipe ini cocok untuk perusahaan yang 

bennaksud memperkenalkan produk barunya. 

23 lbid.,blm.37. 
24http://wiwied.staff.gunadarma..ac.id/Downloads/fllcsf9037/penernpan+e-rcommerce.pdf, diakses 
15 Febuari 2009. 
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Keunggulan utama pemakaian banner adalah kemampuannya untuk 

menyesuaikan diri dengan target audiens, bahkrm bisa di-customized untuk one*to­

one targeted advertisement. SeJain itu~ banner cenderung bisa rnenjadi "forced 

advertising", dimana pelanggan "dipaksa" untuk melihatnya, terlepas apakah ia 

menyukai atau tidak. Contohnya, jika kita memakai fasilitas e~mail gratis dari 

www.mailcity.lycos.com, maka dengan sendirinya setiap kita akses ke situs 

tersebut, kita akan melihat beberapa banner yang diikJankan disana, 

Kelemahan banner terletak pada biaya keseluruhannya yang mah<it. 

Disamping itu, informasi yang bisa disajikan dalam banner sangat terbatas. 

Pengiklan barus memutar otak agar bisa menarnpilkan pesan yang k:reatif namun 

singkat untuk menarik perhatian para pengakses internet. 

b. Splash screen 

Splash screen adalah halaman pertama dati sebuah website yang 

digunakan uotuk: menarik perhatian para pemakai internet untuk jangka pendek 

sebagai promosi atau wahana untuk memasu.ki homepage situs bersangkutan dan 

untuk menginformasikan kepada para pemakai mengemU tipe browser dan 

perangkat lunak lainnya yang dibutuhkan untuk membuka atau melihat situs 

tersebut. Keunggulan utama splash screen dlbandingkan metode perildana.n 

lainnya adalah bahwa pengiklan hisa merancang efek multimedia inovatif atau 

menyediakan infonnasi yang memadai untuk disampaikan dalam satu kaii 

kunjungan. 

c. Spot leasing 

Search engines biasanya menyediak:an rnang (spot) dalam homepage-nya 

untuk disewakan kepada setiap pe!aku bisnis yang berminat. Jangka waktu 

penyewaannya tergantung pada kesepakatan kontrak antara pemiHk search 

engines dan penyewa. Jika banner di tayangkan pada berbagai waktu yang 

berbeda, maka iklan di spot /easi11g justru selalu ada sepl!r\iang periode kontrak. 

Dengan demikian, tingkat persaingan pad a spot leasing tidak seketat pada banner. 

Kelemahan spot leasing adalah bahwa biasanya ukuran iklan sangat terbatas d:in 

kecil, sehingga bisa jadi para pengakses internet tidak melihat atau malah 

mengabaikannya. Selain itu, biayanya juga relatif sangat mahal. 
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d. URL 

Keunggulan utama menggunakan URL sebagai alat pengiklanan adalah 

bahwa ltu bebas biaya atau gratis, Setiap orang bisa mendaftarkan URL-nya di 

search engine tertentu. Selain itu, penggunaan URL bisa membuat target audiens 

"terkunci" dan unwanted viewers tersaring, dikarenakan adanya fungsi pencarian 

berdasarkan kata kunci di search engines. 

Namun metode URL memililti beberapa kelemahan. Persaingan yang 

intensif membuat posisi perusahaan dalam daftar pada listing di search engine 

bisa dengan mudah digantikan oleh perusahaan lain. Disamping itu. masing~ 

masi.ng search engines menggunakan kriteria indeks yang berbeda-beda untuk 

menyuswt daftamya. Beberapa situs san gat menekankan meta tags, tetapi ada juga 

yang tidak. Oleh sebab itu, seseorang yang memasukkan kala kunci yang tepa! 

bisa saja nlendapatkan basil pencarian yang tidak optimal apabila search engine 

yang digunakan mengindeks daftarnya berdasarkan ''judul" atau ndeskripsi isi'~ 

dalam meta tag. 

e. E-mail 

Cara lain untuk beriklatl di internet adalah rnembeli daftar alamat e-mail 

yang kemudian dijadikan sumber inforrnasi untuk keperluan pengembangan 

database pelanggan. Kemudian, perusahaan rnengirimkan berbagai informasi 

kepada alamat-alamat e-mail terseleksi. Keunggu1an metode ini terletak pada 

biayanya yang murah dan kemampuannya menjangkau beraneka ragam target 

audiens. Dibandingk:an metode periklanan lainnya. daftar e-mail memlliki tingkat 

respon yang relatiflebih banyak dan lebih eepat. 

Akan tetapi, strategi e-mail marketing juga memiliki kelemahan~ terutama 

berkaitan dengan citra "junk e-mail". Berdasarkan riset oleh jupiter 

communications. diperoleh data bahwa rata-rata pesan per konsumen akan 

meningkat tajam dari 1.166 per pemakai per tahun pada tahun 1998 rnenjadi 1.606 

per pemakai per tahun pada tahun 2002. 1agi pula dalam rangka mewaspadai 

kemungkinan menyebamya berbagai virus kornputer~ konsumen cenderung sangat 

selektif dalan1 menentukan e-mail yang bersedia di bacanya. Kebanyakan 

konsumen hanya bersedia membuka dan membaca pesan dari pengirim yang 

mereka kenal dengan baik. 
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f. Chatting room 

Fasilitas chatting room merupakan ruang diskusi interaktif secara virtual 

antara sejumlah partisipan mengenaJ apa s:aja. Saat in.i jumlah chatting room telah 

mencapai jutaan. Sebagian besar diantaranya digunakan untuk membangun 

komunitas di internet, misalnya komunitas yang membahas isu-isu politik. 

lingkungan hidup; kesehatan, hobi, dan topik-topik lainnya. Chatting room 

memungkinkan perusahaan untuk merancang iklan yang tematik dan menjalin 

dengan one-to-one dengan pam pelanggannya. Keunggnlan lainnya adalah bahwa 

metode ini bisa menjangkau audiens secara lebih efektif. Karena iklan yang 

ditayangkan terintegrnsi dengan aktivitas dalam chatting room yang bersanglrutan, 

sehingga perhatian dan akseptabilitas para chalters lebih tinggl. 

Periklanan ini melibatkan banyak pihak. Mereka adalah pelakn usaha yaitu 

pengusaha pengik1anan {produsen. distributor, supplier. retailer), pengusaha 

periklanan. organisasi profesi periklanan (PPPI), dan media periklanan.25 

Masalah informasi produk menjadi sangat penting bagi konsumen dalam 

memperoh:.h keterangan suatu produk yang mereka carl. Untuk itu infonnasi yang 

diberikan beruslah infonnasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang 

diiklankannya. Milllculnya tindakan curang dari merchants yaitu iklan yang 

menyesatk:an seperti hubungannya dengan transaksi di internet dimana produk 

yang diterima konsumen tidak seperti yang diiklankan. 

Di beberapa negara saperti Kanada, terdapat kebijakan perlindungan 

konsumen yang dibuat dengan melibatkan pelaku usaha, organisasi kon.."iumen, 

dan pemerintah. Dengan mengacu pada kebijakan yang diterbitkan oleh 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kanada 

mendesain kahijakan perlindungan konsumen untuk dapat diterapkan pada 

berbagai medium perdagangan, rermasuk didalamnya transaksi yang dilakukan 

internet. 26 

D.i Amerika Serikat te:lah dibentuk komisi yang khusus menangani 

perlindungan konsumen dalam melakukan berbagai macam kegiaum di Internet 

25YusufShofie, ibid., hlm.138 
26Lihat: "Pn'nciples of Consumer Protection for Eletr<mic Cnmmerce:A Canadian Fromtnvork', 
!l!!tF!bH.rategis.ic.gc.ca/SSG/caQl185e.html, diakses tanggal 20 Agustus 2001. Sebagaimana 
dlambil dari "Nurul Diana Irawati, Tanggung Jawab Pe/aku Usaha Terhadap Konsumcn Dalam 
Tn:msaksi Bisnis Di Internet, (Jakarta: Pascasaxjana Universitas Indonesia, 2002), hlm.6. 
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Komisi tersehut adaJah The Federal Trade Commission (FTC) yang menjalankan 

fungsi sesuai dengan yang digariskan dalam The Federal Trade Cammusioll Act 

untuk melindungi konsumen terhadap berbagal bentuk penipuan. kecurangan, dan 

praktek-praktek tidak sehat lainnya. Lebih lanjut FTC diberikan kewenangan yang 

luas untuk dapat mengaj ukan gugatan atas kepentingan konsumen. 21 

Kasus menarik dalam webvertising kasus Zygon International, Inc. dan 

Dane Spotts yang digugat karena menawarkan produk yang dinamakan Learning 

Machine dan the SuperMind, melalui iklan di mail order katalog dan website di 

internet. Iklan tersebut mengga.rnbarkan khasiat yang dapat diperoleh adalah 

proses penunman berat badan secra cepat, dan dapat menambah pengetahuan 

melalui I.Q. FfC kemudian melakukan invesligasi pada negarn.-negara bagian 

untuk mencarai kebenaran informasi lersebut Hasilnya FfC mendapati bahwa 

infonnasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan rnanfaat dan pihak perusahaan 

hanya menjual suplemen obat yang lidak berkhasial apapun. Pada tanggal 24 

September pada rapat administrasi penyelidikan akhir, FfC menetapkan Zygon 

haros membayar $ 195.000 sebagai biaya kompensasi atas kerugian yang diderila 

konsumen karena klaim produk yang salah. 2g 

Larangan mengenai "unfair or deceptive acts or practice" dalam FTC 

Act's meliputi klaim terhadap iklan, kegiatan penawaran dan promosi, dan praktik 

penjualan secarn. umum. Kelentuan dalam FfC Act's tidak terbatas pada transaksi 

pada medium tertentu. FfC bahkan Ielah melakukan kegiatan untuk melakukan 

kegiatan untuk mengamati dan memberlakukan hukum di bidang periklanan untuk 

webvertising. 

Begitu pula halnya dengan Uni Eropa yang Ielah membenluk Commission 

Communication dalam pengimplementasian UN Directive Selling yang bertujuan 

untuk mengatur perlindungan konsumen di seluruh negara Uni Eropa, 

11 Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi American Bar Association Commission setelab mendapat 
sumber data dari Ralph Nader's "Raidel' tahun 1969, kongres memberikan kewenangan yang 
lebili besar kepada FrC rnelalui § 408 Alaska Pipeline Act, yaitu ba~wa FTC mempunyni hak 
untuk mengajukan gugatnn perdata melalui pengacaranya atas kepentingan konsumen dan setelah 
itu memberitahukannya kepada Jaksa Agung serta mentberikan mereka waktu 10 hari untuk 
mengambil tindakan sesual dengan yang diinginkan FTC. Lilia!: Gme A. Marsh, Consumer 
Protection Law, third edit!Qn, (St. Paul, Minn: West Group}, 1999, p.l9. Sebagaimnua diambit 
dalam Nurut Diana Irawati, Ibid. 
13US FTC Cases fntemet, http://www.scribd.cornldoc/ll73566t1JS.Federal-Trade-Commission~ 
casesinternet. Diakses tanggal27 Juni 2009. 
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T1u:se include: 
• Provision of comprehensive infonnation beji)J'(! the purclta.\'e; 
• Confirmation of that information in a durable medium (such as written confirmation); 
• ConsumerS right/a cancel the contract within a minimum of 7 'IIIOrking llays without 

giving any reascn and without penalty, except !he cost of returning 11Je goruls (right of 
wit!Jdrawa/),' 

• Where the consumer has cancelled the contract, zhe right Ja a refond wlihin 3() days of 
cancellution; 

• Delivery of the goods or performance of the service within 30 days of the day after the 
consumer placed his order," 

• Protection from uttsolicited selling; 
• Prole_ction from fraudr.dent use of payment cards; 
• Non validity of any ·waiver of the rights and obligations provided for under the 

directive, whether instigated by the consumer or the supplier,9 

Di Indonesia sendiri belum memiliki pengaturan mengeuai iklan secam 

khusus in casu webvertising. nanum setidaknya ada hukum positif yang mengatur 

mengenai iklan secara parsial yaitu KUHPerdata, yang diatur dalam Pasal 1365 

tentang perbuatan yang melawan hukum, Pasal 1473 tentang kewajiban penjual 

unluk menyatakan dengan tegas unluk apa ia mengikatkan dirinya, Pasal 1474 

tentang kewajiban utama penjual yaitu menyerahkan barangnya dan 

menangungnya, Pasal 1491 ten tang penanggungan yang menj adi kewajiban 

penjual terhadap pembeli, dan Pasal 1504 tentang kewajiban penjual dalam 

menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual. 

KUHP tentang Perdagangan, yang diatur dalam Pasal 382 Bis tentang 

ketentuan larangan melakukan pcirbuatan curang untuk menyesatkan khalayak 

urnnm at.:lu seorang tertentu dalam mendapatka.nt melangsungkan, atau 

memperluas basil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang Jain dan 

Pasal 386 ayat 1 tentang sanksi atas menjual, menawarkan, atau menyerahk:an 

barang rnakanan atau minuman atau obat yang dipalsukan atau kepalsuannya 

disembunyikan. 

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentung Perlindungan Konsumen, yang 

diatur lebih jelas dalam sejumlah pasal-pasalnya yaitu, Pasal 9 tentang larangan 

pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang 

29 Commission O,mmunicatian on the Implementation cf I he Dis lance Selling Directive, Lihat: 
http://ec,eu:ropa.eu/oonswnerS!cons_intlsafe_shop/dist_sellfindex_en.htm, diakses tanggal 15 Juli 
2009, 
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dan jasa secara tidal< benar atau seolah-olah benar, Pasal 10 tentang larangan 

pelaku usaha dalarn menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat 

pemyataan yang tidak benar atau menyesatkan atas harang dan atau jasa) Pasal 13 

tentang larangan menawarkan, mempmmosi~ atau mengiktankan dengan janjl 

hadiah padahal tidak berrnaksud memberikan sesuatu tidak sebagaimana 

dijanjikan, Pasal 17 dan 20 tentang ketentuan larangan-larangan terhadap iklan 

dan tanggungjawab pelaku usaha memproduk:si iklan, Pasal 60 tentang sanksi 

administratif dan Pasal61, 62, dan 63 tentang sanksi pidana. 

UU No.40 Tahun !999 tentang Pers yang diatur denganjelas dalarn Pasal 

13 tentang ketentuan yang dilarang terhadap perusahaan pers yang rnemuat iklan. 

UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang diatur dengan jelas dalarn 

Pasal 46 tentang ketentuan siaran iklan. 

Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang diatur dengan 

jelas dalarn Pasal 33 menentukan agar setiap label dan atau iklan tenlang pangan 

yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar 

dan tidak menyesatkan dan Pasal 34 menentukan agar setiap orang yang 

rnenerangkan dalam label atau iklan tersebut harus menyatakan bahwa pangan 

yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan 

tertentu, bertanggungjawab atas kebenaran pemyataan berdasarkan agama atau 

kepercayaan. tersebut 

PP RI No.69 Tahun 1999 lenlang Label dan lldan Pangan, SK Menteri 

Kesehalan RI No.(Rancangan), Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP RI No.69 

Tahun 1999 tentang Label dan lldan Pangan, PP RI No.l9 Tahun 2003 Tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan) SK Menteri Kesehatan RI 

No.368/M<:nK.es/SK!IV/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat 

tradisional, Ala! Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, 

Makanan-Minuman. Disamping itu Etika Pariwara Indonesia sebagai self 

regulation dalam penegakan etika periklanan di Indonesia. Dimana asas-asas 

umurnnya adalah iklan harus bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan 

hukum yang berlak:u; iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan 

martahat negara, agarna, susila, adat budaya, suku, dan golongan, iklan harus 

dijiwai persaingan yang sehat. Serta penerapan umumnya adalah iklan harus jujur 
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yaitu iklan tidak boleh menyesatkan, antara lain dengan memberikan keterangan 

yang tidak benar, mengelabul dan memberikan janji yang berlebihan, iklan harus 

bertanggung jawab dimana iklan tidak boleh menyaiahgunakan kepercayaan dan 

merugikan masyarakat dimana setiap konsumen pemasar, pengiklan, perusahaan 

periklanan dan media periklanan mempunyai tanggungjawab menurut peran dan 

bobot keterlibatan masing-masing dalam penciptaan dan penyebaran pesan-pesan 

iklan, dan iklan tidak bertentangan dengan hukum yang berluku dalam arti iklan 

hams mematubi segala Undang-undang dan peraturnn yang berlaku tidak 

bertenlangan dengan kode etik profesi dimana yang mengandung kaitan dengan 

profesi tertentu harus memenuhi kode etik profesi tersebut, isi iklan: kebenaran 

atas pemyataan atau janji mengenai suatu produk harus dapat 

dipertanggungjawabkan.30 

Webvertising merupakan salah satu tampilan bentuk penawaran dalam 

suatu media internet. Pengaturan iklan pada media konvensional dicoba untuk 

dlterapkan dalam media internet. Hal yang belum jelas adalah mengenai apakah 

yang menjadi ukuran iklan yang berrnasalah dalarn tarnpilannya di website. Hal 

ini terkait _dengan iklan di media lainnya. Fokus masalah disini adalah terkait 

dengan tarnpilan iklan yang tidak sesuai dengan janji yang ditawarkan kepada 

konsumen dalam suatu website. :Misalnya penawaran kerjasama investasi uang 

yang ditawarkan melalui e-maiVwebsite dengan iming-iming uang pengemba1ian 

yang tinggi, separti pada kasus FTC v, Fortuna Alliance, May 23, 1996 Civ. No. 

C96-799M dimana Pihak Fortuna menawarkan skema lnvestasi pyramid melalui 

websire bahwa konsumen akan mendapat tambahan (income) $ 5.000 per bulan 

untuk setiap dana$ 250 yang diinvestasi.kan.31 

:){1 lata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Yang Telah Disernpurnakan. Komisi Penyiaran 
Indonesia.yang sudah direvisi oleh Dewan Periklanan Indonesia pada tahun 2005 sehingga 
nnmanya menjadi Etika Pariwara Indonesia. 
31 US FTC Ca.tes Interne!, http://www.scnbd,cgm(docll t73566JUS..Federal-Trade-Cnmmission­
ca.sesintemet. Diakses tanggal27 Iunl 2009, 
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T ANGGUNG JAW AB HUKUM PORTAL DALAM WEBYERTISING 

3.1 Tinjauan Umum Tanggung Jawab 

Dalam transaksi e-commerce, sebelum bertransaksi dan berkontrak dengan 

customer. biasanya merchant menyatakan kehadirannya dalam internet melalui 

iklm Satu k:ali klik pada iklan di internet maka customer akan langsung dibawa 

ke website yang berisi infonnasi tentang suatu produk. Dalam website tersebut 

customer dapat mengetahui lebih banyak tentang produk yang akan 

dikonsumsinya untuk: kemudian memutusk.an apakah ingin membeli produk 

tersebut langsung pada saat itu secara online, menunda pembelian, atau tidak 

rnembeli sama sekali. 

Maka iklan dapat pula dikatakan sebagai pre-contract consideration 

karena ilclan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada konsumen 

sebelum memutuskan untuk benar-benar melakukan ttansaksi melalui informasi 

yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mengetahui produk yang akan 

dikonsumsinya, dengan demikian pemyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh 

penjual atau pembuat produk merupakan janji yang mengikat pihak produsen 

sendiri untuk memenuhinya. 

Pernyataan mengenai produk ini penting, karena sebenamya dimaksudkan 

untuk menarik konsumen untuk membeli suatu produk. Sebaliknya bagi 

konsumen pemyataan-pemyatan te:rsebut menjadi infonnasi yang menjadi bahan 

pertimhangan untuk membeli suatu produk.' Sehingga hakikat iklan adalah 

sebagai janji dari semua pihak yang mengumumkannya dan mereka bertanggung 

jawab alas setiap akibat hukurnnya. 

Hubuugan hukum yang teljadi antara pihak penyedia jasa dengan pihak 

konsumen pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari 

tereiptanya suatu tanggung jawah. Konsep tanggung jawah huknm merupakan 

bagian dari konsep kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan 

bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus 

peJanggaran hak konsumen, diperlu.kan kehati-hatian dalam menganalisis siapa 

1lnosentius SamsuJ.Ioc. cit., him. 76. 
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yang bertanggung jawab dan seberapa jauh suatu tanggung jawab dapat 

dibebankan kepada pihak-pihak terkait2 

3.1.1 Prinsip TanggungJawab 

Dalam Hukum Indonesia dikenal dengan apa yang dinamakan prinsip 

tanggungjawab, adapun prinsip tanggungjawab adalab: 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalaban (fault liability atau 

lwbility based on foult) 

Prinsip tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 

KUHPerdata Jadi dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalaban, 

seseorang baru diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur 

kesalaban )'llllg dilakukannya-' Yang dimaksud kesalaban adalab Wlsur )'llllg 

bertentangan dengan hukum. Pengertian bukum tidak hanya bertentangan dengan 

undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. 

"~Kesalahan" dipakai untuk menyatakan,- bahwa seseorang dinyatakan 

bertanggungjawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatan yang 

salab.' 

Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi deruildan, "Tiap perbuatan 

melanggur hukum yang mombawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 

orang yang karena sal.almya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut", mengbaruskan terPenuhinya 4 (ernpat) unsur pokok, yaitu:' 

(!) Adanya perbuatan; 

(2) Adanya unsur kesalaban; 

(3) Adauya kerugian yang diderita; 

( 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalabau dan kerugian, 

Berdasarkan yurisprudensi dalam Arrest Hoge Raad 3! Januari 1919 kasus 

Collen-Lindenbaum konsep perbuatan melawan hukum telab berkembang. 

Terdapat 4 (empat) unsur dalam perbuatan melawan hukum yaitu: 

(1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 

(2) melanggar hak subjektif orang lain; 

2/bid., hlm355-356, 
3Sidharta, Hulmm Perlindungan Ko11Sumen /nd<mesia,(Gmsindo:Iakarta, 2000), hlm.59 
4Sukarmi. Op.Cit., hlm.8:5. 
f"~ ketentuan Pasal1365 KUHPerdata. 
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(3) melanggar kaidah tata susila;dan 

(4) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang 

seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga 

rnasyarakat atau terhadap barta orang lain. 6 

Tanggung jawab ini terbatas pada sistem ganti rugi berdasarkan kerugian 

yang diderita. Pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan pihak yang menuntut 

ganti rugi (penggugat) diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian yang 

dialaminya disebabkan oleh kesalahan dari pihak yang ia tuntut untuk membayar 

ganti rugi tersebut (tergugat). Kendala yang menyulitkan konsumen memperoleh 

kompensasi (ganti rugi) disebabkan: 7 

a. Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukwn yaitu berdasarkan 

prinsip tanggung jawab atas dasar adanya unsur kesalahan (based fault 

liability theory) dimana pihak penggugatlkorban harus membuktikan 

adanya unsur kesalahan dipihak tergugat (produsen). Bila pihak penggugat 

gaga! untuk membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak tergugat maka 

gugatannya gaga!. Padahal bagi konsurnen (korban) yang pada urnurnnya 

awam terhadap proses produksi dalam industri, apalagi yang menggunakan 

teknologi yang tinggi dan canggih, boleh dikatakan mustabil marnpu 

membuktikan secara tetap dimana letaknya kesalahan yang menyebabkan 

cacatnya produk atau barang tersebut. 

b. Tuntutan harus melalui pengadilan yang biasanya membutuhkan waktu 

lama. 

c. Tuntutan melalui pengadilanjuga memerlukan biaya yang cukup besar. 

Pasal 1366 KllliPerdata menegaskan bahwa, "Setiap orang 

ertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi 

untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya." Sesuai 

dengan Pasal 1366 KUHPerdata, Perbuatan melawan hukum itu tidak hanya 

~osa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Universitas Indonesia Fakultas Huku.m 
Pascasarjana, 2003), him. 19 
7Endang Saefullah Wirndipraja, Tanggung Jawab Produse11 Terhadap Akibat Hukum Yang 
Ditimbulkan Dari Produk Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Makalah Pada Seminar 
Nasional Prospek:tif Hukum Perlindungan Personil Dalam Sistem Hukum Nasional Menghadapi 
Era Perdagangan Bebas, (Bandung: UNISBA, 1998), hlmiO. 
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karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau kekurang hati-hatian yang 

mengakibatkkan kerugian terhadap orang lain. 

Diatur juga dalam Pasal !367 KUHPerdata mengenai pertanggungjawaban 

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya, dan yang disebabkan barang-barang yang berada dalam 

pengawasannya. Dalarn Pasal 1367 KUHPerdata ditegaskan: 

"Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan 
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 
perbuatan orang-orang yang menjadi tangguogaunya atau disebabkan oleh 
barang-barang yang berada di bawab pengawasannya ... " 

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (presumption of liability 

principle) 

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap sarnpai ia dapat 

membuktikan babwa ia tidak bersalab. Jadi beban pembuktian ada pada si 

tergugat. Tarnpak pembalikan beban pernbuktian diterima dalam prinsip tersebut. 

Seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan 

sebaliknya. Sebagaimana ditegakkan pada Pasal 19, 22, 23 dan Pasal 28 UUPK. 

Konsumen yang akan menuntut ganti rugi kepada pelakn usaba sebagai produsen 

sebagai kewajiban untuk mernbuktikan ada tidaknya unsur kesalaban tersebut 

telab "dibalikkan" menjadi bebas dengan tanggungjawab pelakn usaba (produsen) 

barang sebagai pihak tergugat' 

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab 

Prinsip praduga untuk tidak se!alu bertanggungjawab (presumption of 

11011/iability principle), menyatakan babwa tergugat se!alu dianggap tidak 

bertanggungjav;ab sampai teJbukti bahwa ia benar-benar bersalab dibawab 

putusan pengadilan. Prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang 

sangat terbatas~ dan pembatasan demikian secara common sense dapat 

dibenarkan. 9 

4. Prinsip tangguogjawab mutlak 

Prinsip tangguog jawab mutlak (strict liability) yaitu tanggung jawab 

mutlak atau sistern ganti rugi penuh, berdasarkan ada atau tidak adanya kesalahan. 

8Ibid., him. 314-315 
9Sbidarta, Op.Cit.,hlm62 
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Dengan kala lain tanggungjawab mutlak (strict liability) adalah prinsip tanggung 

jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun 

ada pengecualian~pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari 

tanggung jawab, nrisalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, tanggung jawab 

absolut (absolut liability) adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan 

tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pendapat yang agak rrurip mengaitkan 

perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara 

subjek yang bertanggungjawab dan kesalahannya. Pada strict /iabiliry, dapat saja 

si tergugat yang dimintai tanggung jawab itu bukan pelaku langsung dari 

kesalahan tersebut 10 

Menurut R.C. Roeber et aL, biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini 

diterapkan karena (I) konsumen tidak dalam posisi yang menguntungkan, (2) 

diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-wak:tu ada gugatan 

atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya 

tertentu pada harga prodnknya, (3) asas ini dapat memaksa produsen Iebih hati­

hati.11 

Prinsip tanggung jawab mutlak dalarn hukum perlindungan konswnen 

secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen yang 

memasarkan prodnknya yang merugikan konswnen. Asas tanggung jawab ini 

dlkenal" denga.n nama product liability. Menurut asas ini, produsen wajib 

bertanggungjawab alas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk 

yang dipasarkannya. 

Da1am mengantisipasi produk-produk atau jasa yang rnerugikan atau 

menceJakakan konsumen, sebagian negara peserta perdagangan bebas telah 

mengintroduksikan product liability dalam tata hnknmnya, seperti Jepang, lnggris, 

Belanda, Amerika Serikat, dan Masyarakat Ekonorru Eropa (MEE) serta negara­

negara lain yang sudah terbiasa menjadikan hulrum sebagai alat rekayasa sosia1 

menuju kapastian hnknm yang berkeadilan sosial. Realitas penegakan hukum 

menunjukkan bah.wa secara sadar atau tidak disadari. Hukum melegitimasi 

10Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen lndonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm.63 
11Sulonmi, Op.Cit., hlm.88. . 
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ketidakadilan sosial sekonomi, misalnya struktur hukum sangat memungkinkan 

pengusaha/produsen meninda.s konsumen sebagai .salah satu pelaku ekonornL12 

Alasan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) diterapkan pada 

hnkum tanggungjawab prodnk (product liability) adalah: 

I" Diantara korban/konsumen di suatu pihak dan produsen di lain pihak, 

beban kerugian (risiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang 

memprodnksi/mengelua:rkan barang-barang di pasaran. 

2. Dengan menerapkanlmengedarkan barang-barang di pasaran, berarti 

produsen rnenjamin bahwa barang-barang tersebut oman dan pantas untak 

dipergunakan, dan bilamana terbnkti tidak bertanggungjawab. 

3. Untak mengbilangkan proses penuntu!an beruntun yang membutubkan 

waktu lama. 

Berdasarkan sistem hnkum yang ada kedudukan konsumen yang lemah 

maka perlu diterapkan prinsip tanggungjawah mutlak (strict liability) tentang 

tanggung jawab produsen alas prodnk. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung 

jawab mutlak diharapkan produsen/induslrialisasi Indonesia menyadari betapa 

pentinguya menjaga kualitas prodnk yang dihasilkan sebab bila tidak akan 

merugikan konsumen juga akan merugikan produsen karena ada resiko yang harus 

ditanggung. Pernberlakuan strict liability dalarn hnkum tentang tanggung jawab 

produk tidak berarti produsen tidak mendapat perlindungan. Hal tersebut diatur 

dalam Pasal27 UUPK yang menyatakan bahwa,"Pelaku usaha yang memprodnksi 

barang dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen 

apabila: 

a. barang tersebut terbnkti seharusnya tidak diedarkan atau tidak 

. dimaksudkan untak diedarkan; 

b. cacat barang timbul pada kemudian hari; 

c. cacat tirnbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai lrualifikasi ketentuan 

barang; 

d. kelalaian yang diakibatkan konsumen; 

e. lewatnya jangka wakiu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli 

atau lewatnyajangka wakiu yang dipeljanjikan." 

11Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen~lnslnlmen Hukumnya, {Bandung: PT. Ci!ra 
Aditya Bakti, 2000), Wm.52 
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5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 

principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausula 

eksonerasi dalam perjanjian baku (standard contract) yang dibuatnya. Prinsip 

tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen hila ditetapkan secara sepihak 

oleh pelaku usaha. Ketentuan mengenai pencantuman klausula baku diatur dalam 

Pasal 18 UUPK, yang berbunyi demikian: 

"(!) Pelaku usaba dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dllarang membuat atau rnencanturnkan klausula baku pada 
setiap dokumen dan/atau petjanjian apabila: 

a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; 
b. menyatak:an bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen; 
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang 
dibeli oleh konsumen; 

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan 
segala tindakan sepihak: yang berkaitan dengan barang yang dibeli 
oleh konsumen secara angsuran; 

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatanjasa yang dibeli oleh konsumen; 

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek 
jual beli jasa; 

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tarnbaban, lanjutan dan/atau pengubaban lanjutan yang 
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkanjasa yang dibelinya; 

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 
untuk pembebanan tanggungan, hak gadai, a tau hak jaminan yang 
dibeli konsumen secara angsuran. 

(2) Pelaku usaba dilarang mencanturukan klausula baku yang letak atau 
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 
pengungk:apannya sulit dimengerti. 

(3) Setiap klausula baku yang telab ditetapkan oleh pelaku usaba pad a dokumen 
atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(!)dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 

( 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan 
undang-undang ini." 

6. Product Liability dan Professional Liability 

Dua prinsip penting dalarn UUPK adalab tanggungjawab produk (Product 

Liability) dan tanggung jawab professional (Professional Liability). Agnes M. 
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Toar mengartikan tanggungjawab produk sebagai tanggungjawab para produsen 

untuk produk yang telah dibawanya dalam peredaran, yang menimbulkan atau 

menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. 13 

Dasar gugatan tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan 

adanya:14 

1. Pelanggaranjarninan (breach ofwaranty) 

Pelanggaran jarninan berkaitlm dengan jaminan pelaku usaha (khususnya 

produsen), bahwa barang yang dihasilkan, dijual atau ditawarkan tidak 

mengandung cacat Pengertian cacat bisa terjadi dalam konstruksl barang 

(construction defect), desain (design defect), dan/atau pelabelan (labeling defect), 

2. Kelalaian (negligence) 

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah (negligence) adalah bila si pelaku 

usaba yang digugat itu gaga! menunjukkan, ia cukup bed!ati-hllti (reasonable 

care) dalam membuat, menyimpf:Ul, mengawasi, memperbaiki, memasang label~ 

atau mendistrihusikan suatu barang. Menurut Agnes M.Toar, negligence adalah 

perilaku yang tidak sesuai dengan standar perilaku (standar of conduct) 

sebagaimana diterapkan oleh peraturan perundang-undangan, demi pcrlindungan 

terbadap masyarakat dari resikc yang tidak rasional (unreasonable risk) 

sedangkan menurut Black•s Law Dictionary, negligence adalah 

"The failure to exercise the standard of care that a reasonable prndent 
person would have exercised in a similar situation; any conduct thatfallas 
below the legal standard established to protect others against 
unreasonable risk of hann, except for conduct that is intentionally, 
wantonly, or will}fully disregardful of other's rights. The term denotes 
culpable carelessness. The roman-law equivalents are culpa and 
negligen.cetia, as contrasted with dolus(wrongful intention). 15 

-

Dalam KUHPerdata, ketentuan ten tang tanggung jawab produk diatur dalarn Pasal 
1504, yang berbunyi demikian: 

'"Si penjual diwajibkan menanggung terhadap caco.t tersembunyi pada 
barang yang dijual, yang membuat harang itu tak sanggup unwk 
pemakaian yang dimaksud. atau yang demikian mengurangi pemakaian itu 
sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, fa sama sekali 

n Lembaga Ko-nsumen Indonesia, Po!rok-Pakok Pikiran Tenmng Pemwsalahan Per!indungan 
KoiiSumen, (Jakarta~ YLKI,2003).hlm.l 0. 
14Sidha:rta,. op.cit.,hlm.64. -
nsukarmi, op.cit.,hlm.91. 

Universitas Indonesia Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FH UI, 2009



50 

tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan 
harga yang kurang. " 

Pasal diatas berkaitan dengan Pasal1322. 1473, 1474, 1491, 1504, sampai 

dengan 1511. Sedangkan dalam UUPK diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 

11 yang mengisyru:atkan adanya tanggung jawab produk. Pasal 19 ayat I UUPK 

merurnuskan tanggung jawab produk dengan menyatakan, "Pelakn usaha 

bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau 

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan 

atau diperdagangkan." 

Apabila product liability berkaitan dengan produk barang maka 

professional liability herkaitan dengan jasa. Menurut Komar Kantaatmadja. 

tanggungjawab professional adalab tanggongjawab hukum (legal liability) dalam 

hubungan dengan jasa professional yang diberfkan kepada klien.16 

Sumber perSOalan dalam tanggung jawab profesional dapat timbul karena 

penyedia jasa profesional tidak memenuhl peljanjian yeng mereka sepaknti 

dengan klien atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan 

perbuatan melawan hukum. Jenis jasa yang diberfkan dalam hubungan antara 

tenaga professional dan kliennya dapat dibedakan menjadi dua yaitu jasa yang 

dipetjanjikan menjadi sesuatu (resultaat verbintenis) dan jasa yang dipetjanjikan 

mengupayakan sesuatu (ispa.nning verbintenis). Kedua jenis: perjanjian ini 

memberi konsekuensi yang berbeda dalam tanggung jawah profesional yang 

bersangkutan. 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UUPK mengenai tanggung 

jawab pelakn usaba. Untuk menentukan apakab suatu tindakan menyalabi 

tanggong jawab profesional perlu ada ukuran yang jelas. Indikator itu ditetapkan 

tidak dalam undang-undang tetapi oleh asosiasi profesi. Asosiasi profesi inilab 

yang menetapkan standar pelayanan yang wajib diberikan kepada klien dari setiap 

tenaga professional yang berkecimpung dalam profesi itu. Standar profesi ini 

bersifat tekuis tetapi dapat pula berupa aturan-aturan moral yang dimuat dalam 

kode etik profesi.17 

1~omar Kantaatmadja, "Tanggung Jawab Profesional'', Jumal Era Hukum, Ta.hun lli No.IO, 
Oktober, 1996, hlm.4 
17Sukarmi. op.cit., hl.:m, 92 
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3.2 Tanggung Jawab Hukum Portal Dalam Webvertisi11g 

Menurut hemat penulis. portal adalah kumpulan situs yang memiliki 

berbagai layanan yang bertujuan untuk membuat betah pengguna layanan tersebut 

untuk berlama-lama. Sehingga portal dapat dijadikan agen elektronik dalam 

webverti.sing. 

Portal dapat termasuk penyelenggara jasa internet (PJJ). Pada umumnya 

Pll dapat dikategorikan menjadi 3 macam yaitu:" 

a. Online Service Provider (OSP) seperti America Online, Prodigy, dan 

Compuserve, yag tidak hanya menyediakan akses internet tetapi juga layanan 

yang berhubungan dengan layanan akses internet, misalnya web hosting. 

Sekali terkoneksi pelanggannya tidak hanya mengakses server yang ada di PJ! 

terse but tetapi juga internet server lainnya. 

b. Internet Access Provider (IAP) seperti Netcom, IBM, yang umumnya 

menyediakan akses langsung ke internet, memampukan pelanggannya 

mengakses Iayanan-layanan internet dengan menghubungkannya ke sebuah 

Internet Server Hosting. Oleh karena itu IAP tidak rnenyedlakan content~ 

hanya semata-mata menyediakan akses ke content yang ada di tempat lain. 

Namun ada baberapa lAP yang selain menyediakan akses internet juga 

memberikan sedikit layanan lainnya. 

c. Logical Access Provider (LAP) seperti Lycos, lnfoseek, Altavista, dll yang 

hanya menyediakan layanan portal. 

\Valaupun pengertian dari Pn adalah suatu perusahaan yang menyediakan 

akses ke internet. Akan tetapi PJI dapat terdiri dari beberapa macam. Suatu PJI 

dapat menyediakan layanan akses internet seca:ra retail kepada pelanggan rnmah 

lll!lgga maupun bisnis. PJI juga dapat mengoperasikan jaringan backbone 

(backbone network) dan menyediakan akses dial up dan dedicated kepada PJI 

lainnya sebagai suatu bisnis seeara keseluruhan. Beberapa PJI juga menyediakan 

layanan hosting, dimana pelanggan dapat menyimpan informasinya <lidalam 

server komputer yang dijalankan oleh PJI dengan akses internet dedicated dan 

pemeliharaan serta pengamanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7(tujuh) 

IS Sebagaimana diambil dari Jose I Rojas, J..iabifity of ISP 'S Content Providers and E11d Users on 
The Internet, Practicing Law Institute Patents, Copyrights. Trademarks and Literary Property 
Cour!re Handbook Series,l99B, p,1009-1035 
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hari seminggu. PJI lainnya tidak menyediakan Jayanan-layanan tersebut diatas 

melainkan hanya menjalankan portal-portal saja. 

Layanan utama dari sebuah PJI adalah memberikan Iayanan akses ke 

internet, namun untuk dapat mema.k:simalkan pengembangan usahanya serta untuk 

memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi para pelanggan atau penggunanya 

biasanya PJl menyediakan Jayanan-layanan penunjang lainnya. Secara umum 

bentuk-bentuk Jayanan yang biasanya disediakan oleh PJI adalah sebagai berikut: 

a. Akses Internet 

Sebagai suatu layanan utama suatu Pn. layanan akses internet ini biasanya 

terdiri deri 2 macam yaitu Dial Up (me!alui saluran telepon) dan Dedicated 

Connection (menggunakan jalur khusus misalnya satelit, tv kabel, atau 

jaringan terestriallain); 

b. Web Hosting yaitu 1ayanan penempatan situs web atau homepage di server PJI 

sehingga situs web tersebut dapat diakses oleh pengguna internet; 

c. Web Space, yaitu ja.sa layanan penempatan ruang (space) di server PJl untuk 

berbagai aplikasi internet; 

d. Server collocation yaitu layanan jasa penyediaan ruang berikut fusilitas­

fusilitas penunjangnya di Iokasi gedung PJI untuk penempatan server 

pelanggan dan koneksinya di internet; 

e. Web Development yaitu Iayanan pembuatan situs web atau homepage balk 

pribadi maupun perusahaan; 

f E-mail (electronic mail) yaitu surat menyurat elektronik antara pengguna 

internet; 

g. Internet Relay Chat (IRC) yaitu konferensi para penggnna internet yang diatur 

melalui jaringan, yang dignnakan para penggnna internet dari selurah dunia 

untuk berkorespondensi; 

h. Newsgroup yaitu forum diskusi yang terorganisir dibawah seorang moderator. 

PJI biasanya mengnndalikan server berita untuk diberikan kepada 

penggananya. 

Jenis-jenis Perjanjian Pendukung (supporting Agreement) yang terlebih 

dahulu harus dibuat pelaku usaha dengan pihak ketiga. Pihak Ketiga yang 
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dimaksud adalah pihak pembuat website (web design), Internet Service Provider 

(ISP), dan Pihak Pembuat !klan (webverlising)19 

a. Website Development Agreement 

Perjanjian antara pihak pelaku usaha (merchants) dengan pihak 

penyelenggara jasa pembuatan website (web design) untuk rnembentuk: tempat di 

internet (website) yang sesuai dengan keinginan pihak pelaku usaha. Setelah 

proses pembuatan website selesai, maka terdapat peraliban hak dari pihak 

pembuat website lrepada pihak pelaku usaha yang meliputi hak penggunaan, serta 

hak perubahan dari website tersebut di kemudian hari. Dengan kata lain, pihak 

pelaku usaha aklrimya mempeunyai machine engine sendiri yang dapat 

memperbaharui data di websitenya setiap saat bila diingink:an. Poin yang 

ditakankan pada perjanjian ini adalah mengenai hak atas bentuk teks, logo, 

gam bar, dll, yang Ielah dibuat oleh web design. Kesemuanya menj adi milik pelaku 

usaha dengan pembayaran basil cipta desain kepada pembuat website; 

b. ISP Agreement 

Salah satu peljanjian pendakung lain yang terjadi antara pihak pelaku 

usaha dengan pibak ISP selanjutnya provider, agar website yang Ielah dibuat bisa 

diakses (hosting) semua pihak. Provider harus dapat mengatur lalu lintas ja:ringan 

dalarn server agar kegiatan transaksi di internet tidak terganggu, serta memastikan 

bahwa tidak ada pibak manapun yang dapat memasuki data dalam jaringan 

tersebut (hacking). Disamping itu mereka juga harus melaporkan data statistik 

untuk menganalisis dan mengbitung jumlah orang yang masuk dalam website 

pelaku usaha. Yang harus diperlmtikan provider tidak bertanggungjawab alas 

segala bentuk aktivitas transaksi yang dilakuksn dalam website tersebut dan 

mereka mempunyai hak untuk menghentikan sementara atau mengakhiri kontrak 

jasa tersebut pada kejadian-kejadian seperti pelanggaran hak cipta. 

c. Webvertising Agreement 

Merupakan perjanjian untuk menampilkan iklan pada website milik pibak lain. 

lklan tersebut bisa dalam bentuk iklan spanduk (banner advertising), iklan yang 

19Sebagaimana yang diambil dari tesis Nurul Diana Irawati, Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Terluzdap .Kansumen Dalam 1hmsaksi Bisnis Di Internet, (Jakarta: Pascasatjana Universitas 
Indonesia, 2002), blm.6, 
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dipublikasikan secara online (advertising in online publications), hyper/inks, dan 

juga browser windows yang dimulai secara otomatis. Isu utama yang timbul dari 

pemasang iklan adalah memastikan apakah iklan yang diinginkan sudah 

ditayangkan dan sesuai dengan target pasar dari produk yang ditawarkan. Pemilik 

website harus dapat memastikan bahwa iklan yang ditampilkan dalam websitenya 

tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. 

3.2.1 Tanggung Jawab Terhadap Sistem Informasi 

Menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996, 

"information system" adalah suatu sistem yang digunakan untuk membuat, 

mengirim, menyimpan ataupun memproses suatu data messages. Bahwa suatu 

sistem informasi terdiri atas keberadaan fungsi-fungsi input, process, output, 

storage, dan communication. Oleh karena itu, perkembangan telmologi sistem 

infonnasi mencakup semua perkembangan teknologi dari fungsi-fungsi tersebut, 

yakni teknologi peng-input-an, teknologi pemprosesan ataupun teknologi 

pemprograman, teknologi peng-output-an, teknologi penyimpanan dan teknologi 

pengk:omunikasian. 20 

Dalam Konvergensi telematika, khususnya dalam lingkup hubungan 

komunikasi elektronik global, semua pihak yang menggunakan sistem teknologi 

tersebut sebenamya adalah konsumen dari sistem elektronik itu sendiri. Jadi 

penjual dan pembeli adalah konsumen dari penyelenggaraan suatu sistem 

elektronik yang dikembangk:an oleh suatu pihak tertentu (developer) atau 

diselenggarakan oleh suatu pihak tertentu (provider). 21 

Sistem informasi yang tidak beijalan dengan sebagaimana mestinya 

sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dapat disebabkan oleh 

Pertama, kerusakan pada suatu program komputer yang merupakan wujud konkret 

keberadaan sistem informasi elektronik yang dikembangk:an tersebut pada 

dasarnya merupakan tanggung jawab mutlak: dari intelektual si pembuatnya. 

Dalam hal pengaturan dari pengadaan suatu urusan bisnis/kegiatan bisnis melalui 

website ("Dot. Com business"), seorang dapat mendesain dan mengembangk:an 

website-nya sendiri ataupun dengan bantuan seorang profesional website 

developer berdasarkan kesepakatan dengan pedagang tersebut (merchant). 

2~on Makarim,ibid.,hlm.4I. 
21/bid., hlm.342. 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pembuatan website design dan 

website development agreement adalah:22 

1. Pengaturan rona dan fungsi dari site tersebut. Dalam hal ini, kontrak harus 

mencerminkan beberapa hal di antaranya yaitu spesifikasi dari struktur desain 

dari website tersebut yang memberikan araban bagi perancang website. Agar 

mencenninkan keinginan imajinasinya untuk dituangkan dalam website~nya; 

2. Rencana proyek. T ermasuk didalamnya hak dan kewajiban pihak merchant 

dengan pihak website designer tersebut, misalnya hak: e-merchant untuk 

memonitor perkembangan dan kemajuan dari website yang dibuat perancang 

tersebut; 

3. Kriteria Evaluasi. Termasuk didalamnya kriteria evaluasi dari website tersebut 

apakah telah sesuai dengan spesifikaai dan fu.ngsi yang Ielah ditetapkan; 

4. Pemilik dari perangkat yang dipakai. Dalam bal ini kontrak saharusnya 

memuat kapemilikan dari perangkat lunak yang digunakan perancang untuk 

website tersebut; -

5. Harga dan cara pembayaran. Harus pula dimuat di dalam kontrak ini, harga 

dan cara pembayaran apakah berupa pembayaran sekaligus, kredit, ataupun 

pembayaran berdasarkanjumlah tertentu dari tugas yang telah diselesaikan; 

6. Hak cipta, dalam hal penggunaan perangkat lunak untuk menciptakan dan 

mendesain website tersebut, hams diperhatikan dan diindahkan hak cipta dari 

software yang digunakan; 

7. Kerahasiaan, dalarn hal ini perlu dibuat untuk mernastikan agar pengembang 

terikat untuk menjaga segala kerahasiaan inforrnasi yang terdapat didalam 

konttak; 

8. Jaminan, bahwa di dalam knntrak tersebut harus dinyatakan jaminan yang 

harus dibuat oleb p dengembang website atas haail karya yang dibuat yang 

harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak intelektual dan tidak 

rnelanggar ketentuan hulrum yang ada; 

9. Pengurnuman, agar website mempunyai kemampuan uuntuk melampaui batas­

batas yuridiksi nasional oleh karena itu kontrak: -kontrak: intemasional yang 

teljadi dalarn e;.commerce hams mengandung komponen pillhan hulrum. 

"'Jbid.,b.31 
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Tanggung jawab pihak si pengembang program yang didasarkan alas 

pesanan (bespoke software) ada lab mencakup antara lain: 

1. jaminan desain sistem yang sesuai dengan permintaan dari pengguna (fitness 

for particular purpose) yang umumnya dituangkan dalam kerangka acuan 

kebutuhan program (terms of reference) atau request for proposal yang 

ditawarkan; 

2. jaminan pelaksanaan pekeljaan danlatau pengimplementasian sistem yang 

sesuai dengan desain dan jangka waktu yang Ielah disepakati; 

3. jaminan pengoperasia:n sistem yang aman dan nyaman; 

4. jaminan perawatan dan pemelibaraan sistem yang berke1anjutan. 

Terhadap ketidaksesuaian yang mengakibatkan sistem prngram tersebut 

lidak beljalan dengan sebagaimana mestinya maka portal selaku pibak penggana 

alas program tersebut dapat meminta ganti rugi ataupun kompensasi terhadap 

kerugian akibat wanprestasi dari si pengembang tersebut yaitu kelalaian 

pengembang dalam mendesain sistem yang baik berdasarkan perjanjian antara 

para pihak. Dalarn hal adanya hubungan peijanjian (privity of contracf) maka 

tanggungjawab pengembang terhadap portal didasarkan pada contractual liability 

dan secara mnum akan bertanggungjawab secara profesional terhadap semua hasil 

pekeljaannya yang dilandasi dengan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah 

keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelelctual _ dalarn 1nenjalankan profesinya 

dengan tetap mengutarnakan kepenlingan umum. 

Kedua, aldbat 'kela1aian dari Internet Service Provider (ISP) atas 

penyediaan akses internet. Dalam hal ini terdapat hubungan perjanjian anlara ISP 

dengan portal mengeoai penyediaan akses maka tanggung jawab ISP dengan 

portal dapat didasarkao pada professional liability. Apabila sistem informasi tidak 

beljalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan darnpak kerugian maka portal 

tidak bertanggangjawab. Teljadi demikian karena portal tidak menyediakan akses 

ke internet. Penyelenggara jasa internet yang layanan utamanya menyediakan 

akses internet dinilai potensial nntok diminta pertanggungjawabannya. Penyedia 

Jasa Internet (Internet Service Provider) yang berfungei untuk menyelenggarakan 

ketersediaan jaringan sistem elektronik sehingga di dalarn melakokan usahanya ia 
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mendapatkan .ijin usaha dari Menteri Komunikasi dan Infonnatika?3 Serta 

memlliki tanggung jawab untuk menjaga kesinarnbungan pelayanannya dan 

secara tidak langsung daJarn konteks moral juga memiliki tanggung jawab untuk 

melakukan filtrasi terhadap informasi elektronik yang menggunakan jaringannya 

untuk mencegah teljadinya pelanggaran terhadap hak cipta ataupun penyebaran 

materi-materi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini 

dikarenakan sebagai penyedia akses dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas 

pertukeran infutmasi yang teJjadi di dalam jeringannya, serta untuk mengambil 

langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. 

Ketiga, akibatforce majeure misalnya tidak beJjalannya sistem infotmasi 

sebagahnana mestinya dikarenakan gangguan listrik, kerusakan komputer, atau 

akibat serangan virus maka terdapat pengecua!ian yang memungkiukan untak 

dibebaskan deri tanggung jawab. Berdasarkan wawaru:ara penulis dengan pibak 

detik.com. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdepal peJjanjian 

pendukung diantara ISP dan Portal. Dalam hal ini terdapat petjanjian ketjasama 

antara Detik.com dengan CBNet. Menurut pengalaman Detik.com apabila 

terdapat gangguan sistem informasi, pibak CBN akan memberikan ganti rugi 

dalam bentak potongan bargal diskon terbadap penambahan daya ukses.Dimana 

didahulukan dengan penyelesaian secara musyawarab mufakat?" 

3.2.2 Tanggung Jawab Terhadap Iklan 

Iklan memang memiliki peran penting dalaru mengideologikau produk 

kepada konsumen. Melalui media, iklan yang disugubkan oleh perusahaan melalui 

media diliarapkan dapat memberikan infonnasi positif untuk kepentingan 

masyarakat yang akan mengkonsumsi ptoduk. Dengan kata lain iklan yang baik 

adalah iklan yang mengandung nilai guna primer bagi konsumen, sebingga 

dengan mengkonsumsi suatu produk melalui iklan yang telah tnempersuasi 

kognisi, afeksi dan konasi konsumen, kousumen dapat mengaml>il manfaat positif 

yang secara rasional berasal dari proses adanya pemrintaan dan penawaran. 

Salah satu hak konswnen adalah mendapatkan informasi yang benar, jelas, 

danjujur mengenai kondisi barang dan!atau jasa sebagahnana diatur dalam Pasal 

4 (c) UlJl>K, begitu pula menjadi tanggungjawah pelaku usaha sebagaimana yaug 

tlpasa18 a}'l.lt .3 PP No .52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunika.sl. 
~"'Rasil wawancara penulis den,.oan Bapak Iwan dari Pihak Detik.com tanggal 16 Juni 2009. 
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diaturdalam Pasa17 (b) UUPK yaitu memberikan informasi yang benar,jelas, dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan. perbaikan, dan pemeliharaan. 

Terdapat empat nilai dalam keberadaan informasi yaitu privacy, accuracy, 

property, dan accessibility. Informasi sebagai basil keluaran ditujukan untuk 

menjawab kebutuhan dari si pengguna informasi sehingga ia merupakan privacy 

dan property dari si pengelola atau pengguna sistem informasi. Berlmbungan 

dengan kaidab ini, sepatutnya para individu dapat menjaga keseimbangannya 

dengan kepentingan publik. Jaugan sampai perlindungan hak-hak asasi manusia 

yaitu freedom of speech (freedom of information) dan free flow of information 

juga tetap barns melindungi kepentingan hak asasi manusia orang la~ yaitu hak 

untuk menjaga dan membatasi kerabasiaannya. 

Selanjutnya berkenaan dengan kaidah accuracy dan accessibility dari 

suatu sistem informasi, sepatutnya secara telmis disadari bahwa validitas suatu 

informasi ditentukan oleh suatu performan sistem pemrosesan yang balk dan 

didasarkan alas keberadaan suatu fakta atau data yang ada dan bukan mengada­

ada. Hal inilab yang teutunya akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh 

publik, sekiranya informasi tersebut disebarkan kepada publik dan mempengarulri 

keberadaan-keberadaan norma-norma atau nitai-nilai yang dianut suatu 

masyatukat. Demikian juga hainya apabila ia berninggungan atau bertentangan 

dengan kepentingan pribadi pihak lain, secara perdata si pcogolah informasi hams 

dimintakan pertanggangjawaban terlladap dampak-dampak kerugian yang 

ditimbulkan." 

Di era informasi atau information age ini, Jnfurrnasi telah menjadi 

komoditas yang diperhitungkan konsumen karena sering menjadi objekfraudulent 

mispresentatiorl6 ak:ibat tidak bersikap kritis serta tidak mempertanyakan 

keberadaan suatu informasi mengenai barang dan!atau jasa yang dikonsumsi, 

padabal lengkap atau tidaknya informasi ikot menentukan keputusan untuk 

25/bid., hlm45-46, 
2'Tren kriminal yang muncul dari sisj negatif kemajuan teknologi informasi dalam pola 
peoyuguhan iuformasi yang tidak beoar yang seca.ra sengaja atau tidak disadari dampaknya sangat 
merugikan masyarakat atau konsum.en. Tetapi hal itu dilakukan untuk memper()leh keuntu.ogan. 
Pra.ktik tersebut sangat sullt diidenlifikasi dan bia.sanya dilaku.kan oleh perusahaan di bidang 
property, perpajakan, pasar modal, tender. dll. Liliat : NB.T.Siahaan, ibid .• hlm 127. 
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membeli atau tidak membeli suatu produk. Praktik fraudulent mispresentation 

d.alam periklanan di Indonesia,. dapat ditentukan dua kategori,berupa:27 

L Pemakaian pemyataan-pemyataan yang secara jelas-jelas salah ifalse). 

Misalnya menyebutkan adanya sesuatu yang sebenamya tidak ada1 atau 

menyebutkan tidak adanya sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu ada dalam 

produksi yang diiklankan. 

2. Pernyataan-peryataan yang menyesatkan (misleatij. 

Pada dasamya konsumen tidak mengetahui semua jenis produk barang dan 

jasa apa saja yang ada di pasaran. Untuk menyampa.ikan infurmasi tersebut 

digunakan iklan, balk melalui media cetak maupun media elektronik, iklan bagi 

pelaku usaha adalah media yang sangat dibutuhk:an untuk memasarkan produknya 

dan menaikkan jumlah penjualan. Dengan kata lain iklan merupakan usaha untuk 

memancing dan memhangkitkan minat (amino) konsumen, untuk membeli produk 

atau jasa yang diiklankan. 

Iklan yang dipandang sebagai alat yang digunakan pelaku usaha agar 

mendapat keuntungan yang besar karena masyarukat sudah mengenal dan 

mengelahui produk yang mereka tawarkan, sehingga masyarakat banyak yang 

menggunukan produknya. Namun seharusnya ildan juga dipandang sebagai alat 

infonnasi yang tidak saja menguntungkan produsen tetapi membahayakan 

konsumen. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa iklan merupakan kontrak sosial pelaku usaha 

dengan kousumen dan pelaku usaha dengan calon konsumen. Ketika masyarakat 

sudah membeli produk alan layanan jasa berdasarkan ildan, kontrak sudah teljadi. 

Maka mestinya pengusaha tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga wajib 

memberikan edukasi lew at iklan.,. 

Pengertian tanggung jawab informasi pada ildan adalah bahwa penawaran 

yang dilakukan pelaku usaha terbadap produk berupa barang baik barang baik 

bergerak maupun tidak bergerak dan!atau jasa hams memuat keterangan yang 

tidak menimbulkan salah interprestasi mengenai keadaan barang dan/atau jasa 

27
Terdapat istilahwistilah lain se!ain dua kategori diatas, yakni bcrupa puffery yaHu iklan yang 

menyai.akan suatu produks:i secata bedebihan dengan menggunakan opini subjektif, mocks up 
yaitu cara mengiklankan sesuatu produksi dengan menggunakan tirua.n, dan deceptive.Jbid. 
211 ''YLK1 Ingatkan Operator.Soallktan", Koran Tempo (8 April2008). 
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tersebut. Tanggung jawab dalam memberikan keterangan suatu produk: 

sepenuhnya harus mengacu pada heberapa asas umum kode etik 

periklanan, 2?yakni sebagai berikut: 

1. Ik1an harus jujur; bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan hulcum yang berlaku; 

2. Iklan tidak boleh rnenyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat, 

agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan.; 

.3. Ik1an harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. 

Ketentuan hulcum yang mengatur bentuk pelanggaran oleh pelaku usaha 

perik:lanan tidak diatur secara aksplisit dalam KUHPerdata, namun Pasal 1473 

KUHPerdata meuyatakan bahwa" ... si penjual diwajibkan menyatakan dengan 

togas untuk apa ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat 

diberikan berbagai pengertian harus ditafsirkan untuk kerugiannya." Disini 

dikatakan bahwa informasi yang objelctif dalam suatu janji yang Iorang (bentuk 

iklan) ili media barus iliberitahukan secara tegas dan jelas oleh pelaku usaha 

periklanan. 

Tanggung jawab kemudian dibebaukan pada para pelaku usaha baik yang 

mernproduksi/mempromosikan/mengiklankan barang danlatau jasa di internet, 

maupun para pelaku usaha periklanan. Hal tersebut dibedakan karena ketentuan 

UUPK mengatur dua kategori pelarangan terhadap kegiatan usaha yang dilalrukan 

pelaku usaha dalam mengiklaukan produknya. 

Pasal 9, 10, 12, dan Pasal 13 UUPK terlibat bahwa petaku usaha yang 

teridentifikasi sesuai de~gan definisi pelaku usaha pada ketentuan Pasal 1 angka 3 

UUPK, berlainan dengan ketentuan Pasal 17 UUPK yang secara jelas 

diungkapkan pelarangan bagi para pelaku usaha periklanan, yang meliputi 

pengiklan, pernsahaan iklan, dan meilia. Namun, konsekuensi yuriilisnya temyata 

tidak berbeda dalarn pengaturan di Pasal 62 ayat (I) dan (2) UUPK. 

z-;o A:L Nasutioo dkk,Laporan Tint Pengkajian Hukum tentang Aspek Hukum dan Etika Bisnis 
Pmldanan dl Indonesia, (Jakarta:BPRN, J994),h..J3. Bandingkan dengan Thomas Gibbons, 
Regulating The Mcdla: Modem Legal Studies, 2" ed.(London:Sweet & Maxwell, 1998), hlm.l94. 
Dikatakan bahwa efek penyiaran dan terpaan media terhadap kl:talayak akJOat iklan ini culrup 
besar, sehingga suatu ildan hams sangat dipertanggungjawabkan,. layak,. jujur, dan benar, 
sebagai.mana diambil daiamEdmonMakarim. Op.Cit, hlm.393. 
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Lebih lanjut dari itu, ketentuan dalam Pasal 20 UUPK menjelaskan 

sebagai berikut," ... Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang 

diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut." Pelarangan 

atas iklan yang diproduksi tersebut meliputi:j0 

1. tindak:an pelaku usaha periklanan yang mengelabui konsurnen mengenai 

kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan barga barang dan/atau jasa; 

2. tiudakan pelaku usaha perik!anan yang mengelabui jaruinan/garansi 

terhadap barang dan/atau jasa; 

3, mernuat informasi yang keliru, sa!ah, atau tidak tepa! mengenai barang 

danlatau jasa; 

4. tidak memuat mengenai risiko pernakaian barang danlatau jasa; 

5. mengekploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang yang 

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 

6. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai periklanan. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi 

iklan yang dapat mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, 

bahan, kegunaan, dan harga barang. 

Berkaitan dengan isu-isu mengenai pelanggaran dalam kode erik 

periklanan yang trnjadi pada iklan di beberapa media, idealnya dapat diterapkan 

juga pada iklan di media internet. Dengan kala lain, baik pelaku usaha yang 

melakukan usahanya secara langsung maupun melalui internet dapat dikenakan 

pasal-pasal dalam UUPK apabila mereka melanggar ketentuan tecsebut. Setiap 

konsumen pemasar; pengiklan, perusahaan periklanan dan media periklanan 

rnempunyai tanggungjawab menurut peran dan bobot keterh'batan masing-masing 

dalam penciptaan dan penyebaran pesan-pesan iklan. 

• Pengiklan bertanggung jawab alas benarnya infurmasi tentang produk 

yang diberikan kepada Perusahaan Periklanan. Termasuk ikut mernberi 

arab; batasan dan masukan pada pesan iklan, sehingga tidak trnjadi janji 

yang berlebihan ("overclaim") atas kemampuan nyata produk. 

• Perusahaan perik:lanan bertanggungjawab atas ketepatan unsur persuasi 

yang dimasukkan da!aru pesan iklan, melalui pemilahan dan pemilihan 

"Liliat: Pasall7 UUPK. . 
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informasi yang diberikan Pengiklan, maupun dalam upaya menggali dan 

mendayagunakan kreativitasnya. 

• Media periklamm bertanggungjawab atas kesepadanan antara pesan iklan 

yang disiarkan dengan nilai-nilai sosial-budaya dari profil kbalayak 

sasarannya.31 

Ketentuan mengenai tanggungjawab pelalru usaha periklanan yang 

tercantum dalam Pasal 20 UUPK mewajibkan mereka bertanggungjawab atas 

iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. 

Artinya, ketiga jenis pelalru usaha periklanan dapat dipertanggungjawahkan ""'ara 

tanggung renteng Namun, pertimbangan hakim sangat dibutahkan uutuk 

mengarnbil keputusan dalarn melihat secara tepat pihak pelaku usaha mana yang 

harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan ini. 

Sementara itu. dalarn Etika Pariwara Indonesia (EPI) terdapat lretentuan 

bahwa tanggung jawab harus diukur menurut komponen pelaku usaha periklanan. 

Artinya, pengiklan bertanggung jawab atas benarnya informasi tentang produk 

yang disarnpaikan kepada perusahaan periklanan. Perusahaan periklanan 

bertanggungjawab atas ketepatan unsur persuasif yang disampaikan dalam iklan. 

Adapun media periklanan bertanggungjawab untuk kesepadanan iklan yang 

disiarkan dengan nllai-nilai sosial budaya dari masyarak:at yang menjadi sasaran 

siarannya. 32 

Adapun mengenai tindakan administratif dimungkiukan untuk dijatahkan 

kepada pelalru usaha periklarum,33dengan menampilkan iklan perbaikan 

{corrective advertisment) di suatu media tertentu. Hal ini dHakukan atas perbuatan 

pe1aku usaha perikJanan yang menampilkan ik1an menyesatkan, menip14 atau 

mengakibatkan cedera pada konsumen. !klan koreksi ini telah dijalankan di 

heherapa negara, namun di dalarn UUPK hal tersebut belum mendapat pematian. 

Dalarn kasus !klan ponsel iPhone 3G Apple yang dilarang penayangannya 

di Loudon, Inggris, Komisi Penyiaran PerikJanan Inggris (Advertising Standard 

Authority (ASA)) melarang penayangan iklan di Inggris karena dianggap 

11Komisi Periklanan Indonesia, Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang 
Disempumakan, (Jakarta:Komisi Periklanan Indonesia,. 1996), him. B. 
31 Komisi Periklanan Indonesia, lac. cit. 
33Az.Nasution, Hukum Perlindungan Kon.sumen, loc.cit. 

Universitas Indonesia Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FH UI, 2009



63 

menyesatkan konsumen. PeJarangan penayangan iklan terhadap iklan iPhone JG 

Apple merupakan kali kedua, dimana pada iklan pertama dianggap menyesatkan 

karena mengatakan bahwa ponsel keluarannya mernungkinkan pengguna untuk 

mengaktifkan fungsi-fungsi yang ada di seluruh situs. Kemudian pada penayangan 

kedua untuk iklan handset iPhone 3G Apple dianggap menyesatkan konsumen 

mengenai kecepatan dalam mengakses internet Pihak Apple mengklaim akses ke 

internet sangat cepat. Dalam iklan ini ditunjukkan bagaimana handset iPhone 

masuk ke situs Google dan mendownload file. Seluruh prosedur banya memakan 

waktu berapa detik saja. Akan tetapi menurut ASA, pemyataan tersebut tidak 

tepat karena akses internet via iPhone sebenarnya tidak secepat itu. Visual iklan 

tersebut menggiring para penonton Wltuk mempereayai kehebatan Apple 

tersebut. 34 

Tanggungjawab Pelaku Periklanan wajib menyadari, babwa upaya 

melindungi konsumen merupakan bagian integral dari proses, perwujudan dan 

penyebarluasan iklan. Pelaku Periklanan wajib menyadari babwa iklan yang tidak 

balk atu tidak benar dapat berdampak lebih negatif bagi konsumen yang 

berpendidikan rendab atau berpenghasilan rendab. Dalam mengiklaukan sesuatu 

produk. Pelaku pariklanan wajib mernperbatikan dan menghormati bak-hak dasar 

konsumen yaitu: 

a. perlindungan kese1amatan atas pemanfaatan sesuatu produk: 

b. mendabulukan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sampingan 

c. memperoleh informa.si secarajelas dan lengkap 

d. memilih produk atau merek tertentu 

e. memperole!t lingkungan hidup yang sehat 

f didengar keluban dan sarannya 

Ban yak P Jl yang sudab rnengantisipasi agar terhindar dari gugatan 

pelanggaran yang menganggap Pn ikut terlibat dalam tayangnya iklan yang 

menyesatkan di internet dengan membuat ketentuan layanannya (terms and 

condition) mengena.i pembatasan tanggungjawab. Pembatasan tanggungjawab ini 

biasanya berisi mengenai : 

34"Di Inggris !klan Apple Dilarang Lagi", Lill.!H: h«p://www.kontan.co.!Q., diakses.tanggal 18 Mei 
2009. 

Universitas Indonesia 
Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FH UI, 2009



64 

1. Bahwa PJI tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian pelanggan atau 

pihak ketiga yang timbul akibat penggunaan layanan P JI yang bukan 

diakibatkan oleh PJI. (untuk layanan menyediakan akses internet). 

2. Bahwa PJI tidak bertanggungjawab atas isi dari situs pelanggan yang 

ditempatk:an dalam server PJI, seperti materi iklan yang terdapat dalam 

iklan yang ditayangk:an di internet in casu webvertising. Pll tidak 

bertanggungjawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang diderita 

pelanggan maupun pihak ketiga lainnya. 

Misalnya terms of condition dalam pemasangan iklan dalam detik.com:35 

Syarat dan Ketentuan 
• Tarifpemasangan banner AdPoint'4 berlaku mulai Februari 2008. Infonnasi perubahan tarif 

akan diberitahukan kepada para pemasang banner AdPoint paling lambat 1 (satu) bu1an 
sebelum tanggal berlakunya tarifbaru. 

• Harga pembelian POINT untuk pemasangan banner AdPoint sudah termasuk: Pajak 
Pertambahan Nilai 10% dan bisa berubah sewaktu sewaktu-waktu. 

• Pembayarnn melalui transfer ke rekening : BCA Cab Graha Inti Fauzi a.n PT Agranet 
Multicitra Siberkom ace. 375-301-7590 dan mengirimkan bukti transfer ke fax 021 794 
1175/76 atau e-mail admin-adpoint@agrakomcom 

• Pelanggan tidak dapat menarik uang yang sudah terlanjur dibayarkan akibat kesalahan klien 
karena tidak sesuai dengan standard yang ditetapkan. 

• Setelah pembayaran pembelian POINT, pemasang iklan dapat menggunakan USER ID dan 
PASSWORD untuk pemasangan iklanlbanner, mengontrol log/traffic, dan segala aktivitas 
pemanfaatan POINT. 

• satu account bisa digunakan untuk pemasangan dibebernpa lokasi iklan secara bersamaan. 
• Perjanjian hanya berlaku untuk dan terhadap nama kontak yang tertera dalam form isian 

untuk mendapatkan User Id dan Password 
• Semua materi ildan dan akibat dari pemuatan materi tersebut adalah tanggung jawab 

pemasang iklan, karenanya segala tuntutan hukum ada pada pemasang iklan. 
• Pencabutan materi iklan dan keanggotaan dimungkinkan apabila materi tersebut 

mengandung unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), perjudian, kekerasan dan 
pomografi. 

• Pemasang iklan berhak memilih publisher dan zona yang diinginkan dengan melakukan 
penawaran harga per view dan antar pengiklan berhak melakukan penawaran lanjutan 
dengan harga yang lebih tinggi dari penawaran awallterendah. Jika ada penawaran yang 
lebih tinggi, maka banner dengan penawaran yang lebih rendah akan turun ke posisi di 
bawahnya. 

• Pemasang iklan berhak menurunkan/menghentikan banner yang sudah terpasang tanpa 
mengurangi poin yang dimiliki (pause). 

• Banner pengiklan akan hilang karena kondisi sebagai berikut : 
- Harga yang ditawarkan pengiklan paling rendah, sedangkan jumlah posisi banner sudah 
habis (kalah lelang). 
- Jumlah poin yang dimiliki pengiklan sudah habis. 

35 Syarat dan Ketentuan Adpoint, http://adpoint.detik.com/home/tenns, diakses tanggal 15 Juli 
2009. 
J
6 Adpoint adalah advertising detik.com. Adpoint merupakan jalan keluar dari detik.com terhadap 

perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ingin menawarkan produknya di internet. Lihat: 
bttp://agrakomcom/page/7/service-ecommerce. diakses tanggal 27 Juni 2009 
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• Pemasangan ikJan wajib membayar sejumlah harp sesuai dengan jumlah point ynng relah 
dipilih. 

• Pemasang iklan menyadari dan memaham.i sepenuhnya bahwa sistem lelang memungkinkan 
urutan pemasangan urutan banner berdasadmn nilai lelang, 

• Pemasang iklan memahami bahwa semua pemasang iklan dalam sistem ini mempunyai hak 
tawar dan Ilak pengajuatt nilai lelang yang sama dan patuh terhadap mekanisme sistem 
lelang. di mana penawar tertinggi berhak untuk menempati posisi tcrtentu. 

• Materi banner AdPoint yang dap.at diterima adalah file dalam bentuk GIF (Graphics 
Interchange Format) dan JPGIJPEG (Joint Photographic E'l<perts Group). Selain format 
ter.rebut lidak dapat ditayangkan. Dan Ad.Point detikcom tidak bertaaggung jawab atas 
terjadinya kerusakan materi banner yang dikirim oleh pemasang ildan 

• Besar ukuran file materl banner maksimwn 20 (dua puluh) kilobyte atau dilentukan khusus 
oleh publisher(situs tempat pemasangan iklan). Melebihi dari jumbh yang ditempkan tid.ak 
dapat dita yangkan. 

• Pemasang iklan harus menyampaikan URL yang ditunjuk untuk banner Uengan benar 
dengan format. http:// ..... . 

• AdPoint tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timhul yang diakibatkan oleh 
kekeliruan penulisan link (URL) ataupun link kosong {broken link} dari banner yang 
dipasang oleh pelanggan 

• AdPoint tidak menjamln berapa lama banner pelanggan diakses pembaca. 
• Data Log traffic POlNT View yang berlaku ndalah data yang dikelulllkan oleh AdPoint. 
• Pemasang iklan t:idak akan menuntut AdPoint j.ika tetjadi sesuatu datam kategori "force 

majeur" atau keadaan di luar kemampuan AdPoint sebagai penyedia lokasi banner iklan. 
• Pemasang iklan scpakat bahwa segala urusan mengenai pemasangan iklan meogacu pada 

jam kexja adpoint pada hari Senin hingga Jum'at pada pulrut 9.30 bingga 17.00 wm. 

Dalam iklan, lmbungan yang teJjadi antara Pn dan konsumen adalah 

hubungan non kontralctual. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan 

seseorang lain, sedangkan tidak terdapat sesuatu perjanjian, maka berdasarkan 

undang-undang dapat tmjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang 

menimbulkan kerugian itu. Dimana diatur dalarn Pasal 1365 KUHPerdata, yang 

berbunyi demikian: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 

terhadap orang lain> mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu. mengganti kerugian tersebut.n 

Dengan menggunakan ketentuan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan 

Hukum maka kewajiban pelaku usaha untuk bertanggungjawab dapat berlaku 

terhadap siapa saja, tanpa memerlukan hubungan kantrak terlebih dahulu. 

Konswnen dalarn melakukan gugatannya tidak perlu hanya berdasarkan 

wanprestasi saja. Deogan adanya tuntutan perbuatan melawan hukum maka 

kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha bukan merupakan suatu kelalaian 

atau kealpaan atas suatu prestasi peijanjian dan dapat berbentuk: 

L Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannnya; 

2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 
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3. Melakukan apa yang dijanjlkannya tetapi terlambat; 

4. melakukan sesuatu yang meuurut peljanjian tidak boleh dilakukan. 

Portal dapat saja dianggap melakukan perbuatan yang merugikan 

konsumen yang diatur dalam Pa.sal 1365 mencakup semua gradasi kesalahan dari 

sengaja sampai dengan !alai. Tindakan portal yang !alai dalam langkah 

pencegahao terhadap kemungkinan teljadinya pelanggaran yang menggunakan 

layanannya karena portal berkuasa untuk menentukan apakah iklan tersebut dapat 

ditayangkan atau tidak sehingga menjadikannya bertanggungjawah alas 

kelalaiannya. Selain itu berdasarkan Pasal 1366 KUHPer, portal yang !alai ini 

harus bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalainya atau 

kurang hati-hati. Sedangkan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku 

khususnya mengenai larangan untuk menyatakan pengalihan tanggungjawab 

pelaku usaha yang tereantum dalam Pasal 18 UUPK menurut penulis portal tidak 

melanggamya karena disini portal bertindak sebagai media sedangkan 

produsennya adalah pengiklan dan perusahaan periklanan. Pada prinsipnya 

perbuatan hukurn seorang agen ada!ah tidak dilepaskan dati ptinsipalnya. Dengan 

kala lain, seorang prinsipal terikat pada perbuatan-perbutan hukurn yang 

dilakukan oleh agen sejauh jika agen tersebut tidak melarnpaui batas-batas 

kewenangan yang diberikan kepedanya. 

3.2.3 Tanggung Jawah Terhadap Produk. 

Ada beberapa hal yang diinginkan oleh konsumen pada saat hendak 

membeli produk, diantanmya: 37 

1. Diperolehnya inforrnasi yangjelas mengenai produk yang akan dibeli; 

2. Keyakinan bahwa produk yang dibelinya tidak berbahaya baik bagi kesehatan 

maupun kearnananjiwanya; 

3. Produk yang dibeli cocok sesuai dengan keinginannya, baik dati segi kualitas, 

ukuran, harga, dan sebagainya; 

4. Konsumen mengetahui cara penggunaannya; 

5. Jaminan bahwa produk yang dibelinya dapat berguna dan berfungsi dengan 

baik; 

37Elisatris Gultom, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui E Olmmerce, 
dalam Mieke Komar, Op"Cit, hlmS8~59. 
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6, Jaminan bahwa apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak dapat 

digunakan maka konsumen memperoleh penggantian balk berupa produk 

ataupun uang. 

Misalnya pada kasus penawaran produk yang seolah-olah mengandung khasiat 

tertentu padahal tidak. Contohnya pada kasus Zygon International~ Inc. dan Dane 

Spotts38yang digugat karena menawarkan produk yang dinamakan Learning 

Machine dan the SuperMind, melaJui iklan di mail order kata.log dan lYebsite di 

internet !klan tersebut menggambarkan kbasiat yang dapat diperoleh adalah 

proses penurunan berat badan secara cepat,. dan dapat menambah pengetahuan 

melalui I.Q. 

FTC kemudian melakukan investigasi pacta negara-negara bagian untak 

mencari kebenaran infonnasi tersebut. Hasilnya FTC mendapati bahwa informasi 

yang ditawarkan tidak sesuai deogan maofaat dan pihak perusahaan hanya 

menjual suplemen obat yang tidak berkbasiat apapun, Pacta tanggal 24 September 

pada nlpal administrasi penyelidikan akbir, FTC menetapkan Zygon harus 

membayar $ 195.000 sebagai biaya kompellllasi alas kerugian yang diderita 

konsumeo kareoa klaim produk yang salah. 

Prinsip taoggung jawab mutlak, dalaro hukum perliodungan kon.,umeo, 

secara umum diterapkan pada produsen yang memasarkan produk cacat sehingga 

dapat merugikan konsumen. Asas 'tanggung jawab tersebut disebut product 

liability. Product Liability didefinisikan sebagai tanggung jawab para produsen 

untak produk yang dibawanya ke dalaro peredarao, yang menimbulkan atau 

menyebabkan kerugian karena cacat yang meJekat pad a produk tersebut. 39 

Setiap produk cacat yang menimbuikan kerugian pada konsumen 

membawa pelaku usaha untak bertanggang jawab, Menurnt AZ.Nasution, harus 

dibedakan antara taoggung jawab produk dengan taoggung jawab pelaku usaha 

produk pada umumnya.>4° 

3
"' US FTC Cases lnternet1ibid. 

3~.L.Dann, "Srricl Liability in the USA", sebftgaimana ditulis dalam Edmon Makarim, 
Jbid.,hlm.372-373 
<lt> A.Z.Nasution,Op.,Cit.,h.246 
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Berdasatkan Convenlion 011 the Law Applicable to Products Liability (111e 

Haque Conventiontl, Article 3 yang mengatur masalah product liability 

disebutkan bahwa tanggungjawab produk berlaku terlladap: 

1. ManufacJurers of a finished product or of a component part 

2. Producers of a natural product 

3. Suppliers of o product 

4. Other persons, including repairers, and warehousemen, ill the commercial 

claim of preparation or distribution of a product. 

Dengan demilcian pada intinya konvensl The Haque menerapkan adanya 

suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan 

suatu produk, atau dari orang atau badan yang bergerak dari suatu proses Wltuk 

menghasilkan suatu produk allUl dari orang atau badan yang menjual atau 

mendistribusikan produk tersebut. Hal inl termasuk juga perusahaan yang 

penjua!an dan produksinya dilakukan dengan cara memasang iklan di media cetal:: 

maupun elektronik. 

Berkenaan dengan masalah cacat atau msak (defect) da!am pengertian 

produk yang cacat atau rusak (defective product) yang menyebabkan produsen 

horus bertanggungjawab, dikenal tiga macam defect, yaitu:42 

1. Production atau manufacturing defects~ yaitu apabila suatu produk dibuat 

tidak sesuai dengan persyaratan sehingga akibatnya produk tersebut tidak 

aman bagi konsumen; 

2. Design Defect, yaitu apabila bahaya dari produk tersebut leblh besar 

daripada manfaat yang diharapkan oleh konsumen biasa atau bila 

keuntungan dari desain produk tersebut lebih kecil dari resikonya; 

3. Warning or instruction defects, yaitu apabiJa buk:u pedornan, buku 

panduan tidak cukup membarikan peringatan-peringatan (warnings) 

tentang bahaya yang munglrin timbul dari produk tersebut atau petunjuk 

tentang penggunaan yang aman. 

4 1 Collection Juris International, bttp:l/www. iurisintorgldoclhtmllins/en/200Q/1!l_Q.Ojiinsen3J.html. 
dlakses tanggall5 Juli 2009 
41Perkins Cole, Product liability in the Uniied States, {Washington DC:Librnry of Conggtes,1991) 
sebagaimaoa dikutip dalam,U:RSaefullah. Product liability Tanggung jowab Prodwen di Era 
Perdagangan Bebas,(Jakarta:Jurnal Hukum Blsnis. Vot.5, 1998), hlm.54. 
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Misalnya kasus antam Global World Media Corp.,dan Sean Shayan43 dalarn 

promosi suplemen diet "High" di internet. Terdapat kesalahan pemyataan 

mengenai kearnanan produk dan petunjuk dokter yang dapa! menyebabkan 

dampak yang tidak baik bagi kesehatan dan keselamatanjiwa. 

Ketentuan yang teroapal dalam Pasal19 UUPK menyatakan bahwa pelaku 

usaha bertanggu:ogjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan 

atau kerugian konsumen akibat menglronsumsi barang yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. Portal sebagei pengelola virtual mall tidak bertanggungjawab 

langsung lerhadap segala kerugian yang dialami konsumen dalam melakukan 

petjanjian jual beli antara e-merchant dengan konsurnen karena pengelola virtual 

hanya menyediakan tempat untuk bertemunya e-merchant dengan konsumen. 

Segala kerugian baik untuk kualitas, kerusakan, atau keterlambatan dalam 

pengiriman bamng merupakan tanggung jawab e-merchant. Dalam 

pelaksanaannya e-merchant dari suatu virtual mall hanya memberikan ganti rogi 

berdasarkan produd liability terhadap barang yang dipesan mengalami kerusakan 

atau ada cacat terhadap barang pesanan konsumen saja dan untuk masalah 

keterlambatan pengiriman e~merchant tidak: memberikan ganti rugi. 

Namun Pasal 27 UUPK memberikan hatasan pelaku usaha dalam 

melepaskan diri dari tanggung jawah atas kerugian yang didarita konsumen 

apabila barang tersebut terbukti sebarusnya tidak diedarkan atau tidak 

dimaksudkan untuk edarkan, cacat barang timbul untuk pada kemudian hari, cacat 

timbul ak:ibal ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang, kelalaian yang 

diakibatkan konsuruen, dan lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun 

sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Pembuktian 

unsur kesalahan merupakan beban yang barns ditanggung pibak pelaku usaha 

untuk membuktikan ia tidak bersalah. Dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 28 

UUPK. Pada jenis kerugian produk yang dikonsumsi, konsumen dapat 

mengajukan tuntutan beroasarkan adanya kewajiban penjual!produsen untuk 

menjamin kualitas produk. Tuntutan itu dapat berupa pengembalian barang sambil 

menuntutkembali harga pembelian, atau penukaran dengan barang yang baik 

45US FTC Cases Internet, ibid. 
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mutunya. Jaminan terhadap kualitas produk dapat dibedakan atas dua macam, 

yaitu Expressed Warranty dan Implied Warranty. 

Expressed warranty atau jaminan secara tegas adalah suatu jaminan atau 

kua1itas produk, yang dinyatak:an oleh penjual atau distributomya secara lisan atau 

tulisarL Dengan adanya expressed warranty ini. Berarti produsen/pemjual 

bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajibarmya untuk menjamin mutu 

barang dan/atau jasa yang diproduksi danlatau diperdagangkan berdasarkan 

ketentuan standar mutu yang berlaku terhadap kakurangan atau kerusakan dalam 

produk yang dijualnya. Dalarn hal demikian, konsumen dapat mengajukan 

tuntutannya berdasarkan adanya wanprestasi dari piliak penjual. Pembebanan 

terhadap tanggung jawab terhadap pihak penjual yang didasarkan adanya kontrak 

tersebut mernbuat ruang lingkup menjadi terbatas, yaitu hanya timbul di antara 

pihak·pihak yang mengadakan kontrak dan pihak lain yang juga menjadi korban 

dari suatu produk cacatlrusak tidak akan terlindungi atau berdasarkan privity of 

contract. 

Sementara itu) Implied Warranty adalah jaminan berasal dari undang­

undang atau bentuk hukum lain. Misalnya, kewajiban penjual untuk meuanggung 

adanya cacat tersembunYi pada barang yang dijual meskipun ia tidak mengetahui 

adanya cacat itu, kecuali jika ia dalam keadaan yang demikian telah minta 

diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun (Pasal 1506 

KUHPerdata). Menurut Pasal 1504 KUHPerdata, penjual diw'\iibkan menanggung 

terhadap eacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu 

tidak sauggup untuk pemakaian yang dimaksud (not fit to purpose), atau yang 

demik.ian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pembeli mengetahui 

cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan 

membelinya selain dengan harga murah. Apabila penjual telah minta diperjanjikan 

untuk tidak menanggung sesuatu apa pun dalam hal adanya cacat tersembunyi 

pada barang yang dijualnya, hal itu berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada 

barang itu menjadi resiko pembeli sendiri. Jadi jaminan yang dibelikan dalam 

implied warranty adalah jarainan tentang pemilikan, j arainan tentang kelayakan, 

dan jaminan bahwa yang dijual eocok untuk dipasarkan."' 

4<1Edmon Makarim,. ibid.,hlm.367 
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BAB4 
PORTAL SEBAGAI AGEN ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA 

DENGAN UU ITE DAN UUPK 

4.1 Portal Sebagal Agen Elektronik 

"Technology is also not independent or autonomous il does not have a life 
of its own. Technology is a social process which is socially and institutionally 
embedded. It is created and adopted (or not) by human agency: fndiviJualsi 
organization societies. The ways in which technologies are used-even their 
creation-care conditioned by their social and their economic context,,. "1 

Dalam pandangannya Peter Dicken tersebut menunjukkan bahwa 

teknologi tidak bersifat independen atau tidak otonom yang tidak dapat hidup alau 

berkembang dengan sendirinya. Teknologi adalah suatu proses sosial yang 

diciptakan dan dis~rap dan dilembagakan oleh manusia sebagai agen baik oleh 

individu-individu. organisasi-organisasi maupun oleh masyarakat. 

Pasal I butir (8) Undang"undang No.1! Tahuu 2008 tentang Inforrnasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) mendefinisikan agen elektronik sebagai perangkat 

dari suatu sistem ele.ktronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadep 

suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh 

orang. 

Mengenai penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 UU 

ITE, yang berbunyi demikian:" 

(I) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik haros menyelenggarakan Sistem 
Elektronik seeara andal dan aman serta bertangguugjawab terhadap 
beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. 

(2) Penyelenggara Sistem Ele.ktronik bertangguugjawah terhadap 
Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal 
dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, danlatau 
kelalaian pihak pengguna Sis tern Elektronik." 

Berdasarkan pengertian diatas, portal sebagai agen elektronik harus 

menyelenggarakan sistem elek:troniknya secara andal, aman1 dan 

bertanggungjawab. 

t Peter Dicken, Global Sl:ifl:Trans[crming The World Economy, Third Edition, (London: Paul 
Chapnmn Publi»hing Ltd. 2000),pg.156 
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Definisi agen menurut Black's Law Dictionary:1 "'Agency ts a relationship 

betvveen two person, by agreement or otherwise. Where one (the agent) may acJ 

on behalf of the other (the principal) and bind the principal by words and 

actions .. 

Menurut Mariam Dacus Badrulzamant mengatakan bahwa agen adalah 

suatu perusahaan yang hertindak atas nama prinsipil. karena agen tidak melakukan 

pembelian dari prinsipil. Baraog-barang tetap menjadi mi1ik prinsipil sampai 

diselesaikannya proses penjualan melalui penyaluran atau penyampaian barang 

kepada pihak konsumen. 

Dalam prinsip umum dari hukum keagenan di Amerika Serikat adalah 

bahwa prinsipal hanya akan terikat dan bertanggungjawab sebatas pada lingkup 

kewenangan yang diberikannya kepada agen. Prinsipal tidak bertanggnngjawab 

atas perbuatan yang dilakukan oleb pibak ketiga yang tidak pemah secara jetas 
. - . -

dan implisitnya ditunjuk sebagai a gen. 3 

Demikiae pula halnya dalam rnasalah agen yang diatur dalam hukum 

KUHPerdata Belanda. Berdasarkan aturan umum tersebut, pada prinsipn~ 

perbuatan hukum seorang agen adalah tidak dapat dilepaskan dari prinsipalnya. 

Dengnn kata lain, seoraeg prinsipal terikat pada perbuatan-perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh wakil atau agennya sejauh jika wakil atau agen tersebut tidak 

bertindak melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan padanya. Agen yang 

dimaksud disini adalah pihak-pihak yang menjadi perantard antara prinsipalnya 

dengnn pihak ketiga tersebut. Jika seorang agen bertindak tanpa ijin dae 

kewenangan dari prinsipalnya, maka prinsipal tersebut tidak akae terikat pada 

perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh si agen Sedangkan apabila agen 

alau wakil tersebut bertindak melampaui kewenangan yang diberikan oleh 

prinsipalnya, maka pihak lain dapat mengklaim atau menggugat agen tersebut.' 

Di Indonesia. pada prinsipnya perbuatan hukum seorang agen adalah tidak 

dilepaskan dari prinsipalnya. Dengan kala lain. seorang prinsipal terikat pada 

zBiack's Law Dictionary with pronu.nsiations, sixth edition (St.Paui, Minn: West Publising 
Co.,l990) 
1M.Arsyad Sanusi, Op.Ci.t.,blm.200 
4/bid, hlm.278 
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perbuatan-perbutan hukum yang dilakukan oleh agen sejauh jika agen tersebut 

tidak rnelampaui batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya. 

Dengan penegakan hak-hak konsumen dalam sistem elektronik secara 

tidak langsung semua warga negara menjadi berhak atas suatu penyelenggaraan 

sistem yang balk dan bertanggungj awab, serta otomatis terhadap tindakan 

seseorang yang menyalahgunakan atau menyerang keutuhan sistem, berarti ia 

tidak banya merugikan orang tersebut melainkan juga mengkbianati trust yang 

dibangun dalam komunitasnya dan/atau dapat dikatakan melanggar nmma 

ataupun kepentingan hukum publik yang berlaku berkenaan dengan sistern 

tersebut. 

Seorang wakil atau agen dari pemilik dapat memiliki kepentingan apabila 

ia Ielah melakukan pertanggungan. Hubungan dengan pokok pertanggungan ini 

menciptakan kepentingan baginya sedernikian rupa sehlngga tertanggung akan 

mendapatkan keuntungan dengan adanya keselrunatan dan keamanan dari pokok 

pertanggungjawaban tadL Hal sebaliknya, ia akan menderita kerugian hila teljadi 

kerusakan pada pokok pertanggungan. 

Portal sebagai agen elektronik dalam UUPK tennasuk dalam pelaku usaha, hal 

tersebut dijelaskan dalam Pasal I butir 3 bahwa, 

"Pelaku Usaha adalab setiap ornng perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bnkan badan hukum yang didirikan 
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negana 
Indonesia, baik sendirl maupun bersama·sama melaJui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." 

Dalam penjelasan pasal tersebut pelaku usaha yang tennasuk dalam 

pengertian di atas adalah perusahaan, korporasi~ BUMN, koperasi, importir, 

pedagang, distributor, dan lain-lain.Dapat disimpulkan pengertian pelaku usaha 

disini tidak banya pada produsen yang menghasilkan barang dan/atau jasa 

melainkan tennasuk para distributor, agen, serta para pihak lainnya yang 

melakukan fungsi pendistribusian, dan pemasarnn barang dan/a tau jasa kepada 

masyaarakat luas selaku pemakai dan atau pengguna barang dan!atau j as a. 

Terkait dengan lransaksi di internet, pengertian tersebut mengungkapkan 

bahwa pelaku usaha adalah pihak penyedia barang dan atau jasa di internet yang 
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merupakan orang perorangan atau badan usaha, berbentuk badan hukum ataupun 

tidak, didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah hukum negara Rl, atau 

didirikan dan melakukan kegiatan da!arn wi!ayah hukum negara RI 5 

Menurut penulis. portal sebagai agen dapat termasuk dari pelaku usaha 

karena portal memenuhi pengertian dari Pasal t butir (3) tersebut yaitu melaiui 

perjanjiannya dengan penyelenggara jasa internet datam ha1 ini Internet Services 

Provider (ISP) yang menjalankan porta! dengan menyediakan akses 24 (duapu!Uh 

empat) jam untuk dan portal rnenyelenggarakan kegiatan ekonomi dengan 

memposting iklan dalarn website. Oleh karena itu, portal sebagai agen elektronik 

juga memiliki hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha. Hak pelaku useha yang 

sehagairnana diatur dalam Pasal6 UUPK adaleh: 

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/ataujasa yang diperdagangkan; 

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konswnen yang 

beritikad tidak baik; 

e. hak untuk me!akakan pembe!aan diri sepatutnya di da!am penyelesaian hukum 

sengk:eta konsumen; 

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsnmen tidak dialribatkan oleh barang/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

e. hak-hak yang diatur dalarn ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalarn Pasal 7 UUPK adaleh: 

a. beritikad baik dalam melakukan lcegiatan usahanya; 

b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jarninan barang dan/atau jasa serta mernberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan, dan pemeliharaan; 

c. memperlakukan atau melaya.ni konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

d. menjarnin mutu barang danlatau Jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang danlatau jasa 

yang berlaku; 

~mon Makari:m. op.cit.,hlm.J47. 
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e. · memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barangljasa tertentu serta memberi jaminan dan atau ja.sa tertentu serta 

memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 

f. memberi kompensasi. ganti rugi dan atau penggantian atas kerogian akibat 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfuatan barang dan/alau jasa yang 

diperdagangkan; 

g. memberi kompensasi. ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barnng 

danlatau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. 

4.2 Keterkaitan PortaiSebagai Agen Elektronik Dengan UUPK & UU ITE 

Keterkaitan antara UUPK dan UU ITE dapat dilihat pada Pasal 15 ayal I 

UU ITE yang berbunyi demikian, "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik hams 

menye1enggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta 

bertanggungjawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana 

mestinya." Sistem elektronik hanya dapat dipercaya apabila sistem tersebut dapat 

diperbmggnngjawabkan dan Ielah dilakukan pemeriksaan oleh para profesional 

yang terkait atau mempunyai kemampuan untuk itu (telmikal, manajemen, dan 

hukum) sehingga ia dapat dikatakan andal dan aman serta bekerja sebagaimaua 

mestinys (working properly). 6 

4.2.1 Andal 

Pengertian "andal" dalam penjelasan Pasal 15 ayat I UU JTE adalab 

sistem elektronik memitiki kemampuan yang sesual dengan kebutuhan 

penggnnaannya. Menurut Edmon Makarim, andal yaitu apabila sistem elektmnik 

tersebut secara teknikal telah dibuat sesmu perencanaan atau 

pengimplementasiannya dengan pernntukkannys, Dengan kala lain sistem 

elektronik sesuai dengan spesifikasinya atau fungsinya. Ftmgsi sistem elektronik 

yang dijelaskan dalam Pasal 1 Butir (5) adalah mempersiapkan, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, menymtpan. menampilkan. mengumumkan, 

mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. 

6Sebagaimana yang ditegaskan oleh Edmon Makarim dalam modul perkuliaban hukum telematika. 
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Pada penjelasan umum UU ITE, dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan 

melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal 

maupun global {internet) dengan memanfaatkan teknologi infonnasi berbasis 

sistem komputer merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual) 

selain itu juga disebutkan bahwa sistem elektronik adalah sistern komputer dalam 

arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer) tetapi juga mencakup telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi 

elaktronik. 

Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang 

diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila 

digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu 

membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai 

basil yang khusus~ tennasuk persiapan dalam menmcang instruksi tersebut. 

Ringkasnya, dengan tinjauan berdasarkan alas peranan dan fungsinya suatu sistem 

informasi terdiri atas keberadaan fungsi-fungsi input. proses, output, storage, dan 

communication. 

Pasal 7 huruf b UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban 

untuk memberikan informasi yang benar, jehu;, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan atas barang danlatau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan, dan pernelibaraan. Dengan demikian Portal sebagai agen elektronik 

merniliki tanggung jawab untuk menyadiakan layanan yang berkesinambungan 

dengan menyatakan bahwa website tersebut ak!if sehingga pengguna layanan 

tersebut dapat mengkomunikasikan infonnasi elektronik secara tepat ataupun 

melakukan transaksi ele~tronik dengan aman dan nyaman 

Dalam tahap·tahap proses pengambilan keputusan pembelian, konsumen 

mungkin saja membutuhkan bantuan tertentu, misalnya menyangkut. informasi 

mengenai k&ak:teristik prodnk yang dibutubkan dan berbagai altematif merk. 

Untuk itu dibutuhkan ak!ivitas !ayanan terhadap konsumen yang bertujuan 

memuaskan konsumen. Menurut Pasal9 UU ITE, Pelaku usaha yang menawarkan 

prodnk melalui sistem elektronik hams menyediakan informasi yang lengkap dan 

benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen. dan produk yang ditawarkan. 
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Dengan demikian memberika.n informasi yang benat, jelas, jujur 

merupakan kewajiban pelaku usaha sehingga konsumen bisa mendapatkan 

kejelasan mengenai produk tersebut dan dapat mempercayai sistem yang 

disediakan oleh produsen untuk digunakan dalam transaksi. Dimana hal tersebut 

juga diatur dalam Pasal4 huruf (c) UUPK mengenai bale konsumen atas infonnasi 

yang henar, jelas., dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang danlatau jasa 

serta dalam Pasal 7 huruf b mengenai kewajiban pelakn usaha dalam memberikan 

informasi yang benat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan alaS barang 

dan/arau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, 

Dalam e-commerce, bentuk layanan terbadap konsumen yang dapat 

diberikan porta] meliputi menjawab setiap pertanyaan dari konsumen, 

menyadiakan fasilitas pencarian dan perbandingan, misalnya dalam bentuk search 

engines, menyediakan informasi teknis yang bersifat interaktif dan user-friendly 

kepada konsumen, memberikan kemudahan bagi. konsumen untuk melacak status 

pesanan (contobnya FedEx dan jasa lrurir lainnya) atau rekeningnya (seperti di 

Internet Banking berbagai bank nasional maupun intemasional), memudahkan 

konsumen untuk melakukan customization atas produk yang di pesannya dan 

melakukan pemesanan melalui online, dan lain-lain. 

Perlindungan konsumen tersebut dapat meningkatkan pemberdayaan 

konsumen dala.m memilih, menentukan, dan menuntut hak:-haknya sebagai 

konsumen. Definisi ini ter:kait dengan Doktrin yang berkembang dati Caveat 

Emptor atau let buyer aware yaitu pihak pembeli yang berhati-hati menjadi 

Caveat Ve11ditor yang justru hams berbati-hati adalah pelakn usaba katena pelakn 

usaha adaJah plhak: yang paling mengetahui infonnasi secara benar, jelas} dan 

jujur atas setiap produk yang ditawarkan karena pada kenyataannye konsumen 

tidak mendapat akses yang memadai terhadap barang yang dikonsumsinya aldbat 

ketidakterbnkaan pelakn usabn dalam menginformasikan produk yang ditawarkan. 

4,2,2Aman 

Pengertlan "aman" dalarn penjelasan Pasal 15 ayat 1 adalah sistem 

eleklronik terlindungi secara fisik dan nonfisik. Apabila sistem ternebut Ielah 
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mengembangkan sistem keamanan elektronik yang sesuai dan/atau dapat dijamin 

oleh penyelenggara sistem elektronlk tersebut.7 

Serangan meJalui internet dan jaringan yang merusak keamanan sistem 

elek:tronik dapat berupa sebagai berlkut:8 

L Malware (Ma/icioU8 Ware) 

• Virus adalah program yang bertujuan untuk mengubah cam bekerja 

komputer tanpa seijin pengguna; 

• Worm adalah program yang menggandakan dirinya secant berulang­

ulang di komputer sehingga mengbasilkau sumber daya; 

• Trojan adalah program!sesuatu yang menyerupai program yang 

bersembunyi di dalam komputer kita 

Malware ini akan mengirimkan payload (kejadian destrukrif yang 

dikirimkan oleb program. 

2. Serangan Denial of Service (DOS Attack) 

• DOSAttack 

Serangan yang bertujuan untuk mengggangu akses komputcr pada 

layanan web atau e-mail. Pelaku akan mengirimkan data yang tidak 

bermanfaat secara berulang-ulang. Dimana akibatnya jaringan akan 

memblok pengunjung lainnya. 

• BackDoor 

Program yang memungkinkan pengguna tak terotorisasi untuk masuk 

ke komputer tertentu. 

• SpojJi11g 

Teknik untuk memalsukan IP komputer sehingga dipercaya oleh 

Janngan. 

3. Akses dan penggunaan tak terotorisasi 

Penggunaan tak terotorisasi adalah penggunaan komputer atau data~data 

didalamnya untuk aktivitas illegal atau tanpa persetujuan pengguna. 

Sistem pengamanan terhadap e-commerce sangat berkaitan dengan 

perlindungan konsumen. Untuk itu diperlukan penyediaan jaringan yang cukup 

1 lbld. 
8Kearnanan & Etika Teknologi Informasi, http://tinoan.staff.un.Mlc.id/fi~ 
dan~etika..dalam-Wknologi-informasi. dlakses 27 Juni 2009 
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memadai untuk mengontroJ keamanan transaksi. Pihak pengguna lntemet yang 

hendak bertransaksi, ISP, dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi di internet 

juga mempunyai tanggung jawab untuk memahami kebijakan keamanan dari 

sistem yang digunakan yang meliputi proses, dan mekanisme, dan prosedur untuk 

menjaga keamanan data.9 

Sistem pengamanan terhadap komunikasi elektronik, hams dapat 

memberikan perlindungan terhadap pengubahan, penambahan, atau perusakan 

oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap data dan infonnasi, balk selama 

dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada 

penerima, dan porbuatan pihak yang tidal< bertanggungjawab yang berusaba 

memperoleh infonnasi yang dirabasiakan, balk secara langsung dari 

penyimpanannya maupun ketika ditransmisikan oleh pengirim kepada penerima 

(upaya penyadapan), Berhubung dengan itu, sistem pengamanan transaksi 

elektronik harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pengaman yang berkaitan 

dengan aspek-aspek: 10 

a. Confidentiality 

Confidentiality menyangknt kerahasiaan dari data dan/atau informasi, dan 

perlindungan bagi informasi tersebut torbadap pihak yang tidak berwenang, 

lnformasi sebarusnya dilindungi terhadap pihak Iuar yang tidak berwenang, 

terhadap hackers, dan terhadap intersepsi atau gangguan selama transmisi me}alui 

jaringan komunikasi sadang berlangsung. Caranya adalah dengan membuat 

infonnasi "tidak dapat dipabami" (unintelligible) oleh pihak-pihak yang 

berwenang atau tidak bertanggungjawab itu. Untuk membuat informasi itu "tidak 

dapat dipahami", isi dati informasi itu harus ditransformasikan sedemikian rupa 

sehingga informasi itu tidak dapat dipahami (tidak decipherable) oleh siapapun 

yang tidak mengetabui prosadur dari proses transformasi itu. 

Untuk e--commerce, confidentially sangat penting untuk melindwtgi~ 

misalnya data keuangan suatu organisasi atau perusahaan,. informasi yang 

9R Pethia etal.,"'Guide1ines for !.he Secure Operation of The Internet", RFC 1281 
November19991, Sebagaimana ~rtulis dalam Edmon Makarim. op.cit., hlm.402. 
1~am1esh K Bajaj & Debjani Nag, Op,CitfLi98~199, Nabil R,Adam et ai.Op,Cit,hJ25~127, 
Bacajuga Thomas J. Smedinghoff(ed). Online Law the SPA's Legal Guide to Doing Business on 
the Internet Addison~Weslwy, Developers Press, New York, 1990,h.29<l2, Baca juga Bru;;:e 
Scheiner, "AppUed Cryptoography:protocols, algorithms, and source code inC", 2\b edition, John 
Wiley & Sons, Inc.,t996. Sebagaimana yang ditulis dalam Sukarmi, op.cit., blm174. 
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menyangkut product development. dan berbagai jenis informasi rahasia lainya 

terhadap pihak~pihak yang tidak berwenang atau terhadap pihak siapa rahasia ltu 

ingin dirahasiakan. Bagi bank. misalnya data mengenai simpanan nasabah pada 

bank tersebut harus dapat dirahasiakan sebagaimana hal itu diwajibkan dalam 

undang-undang. 

Dalam dunia e-commerce. informasi yang dikaitkan dengan waktu, 

kerahasiaan dari inforrnasi sangat penting. Daftar harga atau 1aporan penelitian 

menghendalri tingkat kerahasiaan yang tinggi selama suatu jangka waktu tertentu. 

Rahasia itu perlu dijaga karena menyangkut daya saing perusahaan tersebut 

terhadap para pesaingnya. Setelahjangka waktu tcrsebut lewat, informasi tersebut 

boleh diperoleh secara bebas karena tidak perlu dirahasiakan. 

Teljadinya keboeoran terhadap suatu informasi yang dipercayakan olah 

pihak lain tidak mustahil dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak yang 

mempercayakan informasi itu kepada kita. Pembocoran rahasia perusahaan oleh 

orang dalam dapat mengalribatkan hancumya daya saing perusahaan tersebut, 

yang lebib lanjut dapat menimbulkan kerugianfinancial yang besar. 

b. Integrity 

Integrity menyangkut perlindungan data terbadap usaha mernodifikasi dala 

itu oleb pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik selama data itu disimpan 

atau selama dala untuk dikirirnkan kepada pihak lain. Sistem pengamanan harus 

mampu memastikan bahwa paria waktu informasi itu diterirna oleh penerima, 

informasi itu harus muncul sama ketika informasi itu disimpan atau dikirimkan. 

Sistem pengamanan yang dibangun barns memungkinkan untuk mengetahui 

epabila terbadap isi yang asli dari informasi yang dikirimkan itu telah leljadi 

modifikasi, tambahan atau penghapusan. Sistem tersebut juga harus rnencegah 

"dimainkan kembali" (re-played) informasi itu, misalnya fresh copy dari dala 

tersebut dikirirnkan lagi dengan mengadakan otorisasi yang sernula dipakai ketika 

pesan yang sesungguhnya dikirimkau. Oleh karena itu, diperlnkan adanya suatu 

mekanisme yang dapat memastikan kebenaran dari isi pesan yang dikirimkan itu. 

untuk dapat memastika otentikasi atas pembuatan salinan dari pesan tersebut, 

yaitu otentikasi bahwa satinan itu sesuai dengan aslinya. 
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c. Authon'zation 

Authorization menyangkut pengawasan terhadap akses kepada informasi 

tertentu. Transaksi-transaksi tertentu mungkin hanya dapat diakses oleh pihak~ 

pihak tertentu sajat sedangkan transaksi-transaksi yang lain tidak Authorization 

dimaksudkan untuk membatasi perbuatan oleh pihak -pihak yang tidak be!Wenang 

untuk dapat berl>uat sesuatu di dalam lingkungan jaringan infonnasi itu. 

Pembatasan tersebut adalab bergantung pada security level dati pihak yang 

bersangkutan. 

Pembatasan itu menyangkut sampai sejauh mana pihak yang diberi 

lrewenangan untuk melakukan akses terhadap hal 

dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) memasukan data/informasi ; 

2) membaca data/informasi; 

itu diberi wewenang untuk 

3) memodifikasi, menambah atau menghapus data/informasi; 

4) mengekspor/mengimpor data/informasi; 

5) mengeprint data/informasi. 

Hak-hak tersebut dapat dikendalikan atau diawasi, baik dilakukan oleh pctugas 

tertentu atau oleh sua~ unit tertentu yang ditugasi khusus untuk keperluan 

tersebut, dengan cara menggunakan Access Control List (ACL}. ACL adalab suatu 

daftar yang met:rmat siapa~siapa saja yang memiliki akses kepada data/infonnasi 

tertentu dn tingkat kewenangan dati masing-masing atau pejabat tersebut untuk 

mengakses data itu. 

d. Availability 

lnformasi yang disimpan atau ditransfonnasikan melalui jaringan 

komunikasi harus dapat tersedia sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sistem 

perlindungan itu hams dapat mencegab timbulnys sebab-sebab yang dapal 

menghalangi tersedianya informasl yang diperlukan itu. Kesalahan-kesalahan 

jaringan (network errors), lis!rik mati (power out-ages), kesalaban-kesalahan 

operasional (operational errors}, kesalaban-kesalaban yang bersangkutan deugan 

aplikasi dati piranti lunak yang digunakan (software application), masalab­

masalah yang menyangk:ut piranti keras (hardware problems), dan virus 
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merupakan beberapa sebab yang dapat rnembuat infonnasi yang diperlukan itu 

menjadi tidak tersedia ketika dibutuhkan (unavailability of infonnation). 

e. Authenticity 

Authenticity atau authentication menyangkut kemampuan seseorang, 

organisasi, atau komputer untuk: membuktikan identitas dari pemilik yang 

sesungguhnya dari informasi tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam suatu 

transaksi harus merasa aman dan pasti bahwa komunikasi yang terjadi melalui 

jaringan di an tara pihak -plhak itu adalab benar, yaitu benar babwa para pihak 

yang berhubungan dengan pihak·pihak yang sesungguhnya diinginkan dan benar 

mengenai informasi yang dipertukarkan di antara mereka. 

Apabila suatu pesan diterima, maka penerima barus dapat memverifikasi 

bahwa pesan itu benar-benar dikirimkan olab orang atau pihak yang 

sesungguhnya. Sebaliknya juga harus dapat dipastiknu babwa pesan tersebut 

memang Ielah dikirimkan kepada dan telah diterima oleh pihak yang 

sesungguhnya dituju. 

f. Non-Repudiation of Origin 

Non·Repudiation of Origin atau Non-Repudiabi/ity menyangkut 

perlindungan terbadap suatu pihak yang terlibal dalam suatu transaksi atau 

kegiatan komunikasi yang di belaki!llg hari pihak tersebut menyanggab bahwa 

transaksi atau kegaiatn tersebut benar telah terjadi Sistem Non·Repudiation of 

Origin atau Non-Repudiability, barns dapat membuktikan kepada pihak ketiga 

yang independent mengenai originalitas dan mengenai pengiriman data yang 

dipersoalkan itu. 

Setelah suatu pesan dik:irimkan kepada pihak Jain, maka pengirim hams 

tidak mungk:in dapat membanlah babwa dia Ielah mengirimkan pesan tersebut. 

Sebaliknya juga, penerima pesan tersebut seharusnya tidak mungkin dapat 

membantah bahwa yang bersangkutan telah menerima pesan tersebut 

g. Audiatibility 

Data tersebut hams dicatat sedem.ikian rnpa bahwa terhadap data itu semua 

syaral confidentiality dan integrity yang diperlukan telab terpenuhi, yaitu babwa 

pengiriman data tersebut telab dieokripsi (encrypted) oleh pengirinmya dan telab 

dideskripsikan (decrypted) oleh penerimanya sebagaimana mestinya. 
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Dalam kaitannya dengan solusi kearnanan informasi, mak:a ketentuan keamanan 

infonnasi yang digunakan dalam memenuhi persyaratan hukum ini meliputi 

Digital signature, verifikasi terhadap digital signature yang diperkirakan 

o1eh hukum dalam keadaan pasti untuk menentukan autentisitas. integritas, dan 

ncmrepudiation, Pa.da akhimya digital signature dapat dimungkinkan juga untuk 

persyaratan tertulis dan tandatangan; 

Replies and acknowledgesments dengan log menunjukkan apakah 

diterima, pengirim mengidentifikasi, pada kenyataannya suatu pemyataan yang 

dildrim akan membantu memveriftkasi sumber komunikasi. Melalui pemeliharaan 

suatu rekam~ maka setiap pesanan email dapat diautentikasi. 

Repeat-back Acknowledgments, teknik pengiriman pernyataan untuk 

menetapkan autentikasi dan komunikasi elelrtronik dapat diambil salah satu tahap 

yang selanjutnya menetapkan integritas dari suatu komunikasi. 

The use of a process or :system that produces a demonstrably t!1l8tworthy 

document, teknik ini meliputi penggunaan sistem komputer untuk membentuk 

fungsi pemeliharaan rekaman secara otomatis. Infonnasi log menunjukkan sumber 

dari rekaman dan waktu pembentukannya atau receipt menetapkan lebih lanjut 

bukti dari autentisitasnya, 

Date/time stamping, menetapkan cara lain untuk memverifikasi bahwa 

komunikasi tidak diubah. Date/time stamping merupakan permasalahan untuk a 

message digest dari komunik:asi. 

Trusted third parties, para pihak dapat menetapkan integritas komunikasi 

melalui pengiriman~ dan penerimaan emua komunikasi elektroniknya melalui 

pihak ketiga yang netral yang dapat memperbanyak dari setiap komunikasi. 

Asumsinya bahwa pihak ketiga adalahjujur. 

Encryption, jika pengirim menginginkan pengiriman melalui komunikasi 

elektronik untuk si recipient dan menjaga kerahasiaanya, pengirim dapat 

rnengencl)pt komunikasi. 

Perlindungan terhadap keamanan sebuah sistem komputer mutlak barns 

dilalrukan. Hal tersebut Wltuk menyikapi keinginan konsumen untuk bertransaksi 

secara aman. Pengarnanan dalam bertransak:si meliputi sistem keamanan 

komunikasi, keamanau komputer, kearnanan dari segi fisik, keamanan individu 

Universitas Jndonesia Tinjauan Yuridis..., Selly Grace Christine, FH UI, 2009



84 

yang terHbat, keamanan secara administratif, dan kearnanan medJa yang 

dilakukan. 11 Dengan demikian apabila portal telah memberikan jaminan bahwa 

sistem yang dimilikinya dapat mengamankan suatu transaksi. jaminan itu haruslah 

benar dan transaksi memang beJjalan dengan benar dan aman. Oleh sebab itu 

penyelenggara jasa harus melakukan maintenance terhadap sistemnya secara 

berkala dan meng-update sistemnya dengan sistem yang baru yang ada di 

masyarakat internet, yang semuanya dilakukan semaksimal mungkin agar sesuai 

dengan standa.r yang ada dalam masyanlkat internet, dan kepentingan konsurnen 

dapat teljaga dengan baik. 

4.2.2 Bertanggungjawab 

Pengertian "bertanggungjawab" dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 UU ITE 

adalab ada subjek hukum yang bertanggungjawab secarn hukum terhadap 

penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Apabila sistem elektronik tersebut 

jelas keberadaan identitas suhyek huknmnya sebagai pelaku usaba pengembang, 

dan/atau penyelenggara.12 Portal sebagai agen elektronik: dapat dirninta 

portanggungjawaban secara hukum apabila terbnkti melekukan kesalaban atau 

kelalaian sehingga oleh karenanya konsumen dirugikan atau dilanggar haknya. 

Hak-hek konsumen dikaitkan dalam transeksi e-commerce adalab 

(1) Hak atas kcamanan yaitu konsumen berhak. untuk mernperoleb keamanan 

dalam bertransaksi di internet, seperti perlindungan atas data pribadinya; 

(2) Hak untuk memiiih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut serta jaminan yang dijanjikan. Dalam bertransaksi di internet 

konsumen berhek memilih produk yang ingin dibelinya tanpa gangguan dari 

pihak lain seperti memilih dengan nyaman tanpa tatapan atau pengawasan 

penjaga ooko yang mongganggn, koadaan tersebut dapat terwujud apabila 

melakukan transaksi e-commerce. Mengint?;at bahwa transaksi ini bersifat 

faceless, Selain itu konsumen berhak atas jaminan kualitas dari barang 

dan!atau jasa tersebut; 

(3) Hak atas informasi yang benar, jetas~ dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan atau jasa. Konsumen berhak: memperoleh informasi 

110nno W. Purbo, Mengenaf E~Commerce,(Iakarta: ElexMedia Komputindo. 2001), hlm,23 
1:::Edmon Makarim, Loc.CU. 
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yang dibutuhkan atas produk yang diiklankan dalam portal tersebut dengan 

benar,jelas, danjujur; 

(4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya alas barang dan/atau jasa yang 

digunakan tersebut. Konsumen berhak untuk menyatnkan dan didengar 

pendapat dan keluhannya apabila barang danlatau jasa tersebut tidak sesuai 

dengan garnbar atau spesifikasi yang disepakati; 

(5) Hak untnk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen. Menurut Pasal 45 ayat I UUPK, 

penyelesaian sengketa dapat melalui lembaga yang berwenang Wlluk 

menyelesaikan sengketa konsumen dan mengajnkan gugatan melalui 

pengadilan yang berwenang. NamW> lebih dianjurl<:an penyelesaian sengketa 

melalui musyawarah antara para pihak; 

(6) Hak untnk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian 

apabila barang danlatau jasa yang diterima tidak sesuai dengan pe!janjian 

atau tidak sebagaimana mestinya. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi 

sesuai dengan jarninan yang telah ditentnkan apabila pelaku usaha 
0 

melakukan wanprestasi. 

Pengertian bertanggungjawab tersebut juga dapat dikaitkan dengan Pasal 21 UU 

ITE yang berbunyi dernikian: 

1 Pengirim atau Penerima dapat rnelakukan Transaksi Elektronik sendiri, 

melalui pihak yang dikuasakan olebnya, atau melalui Agen Elektronik; 

2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dan pelaksanaan 

Transaksi Elektrouik sebagaimana dimaksud pada ayat I diatur sebagai 

berikut: 

a. Jika dilaknkan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi 

Elektrouik menjadi tanggungjawab para pihak yang bertransaksi; 

b. Jika dilaknkan melalui pernberian kuasa, segala akibat hukum dalarn 

pelaksanaan Transaksi Elektrouik menjadi tanggung jawab pemberian 

kuasa; atau 

c. Jika dilaknkan melalui Agen Elektronik segala akibat hukum dalam 

pelaksanaan Transaksi Elektrooik menjadi tanggung jawab penyelenggara 

agen elektrouik. 
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3. Jika keruglan Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen 

Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem 

Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggungjawab penyelenggara Agen 

Elektronik. 

4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gaga! beroperasinya Agen 

Elektronik akibat kelalaian piltak pengguna ja.sa layanan, segala akibat hukum 

menjadi tanggungjawab penggunajasalayanan. 

S. Ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam hal dapat 

dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak 

pengguna sistem Elektronik 

Tanggungjawab portal diatur dalam Pasal19 UUPK. Serta dalam Pasa17 

huruf (f) dan (g) UUPK, Pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi 

memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan dan apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan 

tidak sesuai perjanjian, 

Apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, 

penyelesaiannya dapat mengajukan gugatan dengan cara sebagaimana diatur 

dalam UUPK Pasal 45, 46, 47, 48 dan Penna Nomor 1 Tahnn 2002 tentang acara 

gugatan perwakilan kelompok (class actwn). Lebih spesifik apabila konsumen 

yang rnerasa dirugikan akibat produk iklan yang menyesalkan dapat mengacu 

pada Pasal 20, yaitu, "Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang 

diproduksi dan segala akibat yang ditimbnlkan oleh ildan tersebut." Hal tersebut 

dapat menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindnngan 

konswnen sebingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalarn 

melakukan usabanya. 

Ganti rugi dan jarninan (warranty) yang diberikan oleh merchants a tau 

penjual dapat berupa jaminan kepada para pembeli atau konsumen dengan Return 

Policy yaitu pengernbalian barang yang diikuti dengan pengerubalian barang 

secara penuh (foil refund), juga ada fasilitas lainnya nntuk menjamin bahwa 

barang yang dipesan tidak akan salah atau tidak sampai, dengan fasilitas order 

tracking; juga ada yang menyediak.an fasilitas "cancel an ordern, dan pembeli 
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juga bisa melacak sampai tahap mana barong tersebut dalam proses pengiriman~ 

yaitu "shipping tracking". Se1ain jaminan yang diberikan oleh penjual atau 

merchant sendjri juga terdapat jaminan dari pemerintah berupa UUPK yang dapat 

memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi konsumen. 

Da.lam k:enyataannya biasanya portal te}ah menandatangani pelJanJian 

dengan produsen. Dimana dalam klausulnya tertulis bahwa portal tidak 

bertanggungjawab ternadap segala bentuk kerugian yang dialami konsumen 

terhadap produk dimana iklan produk tersebut ditayangkan di portalnya. 
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5.1 Kesimpulan 

BABS 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada akhir penelitian ini, penulis menarik kesimpulan dari permasalahan 

yang telah disajikan di bab-bab sebelumnya, antara Jain sebagai berikut: 

I. Konvergenoi huknm telekomunikasi, hukum media, dan huknm 

infonnatika mengakibatkan berubabnya paradigma huknm dan regulasi 

dari pendekatan analog menjadi digital. E-commerce merupakan salah 

satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi infonnasi. Webvertising merupakan aktivitas 

marketing daJam e-cvmmerce. Webvertising adalah media baru. Yang 

dimaksud dengan media baru yaitu suatu salunm komuaikasi 

nonkonvenstonal yang secara eJektronik menyampaikan pesan periklanan 

berupa teks, tanda citra, atau panduannya, baik secara daring (online) 

ataupun secara laring (offline), serta dengan atau tanpa pengenaan harga 

premium. la melibatkan pihak-pihak Penyedia Layanan Akses Internet 

(Internet Access Service Provider), Inang lsi Internet (Internet Content 

Host), Pengembang isi (content developer), Penghimpun Penyedia Jasa 

Aplikasi (ASP Aggregator), Penyedia tantan (Link Provider), dan 

Perusahaan Telekomunikasi (Telecommunication Company). Media baru 

dapat berbentuk rentangan (banner), milis terhimpun (bulk e-mail list), 

telusur konteks (contextual search). pemasaran sure] (e-mail marketing), 

pertukaran tautan (link exchange), bayar per klik (pay per click), Jayanan 

pesan singkat (SM!J), layanan multimedia (MMS). 

2. Hakikat iklan adalah sebagai JaDJ! dari semua pihak yang 

mengumunakannya dan mereka bertanggung jawab atas setiap akibat 

hukumnya. Hubungan huknm yang terjadi antara pihak penyedia jasa 

dengan pihak konsumen pada akhimya melahirkan suatu hak dan 

kewajiban yang mendasari terciptanya suatu tanggung jawab. Kon.sep 

tanggung jawab huknm merupakan bagian dari konsep kewajiban huknm. 

Tanggung jawab portal dapat diuraikan kedalam 3 (tiga) hal yaitu (I) 
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Tanggung jawab terhadap sistem informasi, (2) Tanggung jawah terbadap 

iklan, dan (3) Tanggung jawah terharlap prodnk yang diiklankan tersebut 

cacat. Bahwa tanggung jawab portal sebagai penyelenggara slstem 

elektmnik adalah bersifat mutlak (strict liability), Namun hal tersebut 

dapat menjadi tidak mutlak apabila ada kesalahan atau kelalaian 

(negligence) dan adanya force majeure. Sehingga dapat disimpu!kan 

bahwa tanggung jawab portal adalah tanggung jawab untnk selalu 

bertanggungjawab (Presumption Liability). 

3. Portal sebagal Agen Elektronik dalam kaltannya dengan Undang-undang 

No. 8 Tahun 1999 tentarig Perlindungan Konsumen dengan Undang­

Ulldang No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektmnik 

dapat dilihat dari Pasal 15 ayat 1 UU ITE yang berbunyi demikian, "Setiap 

Penyelenggara Sistem EJektronik hams menyelenggarakan Sistem 

Elektmnik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap 

beraperasinya Sistem Elektmnik sebagalmana mestinya." Portal sebagal 

agen elektmnik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara 

andal, aman, dan bertanggungjawab. Pengertian "Andal" adalab sistern 

elektronik merniliki kernampuan yang sesual dengan kebutuhan 

penggunaannya, "Aman" adalah adalah sistem elektronik terlindungi 

secara fisik dan nonfisik, serta "Bertanggungjawab" adalah adalah ada 

subjek hukum yang bertanggungjawab secara hukum terhadap 

penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Portal sebagai agen elektronik 

dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti 

roelakukan kesalahan atau kelalaian sehingga oleh karenanya konsumen 

dirugikan atau dilanggar baknya. Pada umumnya UUPK memberikan 

suatu kontrol terhadap agen selaku pelaku usaha in casu portal melalui 

kewajiban dan tanggungjawabnya yang diatur dalam pasal-pasalnya untnk 

bertujuan menjamin bahwa sistem elektronik tersebut andal, aman~ 

bertanggungjawab. 
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5.2 Saran 

Selain itu, penulis juga memberikan sumbangan saran yang kiranya dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan peneHtia:n ini. 

1. Dalam upaya menghindari kerugian konsumen atas kecurangan yang 

dilakukan pelaku usaha melalui webvertising. Self regulation 1ebih 

diperlukan dalam industri periklanan di !ndonesia dibanding dengan 

dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang perik1anan yang dirasa 

pesimis akan efektif. Namun hal tersebut perlu didukung pula dengan 

pemberian edukasi bagi pelaku usaha periklanan dan masyarakat sebagai 

konsumen. 

2. Diperlukan revisi terhadap Undang-undang No.ll Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Trnnsaksi Elektronik terutama mengenai perlindungan 

huknm bagi hak-hak konsumen dalam webvertising maka diharapkan 

terdapat pengaturan yang jelas mengenai pembedaan dan pemisahan yang 

jelas antara tanggung jawcib yang harus ditanggung content creator dan 

pJhak perantara seperti penyedia akses internet dan operator jaringan. 

3. Portal sebagai agen elektronik diharapkan dapat menjalankan fungsi atas 

sistern elektronik yang andal, aman, dan bertanggong jawab. Peran 

pemerintah diperlukan untuk segera membentuk Lembaga Sertifikasi 

Keandalan. Dimana ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam 

Pas a! I 0 ayat 2 UU ITE. 
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